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Kata Penganter

Aparatur Sipil Negara yang salanjutnya disingkat ASN adalah profest bags
pegawal negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perfanjian kerja yang
belkeria pada instansi pemenntah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawal negeri sipll dan pegawai pemenntah dengan pefjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu
jabatari pemerintatian atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangarn.

Untuk mencapai visi dar migi Indonesia Maju, mendukung kefancaran tugas
dan pelayanan kepada masyamakat, meningkatan kapasitas organisasi dan
mermpercepat pericapdian tujuan stategis nasional, periu dibangun aparatur
sipil negara yang memilili integritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi palitik, bersih dari praktike Korugsi, kolusi, dan nepotisme, serta
mampu mﬁn-,feimggaf:akan pelavanan publik bagi masyarakat dan mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam rangka mempsrcepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara
untuk mewwjudkan aparstur sipl negara deogen hasil kere Singgl den
peniaku yang berorientas: pelayanan, akuntabel, kompeten, harmomis, loyal,
adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan  terhadap
pelaksanaar manajemen aparatur sipil negara.

Ketesituan dalamy Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan
fungsi aparatur sipll negara dan kebutuhan masyarakat sshingga perlu
diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut; perlu membentuk Undang-
Undang tentang Aparatur Sipil Negara

Guna memberikan informasi yang terkandung dalam pergturan di atas,
maka kamu menerbitkan peraturan tersebut dalam bentuk buku dengan
juclul Aparatur Sipil Negara Beserta Petunjuk Teknis Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengﬂn Perjanjian Kerja Untuk Jabatan
Fungsional, ssmogs buku ifi dapat membantu dan digunakan sehagai

pedoiman keria dalam pelaksanaan tugas.

fif



Kami menyadari bahwa dalam buku ini tentunya masih terdapat kekurangan
baik bersifat materi maupun penyajiannya, karenanya dengan rendal hati kami
menerima kntik dan sa@an yang bersifat konstrukst sehingga dalam penerbiaan
selanjuinya akan lebih baik lagi,

Terimaxasih.
Semarang, Janari 2024
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Mermumbang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a.  bahws dalam rangka pelaksanaun cita-cita bangsa

dan  mewujudkan tujuan negara  sebagaimana
tercantum dalum pembikaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesin Tshun 1945, perlu
dibangun apgratur dipil negara  yang memiliki
integritas; profesional, netral dan  bebes  dari
intervenst politik; bersih dari praktik korupsi, kelusi,
dan mpepotisme; serta -mampu menyelenggaraian
pelayanan pubhk bagl masyarakat dan  mampu
menjatanlan peran sebagal unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

bahws dalam rangka mempercepat p:lnkmnann
transformasi  aparatur  sipil  negara  untuk
muwujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kenja
tinggl dan perilaku vang berprientast pelayanan,
akuntabe!, kompeten, harmonis, loval, sdaptif, dan
kolaborauf, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil
NEERTa);

bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nemor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah
tidak sesuai denpan perkembangan penyclenggaraan
fungsi dparatur sipll negara dan  kebutuhan
miasyarakat sehingga perlu diganti;

babwa berdasarkon  pertimbanguan  sehagaimans
dimaksud dalam huraf 2, hurul b, dan huruf e, periu
membentuk Undang-lUndang tentang Aparatur Sipil
Negara;

Mengingat : . . .



Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indanesia Tahun 1945;

Dengan Persetujusn Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetaplan @ UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Uridang-Undang ini vang dimaksud dengan:

L. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyd disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawsi negeri sipil dan pegawai
pemerintik - damigan Jperjaniian kerjs yarg bekeda
padsa instansi pemermiah;

2. Pegawai Aparatur Sipl Negara yang selanjutnva
‘disebiyt Pegawai ASN adalah’ prgawm negearl sipll dan
pegawal pemerintah dengan perjanjian kerja yang
disnghkat oleh pejabdl pembing kepegawaisn dan
diserzhi tugas dalam suarm jabatan pemerintdhan
atau disgrahi tugas negara lainmya dan diberikan
penghasilan  berdasarkan  peratursn  perundang-
undangan.

3, Pegawai Nogen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adelah ‘warga nozgars IndonesSia vang memenhi
syaral tertentu, cigngkat sebagai Peguwai ASN secira
tetap olch pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan,

4.  Pegawar Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga megara
Indonegsia yang memenuhi syaral tertenty, yang
disngkat berdasarkan petjanjian kera untuk jangha
wakiy terteritu 'daldm rangks melaksanakan tugas
pemérintahin  dan/atau  menduduki  jabatan
pemerintahan.

S. Manejemen . . .



10.

11.

12,

18

15,

Manajemenn ASN adalah serangkaian proses
pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang
prolesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku
sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi palitik,
serta bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Digitalisasi Manajemen ASN  adalah  proses
Manajemen ﬂq'& dﬂlg.an mtmﬂnfﬁatkan teknologi
digital yang terintegrasi secara sistem dan data untulk
memudahkan penyelenggaraan dan  pelayanan
Manajemen PiEN

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jubatan yang
memiliki fungsi memimpin  unit organisasi  dan
miemiliki pegawai yang berkedudukan Iangﬂung i
bawahnya untuk mencapal fujlan organisasi,
Jabatan Nenmanajerial adalah sekelompok jabatan
yang mengutamakan kompetensi vang bersifat teknis
sesual bidangrnva dan tidak memiliki tanggung jawab
langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja
pegawal.

Menteri adalah menten yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang aparatdr negara,
Pejabat Pembing Kepepawaian adalalt pejabatl yvang
memipunyai kewenangan menetapkan penganghkatar,
perindahan, dan peniberhentian Pegawal ASN dan
pembinaan Mdnajemen ASN di instansi pemerintah
sesuad dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, '
Pejabat yang HBerwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindaban, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesual dengan ketentuan perataran
perundang-undangan.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
instansi daerah,

Instans: Pusat adalah  kementerian, lembaga
pemerintahb foftkementerian, keselretariatan
lembaga negard, dan kesekretaratan lembigs
nonstriuktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi
dan perangkat dasrah kabupaten,/kota.

Sistemt  Merit  adalah  penyelenggaraan  sistem
Manajenien ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

BAB 1l



BAR 1

ASAS, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bapan Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelengearaan  kebijakan dan  Manajemen  ASN
berdasarkan pada asas:

(1)

(2]

grevrtsm e FE

kepastian hukum;
prafesionalitas;
proporsionalitas;
keterpaduan;
pendelegasian;
netralitas;

akuntabilitas;
elektivitas dan elisiensi;
ketarbulesan|
nondiskriminatif;
persatuan dan kesutuan;
keadilan dan kesetaraan, dan
kesejahteraan.

Nilay Dasar

Pasal 3
Pegawai ASN memegang teguh ideolog Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemenntahan vang sah.
Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN
yang terdir] atas;

a. beronentasi pelayanan;
b, akimtabel;

¢, kompeten;

d. harmonis;

e layal;

fi adaptif; dan

2. kolabaratil.

Bagian .



(11

(2]

Bagian Ketiga

Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 4

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga
martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan
bangsa dan regara,

Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode
perilaku ASN zebagal benkut:

AL

b.

berorientas:  pelayanan,  yaitu  komitmen

memberilan pelayanan prima deml kepuasan

masyaraknt. mgli;:::full‘:

1. memahami dan memenuhi  kebutuhan
masyaralkat;

2. ramah, cekatan, solutf, dan  dupat
chandatkan; dan

3. melakukan perbaikan tiada henti;

akuntabel,  yaitu  bertanpgung  jawab  atas

kepercavaan vang diberikan, meliputi:

1. melaksanakan tugas  dengan  jujur,
bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan
w i W LE tm‘ w*

2. menggunakan kekayvaan dan barang milik
negara secarn berntanggung jawab, efekuf, dan
ehsiern; dan

3. udak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

kompeten, waity terus belajar dan

mengembangkan Kapabilitas, meliputi:

1. meningkatkan  kompetensi  diri  untuk
menjawab tantangan yang selalu beritbah;

2. membant orang lain belajar; dan

3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai

perbedaan, meliputi: '

1. menghargal seuap orang tanpa membedakan
latar belakang;

Z. suka menelong; dan

3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;

e loval . ..



3

e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan
kepontingan bangsa dan negara; melhiput;

L,

2.

3

memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan pemerintahan yang
sah;

menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara;
dan

menjaga rahasia jabatan dan negara,

[  adaptil, vaiin terus berinovasidan antusias datam
menggerakkan  serta mmghadupi perubahan,
meliputi:

1

2.

3.

gepat  menyesuakan din menghadapi
perubahan;

terus berinovdsi dan  mengembangkan
kreativitas; dan

bertindak proaktif;

g kolabaratif, yaitu membangun kerjn sama yang
sinérgis, mﬂipuﬂ

1.
2.

3.

memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi;

terbuks dalam  bekerja sama  untuk
menghasilkan nilai tambah; dan
menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber
dava untuk tujuan bersama,

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etk dan kode
perilaku ASN distur dalam Peraturan Pemerintah,

BAB III

JENIS DAN KEDUDUKAN

Buagian Kesatu
Jenis

Pasal 5

Pegawai ASN terdiri atas:
PNS; dan

&,
b.

PPPK.

Pisil &



Pasal 6
Ketentuan mengenal ruang lingkup tugas/jabatan dan

mekanisme bekerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b diaruar dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
(1) Pegawai ASN memiliki nomar induk pegawai.
(2) Ketentusn [ebih lanjut mengenai nomor induk
pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Eagjan kKedua
Keduduksn

Pasal &

Pegawal ASN l:mrkﬂdud:llhﬁﬂ sebagai unsur aparatur
negara;

Pasal &
(1) FPegawai ASN mﬁlaksanalmn kebijakan  yang

........

ditetapkan oleh pinanmn Instansi Pemerintah.

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan
intervensi semiuta golongan dan partai palitik.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN

Bagian Kegatu
Fungsi

Pasal 10
Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a. pelaksana kehijakan publik;
b, pelavan pubilk; dan
¢ perekat dan pemersatu bangsa.

Bagian . ..



Bagian Kedus:
Tugas

Pasal 11
Pegawai ASN bertugas:

a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat cleh
Peiabat Pembina Kepegawajlan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas; dan

¢. mempererat persatuar  dan  kesatuan ‘Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

Peran

Pagal 12
Pegawai ASN berperan scbagai perencena, pelaksana, dan
pengawas pen;relenggamaﬂ tugas umum pemerintahan
dan pembangunan  nasiopal melalui | pelaksanaan
kebijukan dan pﬂa?anﬂﬁ publik yang profesional, bebis
dari intervensi politik, serta bersiti dari praktik kurupm.
kalusi, dan nepotisme,

BAB V
JABATAN ABN

Bapian Kesatu
Hmum

Pasal 13
Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Manajénal, dan
b, Jabatan Nonmangajerial.



‘Bagian Kedua
Jabatan Manajerial

Pasal 14

Jabatan Manajerial sebapaimana dimaksud  dalam
Pasal 13 huruf a terdin atas:

.

D BT

(1)

(2)

13:

jabatan pimpinan tinggi utama;
jabiEtan pimpinan tinggl madya;
jabatan pimpinan tinggl pratama;
jabatan administrator; dan
jabatan pengawas:

Pasal 135
Jabatan pimpitiEn finggm scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 14 Hurul a, huruf b, dan huruf ¢
meropakar Jabatan Mﬂ.ﬂﬂjﬁﬂﬂl tingkat tinggi yang
bertanggung jawall dan ‘ag:rp’cm.n dalam mengelola,
memotivasi, dan mendukung pengembangan Pogawai
ASN, menddysgunakan sumber daya serta
mengambil.  keputusan  menurut  tingkatan
jabatannya; untuk mencapal tujuan organisast,
Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf d merupakan Jabatan Manajerial
tingkat menengah yang bertanggung jawab dan
berperan  dalam mengelola, memotivas;, dan
mendukung pengembangan Pegawal ASN, memimpin
dan  mengoordinasikan  pelaksanaan  strategi
pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik
dan administrasi, '
Jabgtan pengawds sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 14 hurtl e merupakan Jabatan Manajerial
lingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan
dalam mengelola, memotivasi, ddn mendukung
pengembangan  Pegawai  ASN, meniimpin dan
mmg-:m:dmamkan pelaksanasn strategl pencapaian
tujuan organisasi serta  pelayanan publik dan
administrasi.

Pasal 16, . .
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Pasal 16

Setiap Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenal Jabatan Manajerial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan
Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemenntah.

(1

(2)

(3)

(4]

(5)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Jabatan Nonmanajerial

Pasal 1B

Jabatan Neonmanajerial - sebagaimana  dimaksud
dalarn Pasal 13 huruf § terdiri atas:

a. jabatan fungsiondl; dan

b. jabatan pelaksana.
Jabatan Tunﬂ-:uﬁai sebagaima
ayat (1) huruf g bertangs ng jawab memberikan
pelayanan dan mnlnkﬁﬂnukan pekerjaan  sesuai
dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
Jabatdn | pelaksana sebagdimana dimaksud pada
ayat (1) hurdf b bertanggung jawab memberikan
pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat
rutin dan sederhana,

Seuap Jabatan Nonmanajerial  sebapsmeanes
dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetens) dan
persyaratan jabatan.

Hetentuan lebih  lapjut  mengenai  Jabatan
Nonmanajerial diatur dalam Pegraturan Pemerintah.

- dimaksud pada

Pasal 19
Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
b, dnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penpisian . . .



(3}

(4

(1)

12

(1

(2]

Pengisign jabatan ASN tertentu yang berasal dari
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisinn Negara Republik Indonesig sebagaimana

dimalksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi

Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenal  Tentara  Nasional  Indonesia  dan
Undang-Undang mengenai  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaebatan ASN
tertentiy yang berasal dan prajurit Tentara Nasional
Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN
tertentin- sebaprimana dimaksud pada avat [3) diatar
dalam Peraturan Pemenintah.

Pasal 20
Pegawai ASN dapar menduduki jabatan di lingkungan
Tentara Nasional Indenesta: dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yvang
dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan di
lingkungan Tentara - Nasional Indonesia  dan
Kepalisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur, dalam Peraturan

Pemerintah.

BAR VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 21
Pegawal ABN berhak mtmp&rulch penghargaan dan
pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel,

Kampnnen penghargaan dan pengakuan Pegawal ASN
sebagarmana dimaksud pada ayat [1) rerdiri atas:

a. penghasilan;
b. penghargaan yang bersifat motivasi;
e tunjangan dan fasilitas;
d. jaminan spsial;
e. lingkungan . . .

n



12

(3]

(4)

=)

{8)

(7

(8)

19)

(10)

e, lingkungan kerja;

{. penpgembangan dird; dén

g bantuan hukum.

Penghasilan sebagaimana dimsksud pada avat (2)
huruf a dapat berupa:

a. gaji; atau

b, upah.

Penghargaan vang bersifar motivasi sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b'dapat berupa:

a. finansial; dan/alau

b. nonfinansial,

'ILLIRJE]]BEH dan fasilitag sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dapat berupa:

a. tutijaripgan dan fasilitas jabatan; dan/atau

b. tunjangancan fasilitas mdividu.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurad d terdiri &Eq,ﬂr

a. jaminan kesehatan;

jaminan kegeldkaan kerja;

jaminan keiatian,

juminan pensiun; day

jaminan hari tua,

Lingkungan kerja sebagaimana  dimeksud pada
ayat (2) huruf ¢ dapat berupa;

a, fisik; déan/atau

b. nonfisik,

Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat |2) huruf { dapal berupa:

a. pengembangan talenta dan karier; dan/atau

b. pengembangan kompetensi.

Bantuen  hukum  sebagaimansa  dimesksud  pada
ayat (2) hurul g dapat bearupa:

a. litigasi; dan/atau

b. nonlitigasi.

Presiden dapat melakukan penyesuaian kemponert
penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2] depgan memperhatikan kemampuan
Keuangan negars,

® 0 o

Pasal 22...



Pasal 22
(1) Jaminan pensiun dan jaminan han tua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf d dan
huruf e dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti

bekera.
(2) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diberkin  sebagai

pcrhndungan kesinambungan penghasilan hari tua,
sebapal hak, dan sebagal penghargaan atas
pengabdian.

[3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun
dan jaminan hari tua yang dibertkan dnlnm program
jaminan sosial sesual dengan sistem jaminan sosial
nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial,

(4] Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan
hari tua sebapaimanea dimaksud pada ayat (1) berasal
dan pernm*mtah Elﬂ.uku pln‘.mben kerja dan iuran

(3] Kr:ta:ntuam le‘r:ah ]:anjut nmug;maa laminan pensiun
dan jaminan hari fua untuk Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Peménntah.

Pasal 23

Ketentuan  meéngenal  jaminan  sbsial  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) distur dalam Peraturan
Pemerintah dengan beérdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang Mengalur mengenai’ sisterm
jaminan sosial nagional.

Bagian Kedua
Kewdjiban

Pas=gal 24
(1) Pegawaj ASN wajib:
8. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republikh Indonesia, dan
pemerintahian yang sals

b. menaati .

13
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2)

(3}

b. menaati  ketentian  peraturan  perundang-
undangan;

c r_nclaksmmkan nilai dasar ASN dan kode:etik dan
kode perilaku ASN;

d. menjmga netralitas; dan
bBersedin ditempatkan diseluruh wﬂu.yah Negars
Kesatusn Republikk Indonesia dan perwakilan
Negara Kesatuan Republik Indonesid yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pegawni ASN yang tdak menaati kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikengkan

pelangpardn disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

I-natansd Ff.-mermrah w-apb mclaksanal-:m: peﬂ:gal-ran

..........

Pusal' 25

Ketentuan lebih lanjit mengenai hak dan kewajiban
Pegawai ASN scbagaimana dimaksiid dalam Pasal 21 dan
Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah,

B4

(2)

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 26
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kebijakan, pembinaan prefesi, dan Manajemen ASN.

Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimansd
dimaksud pada ayat (1}, Presiden mendelegasikan
sebagian kewenangannya kepada kementerian
dan/atau lembaga vang melaksanakan tugas dan
fungsi pemerintahan di bidang:

g, perumusan dan penetapan kebijakan strategis,
serta koordinasi, sinkronisasi; dan pcngenn!almn
kebijakan Manajemen ABN;

b, perumusan . .,



(3)

(%)

(5

(1]

(2)

b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan
pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian
atas pelaksanaan kebijakan tekms
pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN;

¢. perumusan dan penetapan kebijakan teknis,
pembinean, penvelenggaraan pelayanan, dan
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis:
Mangjemen ASN; dan
d. pengawasan penerdpan Sistem Merit
Kemernteriat yang melaksanakan tugas dan fungsi
pemerintahan di bidang perumusan dan pefietapan
kebijakan strategis, serta kbordinasi, sinkronisasi,
dan  pengeéndalian  kebijakan Manajemen  ASN
mengoordinasikan rencana kega lembaga yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN
serta  sinkromisast dan pengendaliap  terhadap
pelaksanaan tuges dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada avat @) huruf b, huruf ¢, dan
hurufd.

Penetapart _:lretiija’itan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hural b dan huruf ¢ dapat ditetapkan
setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksansan tugas:

‘dan fungsi sebagaimana dithaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Presiden.

BARB VIII
MANAJEMEN ASN

Bagian Kesatu

Urnum

Pasal 27

Manajernen ASN meliputi manajemen PNS dan
manajemen PPPE.

Manmjemen ASN sebagaimana dimsksud pada
avat (1) diselengegarakan berdasarkan Sistem Merit.

Pasal 28 | .

15



(1)

(2)

Pasal 28
Penerapan Manajemen ASN yang bekerja di Instansi
Pemerintall  disesuaikan  dempan karakteristik

kelembagaan masing-masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen ASN
diatlir dalam Peraturan Pemerintah,

Bagian Kedua

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat vang Berwenang

(1)

2y

i

16

Paragraf 1

Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 29
Presiden selakt pemegang kekuasaan pemerintahan
délam ﬁmb:nagn Prgawai ASN dapalt
mendelepasikan keWwenangan menetapkan
pengangkatan, pémindahan, dan pemberhentian
pejabat selain pejabat ;zimpman tinggl utama, sclan
pejabat pimpman tlngg madya, dan selain pejabat
fungsional tertingei kepada;
a. menteri di kemeénterian;
B. plmpinan l’#mbﬂ,ga di lémbaga peémerintah
nonkemesiterian,
c. pimpinan sekretariat i lembaga negara dan
lembaga nonstrakiural;
d. gubernur di provinsi, dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan
Sistern Merit dalam pelaksanaan kewdnangannya.

| Parsgraf 2
Pejabat yang Berwenang

Pasal 30

Presiden dapat mendelegasikan  kewenanpan
pembindan Manajemén ASN kepada’ Pejabat yvang
Herwenang di kementeriafi, selkretaris jenderal/
sekretarist lembaga negara, sekretdriat |lembaga
nonstruktural, sekrelarls  daerah  provinsi  dan
kabupaten/kota.

(2) Pejabat ., . .



(2)

(3}

(41

(5}

(&)

Peijabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen
ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit
dan Dberkonsultasi dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian di instans) masing-masing.

Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud’
pada ayat (1) memberikan rekomendasi wsulan
kepada Pejabat Pembina Kepegawmian di instans
MASINE-TTE S

Pejabat yang Berwenang mengusulkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawal ASN selain:

a. pejabat pimpinen tinggl utama;

b. pejabat pimpinen tinggi madya; dan

¢. pejabatfungsional tertinge,

kepada Pejabiat Pembiia) Repegawaian di instansi
masing-masing.

Pejabat yang Berwenang wajih melaksanakan Sistem
Merit dalam pélaksandan kewenangannya.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai Pejabat  yang
Bérwenang diatur dalam Peraturan Pemerintah,

Ruang Lingkup Manajemen ABN

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 31

Manajemen ASN minimal terdiri atus:

TH A0

perencanaan kebutuhan;

pengadaan;

penguatan budaya kerja dan citra institusi;
pengelolaan kinerja,

pengembangan talenta dan karter;
pengembangan kompetensi;

pemberian penghargaan dan pengakuan) dan
pemberhentian, '

'Fmgml'z.“
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Paragral 2
Perencanaan Kebutuban

Pazal 32

(1) Menteri menetapkan  kebjjakan  perencansan
kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan
prieritas  nasienal sesuai  dengan  rencana
pembangunEn  jangka  menengah  nasional  serta
‘derigan mempertimbangkan keémampusan keuangin
negara. '

(2) Kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawal -ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan
panduan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun
kebutuhan Pegawal ASN.

(3) Instapsi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan
Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanasn
kebutulian Pegawai ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat {Ij :

asal 33
Ketentuan lthlh i&tﬁut mmglmm perencanaan kebutuhan
Pepawai ASN. sebagaim a dimaksud dalam Pasal 32

diatur dalam, F‘tramfan Pemerin,tah

Paragraf 3
Pengadaan

(1) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana
dirmaksud dalam Pazal 18 dintamakan diisi dari PNS.

(2) Jabatan Manajerial dan Jabatan Nenmanajerial
tertenty dapat diisi dan PPPK.

{8) Ketenwian lebih Janjul mengendi kritéria pengisian

Iabﬂtan Manajertal d,Lm Jabatan Nﬂnman.uenm daﬁ
PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35
Setiap Instansi Pemeriniah merencanakan pelaksanaan
pengadaan Pegawal ASN.

Pasal 86 . . .



Pasal 36
Setisp Instansi Pemerintah  mengumumkan sscara
terbuka adanva kebutuhan jabatan untulodits: dar calon
Pegawai ASN.

Pasal 37
Setiap warga ncgara Indonesia mempunyal kesempatan
vang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi
persvaratan.

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Pegawad ASN
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4
Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Pasal 349

(1] Nilai dasar ASN sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¢ digunakan
sebagar panduan Pegawal ASN dalam berperilaku dan
membangun budava kerja dan eitrd institusi.

(2) Setiap Instansi Pemecintab wajib melakukan upaya
internalisast nilal dasar ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan kode etik dan kode perilaku ASN
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lingkungan
Instansinya.

Paragral 5

Pengelolaan Kinera

Pasal 40

Pengelolaan kinerja FPegawmi ASN dilaksanakan untuk

pencapalan tujgan dan sasaran organisasi melalui:

‘a. peningkatan hasll' keria dan perbaikan perilaku
Secara [erus menerus,

b, penguatan peran pimpinan; dan

¢.  penguatan  kolabarasi antara pimpinan  dengan
Pegawair ASN, antar-Pegawai ASN, dan antara
Pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya,

Pasal 41 . ..

19
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Pasal 41

Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 dilaksanskan melalui suatu mekanisme
kerja yang fleksibel dan kolaboratif,

Pasal 42

Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 berorientasi pada:

-1
b
C.

1

(2

hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN;
pengembangan kinerja Pegawni ASN;

pemenuhan  ekspektasi pimpinan dalam  rangka
pencapaian kinerja orgarisas); dan

dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan
Pegrwai - ASNM.

Pasal 43
Pengelolaan kinenja  Pegawai  ASN  merupakan
kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi
Pemerintah mag'mgrmmhig
Pengelolaan kincrja  Pepawai ABN  sebagdimana
dimaksud pada  ayat (1) didelegasikan  secara
berjenjang.

Pagal 44
Hasil penpelolgan kinegjd Pegawal ASN digunakan
urituk menjamin efektivitas dalam pengembangan
Pegawai ASN,
Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN dijadikan
sebdpal  persyaratan  atau pertimbangan  dalam
pemberian penghargaan dan pengakuan serta
pengenaan sanksi.

Pasal 45

Ketentan lebih lanjut mengenal pt:ng:lnlaan kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan

‘Pasal 44 distur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf g . . .



Paragral 6

Pengembangan Talerita dan Karier

Pasal 46

(1) Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan
mempertimbangkan kualifikasi, kompetenst, kinerja,
dan kebutuhan Instans: Pemerintah:

(2) Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan
melalui mobilitds talenta,

(3] Maobilitas talenta dilakukan: _
a. dalam 1 (satu) Instansi Pemenntah;
b artar-lnstanst Pemerintab; atau
¢ ke luar Instans) Pemenintah.

(4) Mabilitas talenta sebagalmana dimaksud pada
ayat (3) dtseltugarakan berdasarkan Sistem Merit
melalui manaicmen talenta

Pasal 47
(1) Presiden |berwenang melakukan mobilitas talenta
sehagarrnﬂna dfmd]rs’uﬂ dalam Pasal 46 s@cara
:msiumﬂ uqu mtnuukung pnur:tas msmnui stsudi

naamnai

(2) Kewenangan Presiden schagsimana dimaksud pads
ayat 1) dapat didel cg&mkan kepada Menteri.

(3) Mobilitas talenta secara nasional bsrtujuan untuk
mengatasi kesenjangan talenta.

Pasal 48
Ketentuan lebith lanjut mepgenal pengembangan talenta
dan kaner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan
Pasal 47 diagtur dalam Peraturan Pemerntah.

Pardyral 7
Pengembangan Kompetensi

Pasal 49
(1) Setiap Pegawai ASN wajib mezlakukan pengembangan
- kompetensi  mielalui pumhclg]aran secara  lerus
menerus  agar tetap  rélevan  denpgan  tuntutan
organisasi.

(2] Pembelajaran . . .



(2

(2

[

Pernbelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalul sistem pembélajaran
teriritegrasi, _ .
Sistem pembelajaran  lerintegrasi  sebagaimana
dimaksud pada avat (2] merupakan pendekatan yang
secara komprehensif -menempatkan proses
pembelajaran Pegawai ASN:

a. terintegras) dengan pekerjaan;

b. sebagal bagian penting dan saling terkait dengan
komponen Mangjemen ASN; dan

e, terhubung dengan Pegawai ASN lsin lintas
Instansi Pemerintah maupun dehgan pihak
et E *

Ketentuan lebih janjut mengenal pengeémbangan

kompetens: diatur dalam Peraturan Pemenntah.

Paragraf 8

Pemberian Penghargaan dan Pengakuan

(1)

(2]

()

Pasal 50

Komponen penghargaan dan pengakuan bagl Pegawsai
ASN sebagaimans dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2
diberikan seoara adil, layak, dan kompetitif.
Pendanman penghargdan dan  pengakuan  bagi
Pegawai - ASN ;mr{g bekeqa di Instansi Pusat
bersumber dati = anggaran ‘pendapatan dan belarja
negara,

Pendanaan penghargaan  dan  pengakuan  bagi
Pegawai ASN vang bekeria di Instansi Daerah
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargasn  dan
pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

(1)

Paragraf 9
Pemberhentian

Pasal 52
Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
a. atas permintasn sendin; dan
b. tidak atas permintaan sendiri.

{2) Pemberhentian . . .



(2)

(3)

(4)

(1]

Pemberhentian alas permintaan sendiri dilakukan
apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.
Pemberhentian tidak ‘atas permintaan sendin bagi
Pegawai ASN dilakukan apabila:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. meninggal dunia;

e meneapal batas usia pensiun jabatan dan/atau

berakhirnya masa perjanjian kerja;

d. terdampak perampingan  organisasi | atan
kebijakan pemerintah;

e, tidak cakap jasmani ddn/atau robani sehingga
tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

f. tidak berkinerja;

g melakokan pelanggaran disiplin tingkat berat,

h. r.i:m:lana f:f&ng&n pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan. pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahnin;

. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah
memiliki~ kekuatan  hukom  tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tinduk: pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan) dan)/atau

j. menjadi anggota dan/atau  pengurus  partai
politik.

Pemberheéntian  Pegawai  ASN  karena  sebab

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf &

hurul g, hurtf i, dan huruf j dikategorikan m:bagai.
permberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 53
PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. diangkat menjadi pejabgat negara;
b. diangkat menjadi  Romisioner catay anggota
lembaga nonstruktural, atau
¢, memalani eut di luar tanggungan negara.

(2) Pegawai . . .
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(2} Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka
atau terdakwa dilakukan pemberhentinn sementara
untuk mendukung proses hulaam.

(3) Pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud
pada ayar (1) daf Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan
sementara  dilakukan  oleh  Pejabat  Pembing
Kepegawaian.

Pasal 54
Ketentuan lebih la.::uut mengenal tata cara pemb&rhtnﬂ.&n,
pr:mhﬂrhnnlnan sementara, dan pengaktifan kembali
Pegawal ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55
Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:
a. Jabdtar Mapajerial
1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan.
tinggi utama, pﬂiﬂhﬁi pimpinan tingel madya, dan
pejabat pimpinan tnggl pratama; dan
2. 58 (lina puluh delapan) tahun bagi pejabat
- administraior dan pejabal pengawas;

b Jabatan Nopmanajeriel:

1. sesual dengan Hetentuan peratutan
perundang-undangan bagl pejabat fungsional,
dan '

2, 58 (lima puhih delapan) tahun bagi pejabat
pelaksana.

Hagiar Keempit

‘Pejabat Pimpinan Tingg yang Mencalonkan

'sebagai Gubernur dan Wakil Gubermiur, Bupati/Walikota,
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dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 56
Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan
tinggi pratama yang skan mencalonkan diri menjadi
gubernur-dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil
bupatiywalkil walikota wajib menyvatakan pengunduran
diri secara tertulis dari PN sgjak ditetapkan sebagai
talon,

BABIX ...



BAB IX

PEGAWAI ASN YANG MENJAD! PEJABAT NEGARA

Pasal 57

Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

Pasal 58

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,

yaitu;

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b, Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat,

¢. Ketua, wakil ketbs, dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat; -

d.  Ketua, wakil ketua, dan anggola Dewan Perwakilan
Daerah;

e, Ketua, wakil kketisa, ketua muda, dan hakim agung
pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan
hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim
ad hoe; [ ]

£ Hetus, walkil kﬂmﬂ, dan anggata  Mahkamah
Konsutust,

g  Retua, wakil ketua, dan anggoia Badan Pemeriksa
Keuangamn;

h. HKerum, wakal kﬂua, dan anggota Kemisi Yudisial;

i  Ketuan dan wakil ketua Komisi Pemberantasan
Korugsi;

j.  menteri dan jabatan setingleat menteri;

k: kepala perwakilen Republik Indonesia di luar negeri
yvang berkedudukan sebagar duta besar luar bissa
dan berkuasa ponuh;

I pubernur dan wakil guberriog;

m. bupati/walikota dan walkil bupatl / wakil walikota; dan

n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-

Undﬂ.n,g.
Pasal 59 . ..
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(1)

(2]

(31

(1)

2]

Pasal 59
PNS yang diangkat menjadi:

a Ketua, wakil ketua, dan angeota Mahkamah
Konstitus;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keyangan;

Ketua, wakil ketwa, dan anggota Komisi Yudisial,

d. Ketua dan wakil ketus Komisi Pemberantasan

Korups:;
e. menteri dan jabatan setingkat mentari;

f. kepala perwakilan Republilt Indonesia. di luar
negerl vang berkedudtikan sebagar duta besar
luar biasa dan berkuasa penuh,

diberhentikan sementara,

PNS yang tidak lagi menjabat pada jabatan
debagaimana '«l:lh‘na,};sud pada ayat (1) diaktifkkan
kembali ssbagal PNS.

Pegawai-ASN yang mencalonkan diri-aten dicalonkan
menjadi Presiden dan Wakil Presiden, angeota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggots Dewsn Perwakilan
Daerah, gubernur dan  wakil gubernur,
bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota
wajib menyatakan pengunduran diri sécara tertulis
sebagai Pegawal ASN scjak ditetapkan sebaga calon.

Pasal 60
PNS vang lidak menjabal lagi sebagal pejabat negara
sebapaimana dimaksud dalam Pagal 59 ayat (1) dapat
menduduki jabatan ASN sepanjang tersedia lowengan
Jﬂlml’aﬂ

Dalam: hal tidak tersedia lowongan jabatan ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu
paling lambat 5:(lima) tahun PN8 yang bersanghutan
diberhentikan dengén hormat. '

Pasal 61 . ..



Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan
pemberhentian. Pegawai  ASN  serta  pemberhentian
sementara dan pengaktifan kembali PNS schagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Paszal 60 diatar
dalam Peraturan Pemerintih,

BAB X
ORGANISASI

F‘aa,al 62

(1) Pegawsi ASN berhimpun dalam erpanisasi prafesi
' ASN. o

2) Organisasi profest ABN schapgaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk:

a, menjaga kode etik profesi dan standar pelayapan

profesi ASN;

b. mewufadkan jiwa korps: ASN sebagai pemersatu
bangsa;

¢ meningkatkan motivasi kerja .dan keterikatan
Pegawai ASN;

d. mﬂnmgksrkan_.kulahgraﬁ antar-Pegawai ASN;

e. meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN,

[ meningkatkan inovasi dan kreativitas Pegawal
ASN; dan

g menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan,

(3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}, organisasi profesi ASN sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) memiliki fungsi;

a. pembindan dan penpembangan prolesi ASN;

h. pemberian pelindungan hukum dan advokasi
kepada anggota organisasi profesi ASN 'I.trhﬂ.dap
dugasan pelanggaran  Sistem  Mert  dalam
pelaksanaan Manajemen hSN dan mengalam
masalah hukum dalam melaksanakan tugas;

c. pemberian . . .
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(%)

¢c. pemberian rekomendes: kepada majelis kode etik
[nstansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode
etik profesi dan kode perilaku profesi;

d. penyelenggaraan usaha untuk peningkatan
kﬂmahtersmn anggota  organisasi profesi  ASN
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

& pemajuan kfpennngan ASN dalam peErUmuosan
kebijakan ASN,

f. pendorong kesctaraan dalam penyelenggaraan
Manajemen ASN; dan

g, perbaikan kessjahteraan dan kualitas lingkungan

 kerja ABN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisisi profesi

ASN stha,gmmana dimaksud pada ayat (1) diatur

‘dalon Peraturan Pemerintah,

BAB X1

DIGITALISAS] MANAJEMEN ASN

(1)

(2)

(3)

)

(5)

Pasal 63
Digitalisagi  Manhjernen ASN  dilakukan  untuk
menjdmin . - efisiensi, delaquvitaa dan akurasi
pcnyeltnmrﬁan ﬁt‘bscztdnn pm‘lgambﬂan keputusan
dalam Manajemen ASN serta untuk mﬂwjuvdlmn
ckosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara
menyeluruh.
Digitalisasi Manajemen ASN scbagaimana dimaksud
pada avat (1) menyediakan berbagail layanan digital
yang mendukurg Manajemen ASN dan terintegrasi
secara nasional.
Dtgltahs.m: Mana}t*mnn ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sejalan dengan transformasi arganisasi
dan sistem kerja ASN,
Digitalisasi Manajernen ASN sebagaimana dimaksud
pada  ayut (1) wajib  memperhatikan  prinsip
keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamiansn siber
Sesuaj dengan ketentudrd peraturan
perundang-undingan.
Ketentwan lebih  lanjut  mongonai  Digialisas:
Manajemen ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIT . . .



(1)

2]

13)

()

(2)

(31

BAB XI1
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

Sengketa Pegawai ASN diselesatkan melalui upava
admiinistratif.

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding
administratif.

Ketentuan lebily lanjut mengensi upaya adrinistratil
sebagaimana dirmaksud pada ayat (2) digtur dalam
Peratitran Pemerintah.

BAE XU
LARANGAN

Passl 65
Pejabar Pemibina Kepegawaian dilarang mengangkat
pegawai non- -ASN untuk menigisi jabatan ASN,
Larangan sebagaimana dimaksud: pada ayat (1)
berfakt juga bugl pejabat lain di Instansi Pemerintah
yang melakukan pengangkatan pegawal non-ASN.
Pejabat Pembing Kepepawaian dan pejabat lain
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayet (2)
yarg mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi
jabatan ASN  dikeénaksn sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
'KETENTUAN PENUTUP

Pisal 66

Pegawil rion-ASN dtdu nama lainnya wajlb diselesaikan
penatasnnyd paling lambar Desember 2024 'dan sejak
Unﬁ.‘a.ng~“ﬂﬂatig ini muldi berfaku Instansi Pemerintah
dilarang m!ﬂg&mgkat pegawai non-ASN atau namia lainnya
selain Pegawai ASN,

Paszal 67 .
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Pasal 67

Kebijakan dan Mﬂnagl:mcn ASN yang diatur dalam
Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan
kekhususan daerah tertentu dan warga negara dengan

Ikﬂbutuh an khusus,

Pasal 68

Peraturan pelaksanasn dar Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama & (enam) bulan terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 59
Ketentuan Manajemern ASN dalam Undang Undang ini

dilaksanakan paling lama 1 (satu] tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundsnpkan.

Pasal 70
(1) Lembags Administrasi Negara yang ada pada saat
berlakunya U;:;da:ug‘-Undang ini, telap menjalankan
tugas dan ﬁlﬂﬁmﬂfﬂ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (21 hurul'b.

{2) Badan Kepegawaian Negara yang ada pada saat

berlakunya Undang-Undang ini, tetap menjalankan
tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf ¢

(3) Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada patda saat
berlakunya Undang-Undang inj, tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sampal dengan ditstapkannya
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang inl.

Pasal 71

Digitalisasi Manajemen ASN scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 dilaksanakan sécara nasional paling lama
1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Pasal 72
Pade saat Undang-Undang ini mulai berlakuy, PNS Pusat

«dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

Pasal 73...



Pasal 73

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan
‘peayelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan
fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak berteritangan dengan Undang-Undang ini.

Prasal 74

Pada saat Undang-Undang inl  molad berlaku,
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran
Hegam Republik  Indonesia Tahun 1969 Nomor 42,
Tambahar Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor
2806) dan peraturan pelaksanaannyas tetap herlaku
‘sampai dengan ditetapkannya peruturan pelalesanaan dari
Undang-Undang ini yang meéngatur mengenal program
pensiun Pegawai ASN.

Pasal 75
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraniran
pelaksanaan dari Undang:-Undang Nemor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negaru {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494), dinyatakan masih
tetap berlaku  sepanjang tidak bertentangan  dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pusal 76
Pada sant Undang-Undang inl  mulai  berlaku,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negira  (Lembatran Negara Reépublik  Indenesia
Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 77

Undang Undang ini mulai ‘berdaku pada tangeal
diundangkan.

Agar . ..
n



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannyas  dalam  Lembaran Negara Republik
Indonesia. '

Disahkan di Jakarta _
pada tanggal 31 Oktober 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
i,
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 141
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PENSELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INCONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
APARATUR SIBIL NEGARA

L UMUM

Negara Kesatuan Républik  Indonesin  di dulam  Pembukaan
Undang-Undang Desar Negarn anubh!-t Indonesia ‘Tahun 1945 telah
mencanangkan tupan pesenalnya, yatu membentuk suatu Pemenniah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dam untuk memajukan kescjahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan Bungsa; dan'ikat melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdelann, pérdamaian abadi dan keadilan sosial
Tujuan yang térmaktub di dalam Pembuksan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merugakin sumber motivasi dan
‘Espirasi perjuangan seria wkad ]:-Lrlgﬁa Indomesis urituk tetap merdeka dan
mewujudkan tujuan ntgam !,é-rs!hu!

Untuk melaksanakan amanah membeituk suity Poirerintah Nefard
Indoniesia sehagaimana yatg dimaksud dulam. Pémbukaan Undang-Undang
I3a8ar Negara Republik [ndnmesia Tahun 1545, diperlukan adanya hirokrasi
pemerintahan  yang herknlr:rja baik Pemerintgh telabh mencanangkan
rencana aksi membuat pemerintah selalu hadic dengan membangun tata,
kelola pemenintahan yang hersih, cfektif, demnkrma.nfdn IerpeErcaya: I.lnruk-
mewujudkannya, dibutuhkan ASN schagal mesin wama birokrasi yang
profesional, netral dan bebas dani intervensi politik, bersih dan prakiik
korupsi, kolusi, dan nepetisme, mampu menyelengearakan pelavanan publik
vang herkualitas, serta  mampu memgalankan  peran sebagal  perekat
persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negard Republik [ndonesia Tahun 1945

Kerangka reégulasi’ yang mengatur met@eénal ASN' saat ini adalgh
Undang-Undang Nomor F Tehun 2014, Ménghadupl dunia yang berubah
cepat yang disertai deénpen kemajuan ieknologi yang pesat, tuntutad
masyarakal atas pelayanan publik ving semakin meningkat, termasuk
tuntutan penyrltsa:ﬂn masalah tenaga  honorer, serta prluang an
{antangan ekonom| glidbal yang dihadepi bangsa Indonesia untuk dapa
‘bersaing dengun hangsa loin di dunia, perlu dilakukan perubahan terhadop
pokak-pakok pengatyran ditlam Undang-Undang:  dimaksud.

Berbagal . . .
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Berbagar pokok pengaturan dalam Undang Undang ini diharapkan menjads
dasar untuk melakukan pergepatan transformas: Manejemen ASN untuk
mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. ASN
perlu memiliki digital mindset dalam menjalankan teansformasi birokrast
dan Manajermen ASN. Hal ini terkait dengan pérubiban pola kerja tatanan
baru, dimana pekefjaan birokrasi juga sudah beralit ke digital based dan
struktur organisasi jugs mulai bertransformasi darl hierarki menjadi
koerdinasi

Selam fakta mssplngrs dan kendisi empiris tersebut, secara yuridis
Undang-Undang Nemor 3 Tahun 2014 tentang Aparatir Sipil Negara juga
perlu disesunikan dengan adanye Putusan Mshkamah Konstitust yang
berimplikas) terhadap materi muatan Undang-Undang tersebut. Beberapa
Putusan Mahkamah Konstitus tersebut, ‘antara lain: Putusan Mahkamah
Komstitus: Normior 4 1/ PUU-XIT/2014 mengenal pengunduran dinl PNS vang
mengikuti  kontestasi politik; Putusan Mahkamal  Konstitusi  Nomor
BfPUU-XIII/ 2015 merigenal PNS yang tidak lagl menjdbat sebagai pejabat
negara 'dan belum tersedia lmngm{. Jahafm aerta Potusan Mahkamah
Konstitusi Nombr 87/PUU-XVI/2018 mengenal Pﬂﬂhﬂrhﬂﬂﬂﬁn tidak dengan
hormat PNS karena melakukan tindak pidann.

Pokok-pokok pengatiran yang wdapm di dalam Undang-Undang ini
:adalah:

l. penguatan pengawasan SistemMerity -
2. penetapan kebutubian PNEM?FPL,
3. kesejahteraan PNS danPPFK

4. penatdan tenaga honorer, dan
5

. digitalisasi Mandjemen ASN termasuk didalamnya  transformasi
komporien Mangjemen ASN.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf &

‘ra;.ng dimaksud dengan "deas  kepastian  hukium®  adalah
penyelenggaraan kebljakan dan Munajemeh ASN mengulamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan,

Huruf b . . .
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Huruf b
Yang dimsksud dengan “asas  profesionalitas”  adalah
penytlenggarsan Manajemen ASN mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN serta ketentuan
peraturan perundang- undangan,

Huruf e
Yang dimaksud dengan  “asds  proporsionalias®  adalah
penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

Huruf d

Yang dimalksud defgan "asas ketefpaduan” adalah penyelengparaan
Munajumun ASN didasarkan pada satu gstem pengelolaan vang
térpadu secara nasional,

Hrarule

Yang dimaksud dengan ‘msas p-er.td gasian” adalah sebagian
kewenangan Mansjemen ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya
kepada Instanst Pemuorintahs

Hurif [

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalal setiap Pegawai ASN
tidak berpihak darl segala bentuk pengarub munapun dan (iddk
memihak kepada kepentingan lain tIE uar kepentingan bangsa dan
NERard.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “ssas akuntakilitas’ adalah setiap hasil
kerjg  damn  perilaku  ketja Pegawar  ASN  harus  dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik sesual dengan kelentuan
perdturan perundang-undangan,

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas eftktivitas din efisiensi® adalah
penyelenggarasn Mana]tmm ASN  harus  berorientasi pada
pencapaian tujuan organisesi melalui pengelolaan sumber daya
secara optimal.

Hurul'

Yarlg dimdksud dengan “#sas kelerbukaan” adalah peayeletiggardan
Manajemien ABN bersifat terbuka untuk publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Huruflj .
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Huraf

Yang dimaksud dengan ‘asss nondiskriminaul adalah
penyelenggaraan Manajemen ASN udak membedekan latar belakang
suku, ras, warnn kulit, agams, asal-usul, jenis kelamin, starus
‘pernikahan, umur, atan berkebutuhan khusus.

Hurmil k
ang dimaksud dengad "asas pérsatuan din kesituan® adalah
F*egawm ASN berfungsi sebagal perekat dan pemersatu bangsd,
Hurul |

Yang dimaksud dengan “ases keadilan dan kesstarsan® adalah
pengaturan penvelenggaraan Manajemen ASN mencerminkan rasa
keadilan dan kesempatan yang sama dalam fungs: dan peran
sebagui Fegawal ASN.

Huruf m

vang  dimaksud ﬂ%ngan.. 'ﬂﬁaﬁ kesejahteraan”™  adalih
pen}?eltnmaraun Manajémen ASN diaralkan untuk mcwijudin
peningkatah kualitas hidup Pégawa ASN.

Pasal 4

Culkup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Culeup jelas.

Fasal 7

Cukup jelas.

Pasal &

Cukup jelas.

Pazal 9

Cukup jelas.

Pagal 10

Cukup jelas.
Pasaldl . ..,



Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelns.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pagal 16
Crikup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pisal 20
Ayat (1)

Pengisian jabatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
‘Reputilik Indonesia olen ASN dan sebaliknya bertujuan agar ASN,
prajurit Tentara Namur‘mi Indonesia, dan anggata Hﬁﬁﬂ]i#lan Negara
Republik Indoresia memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam

pengembangan kariernyi berdasarkan Sistem Merit.
Avat [3)
Cukup jelds
Pasal 21
Culeap jelas,

Pasal 22 . ..



Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *berhent bekerja®, antara lain pegawal vang
telah mencapai batas usia pensiun, masa Kontraknya teldh
berakhir, meringgal dunia, atau mengalami wr (digabilitas yang
membuat pegawal tidek dapat bekerja), atau ditentukan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan pﬁrmd,ang undﬂn@n Farmulasi
besarnya marnfaat jaminan pensiun dan  jumman her lua
ditentukan dengan memperhatikan antara Imn jumlah iuran yang
dibayarkan Manfaat ja.nunan tersebut juga dapst dibayarkan
kepada ahli warls scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Ayat (2]

Cukup jelas.
Ayat (3]

Culeup jelas.
Ayat (4]

Dalam hal akumulasi juran jaminan pensiun dan jaminan hari tua
dilakukan peng;mhnngm hasil Fﬂ!‘l‘ﬁf‘m‘]ﬂngﬂn tersehul  juga

sebagal sumber perpbiayait untuk manfiat jaminan pensiun dan
jaminan hari tus,

Avat [5)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jekas,
Pasal 24,
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelus.

Avat(2) . ..
38



Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufo
Cukup jelas,
Huruf d
Sistom  Mérit  disclenpgarakan  sesuaj  dengar  prinsip
meritokras.

Yang dimaksud dengan “prinsip meritokrasi® adalah prinsip
pengelolean  sumber’ daval menusta yang didasarkan pada
kualifikasi, komgetensi, potensi, dan lanerja, serts integritas
dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan
lidak ‘membedakan latar belakang suky, Tas, wama kulit,
agama, asal-ustl, jénis kelamin, status pernikahan, umur, atau
berkebutuhan khusus.
Ayat ()
Culup jelas.
Ayar (4]
Culeup jelas.
Ayt (5)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cultup jelas.
Pasgal 28
Ayar (1)
Karakteristik kelembagsan, antara, lain lembaga legislatif, inm!ja.ga
cksekutif, dan lembaga yudikatif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29 . ..
39



Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Culkup fjelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Culeup jelas.
Pasal 34

Ayat (1)

Culkup jelas.
Ayat (2]

Pengisian Jabatan Manajerial dan PPRIC hanya diperuntukkan bagi
jabatan pimpinan: Unggl eertenty dengan prioritas untuk Instansi
Pusat terisnt: : i

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35,

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jolas.
Posal 38

Cukup jelas,
Pagal 39

Cukup jelas.

Pasal 40, . .



Pagal 40
Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.

Pagal 42

Cikup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
Pusal 44

Cukup jolas,
Pasal 43

Cukitp jélas,
Pasal 46

Avat 1)

Cukup jelas.

Ayal (2)

Cukup jelas,

Avat (3]
Hisrufa

Huruf b

Mobilitss  talenta antar-Instarsi Pemerintall  antara  lsin
mobilitas ASN wumtul jabatan ASN di lembagd eksekutif,
lembaga yudikatlf, dan lembaps Iepislatil serta satuan kerja

atau badan layenan umum/badan layanan umum dasrah.

Huruaf ¢

Mobilitas talenta ke luar Instansi Pemerintah antara lain badan
usaha milik negara/badan usaha milk daerah; lembaga
internasional) badan hukum lain yeng dibentuk oleh perataran

perundang-undangas, dan badarn swasta.

Awit (4. ..

&



Ayat (4)
Culaup jelas.

Pasal 47

Crakup jelas,
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pagal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Ayat (1)

Pemberhentian sementara) PNS apabila. diangkat menjadi pejabat
negira, komisioner ntiu anggdta lembaga nomstruktural tidak
menghilangkan hak kepegawalan yang terkait dengan masa kerja
darl PNS yang bersangkuian,

Ayal (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukug jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

Pagal 57 . .



Pasal §7

Cukup jelas,
Pasal 58

Cukup jelas.
Piaai 59

Cukup jelas.
Pasal 60,

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Culkitp jelas,
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Citkup Jelas.
Fasal 65

Cukup jelas.
Pagal 66

‘:’Hng dimaksud dengan "penataan” adalah termasuk verilikasi, validasi,

dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang,

Pasal 67

Cukup jelas.
Pusal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.
Pisal 70

Cukup jelas.

Fasal 7l ...



Pasal T1

Cukup jelas,
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas,
Pasal 74

Cukup jetzs.
Pasal TS

Cukup jtlas,
Pasal 7o

Culkup jelas.

Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6897



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKREASI REPURLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Menmmbang

Mﬁ_ngingai

UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIE INDONESIA,

¥ H

bahwa untul meneapal vist dan misi Indoenesia maju,
mendukumg kelancaran tugas dan pelayanan kepada
masyarakat, mtniugkatkan kapasitas organisasi, dan
mempercepat - percapaian  tujuan &Eratugw nasional,
membutuhkan  penambahan  pegawal  Aparatur  Sipil
Negara;

bahwa uptuk mempercepat pemenuban  kebutuhan
pegawal Aparatur Sipll Hugaufa vang dinamig khususnya
pemenuhawpmwéi Pemgrintah dengan Perjanjian Kerja,
pertu disusun pmgatmmi yang, bersifat nasional dan
berkelanjutan mengsnai pelaksanaan pmgﬁ.ﬂaan Pegawai
Pemeritah, -:iﬂngn.u Penjanjian Kerja untuk: jabatan
fungsional;

bahwa Peraturan Menteri Pendayapunsan Apsaratur
Negara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai
Pemerintah dﬂngﬂn P’erjanjlﬂn Kerja tntuk Jabatan
Fungsional sudah ridak sesuai dengan perkembangan
pelaksanasn pengadean Pegawsl Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk dJdabatan Fungsional yang ada
sehingga perlu dilakukan penvesuaian;

buhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam| bumif & huruf b, dan hurul ¢ serta untuk
mcl*tlwarmka.u ketenluan Pasal 13 Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pezawai
Pemerintah dengan Perjanjinn Kera, perln menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformusi  Birokrasi  leéntang  Pengadaan  Pegawa
Pemerintah dengan Perjanjian Kerjd untuk Jabatan
Fungsional;

Pasal 17 ayat (3] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

&5



Menetapiain

L

Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 20080 1engang
Ermentorian Nﬂgﬂm (Lembaran Negsm Republik
Indnmw_;a Tahun 2015 Nomoer 89, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4916);

Un:‘lﬂng~Untlang Formor 5 Taliun 2014 Entang Aparatur
Sipil Negara (Lernbaran Negira Republik Indenesia Tahun
2014 Nomor 6, Tombahan Lembaran Negara: Republik
Indaonesia Numqr 5494);

Permturan, Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tomtang
Mariajemen Pegawal Pémerintali dehgan Perjanjian Kerja
|Lembsiran Negarn Republik Indonesia Fahun 2018 Nomaor
224, Tambmban Lembaran Negara Republik Tndonssia
Momor f254); .

Peraturhn  Presiden Nomor 47 Tﬁiﬂ;l.t‘l 2021 tentang
Kementerian  Pendayagunasn  Aparatiir  Negarg dan
Reformast Birokrasi {Lembaran Negars Republik Indonesia
Tekiun 2021 Nomor 126);

Peraturan: Menten Fendagagunoemm Aparaier Negara- dan
Eeformasl Birokrasi Nomer 60 Tahun 2021 tentang
Grgm‘u:agi dan Tata Kefip Kemenierian Pen Ban
Aparatir Negari daﬂaﬂcmnﬂam Birakrasi (Berita Negara
Hepublik Indogesia  Tabpn 2021 Nomer = 1249
sebagaimang delnh diubah dengan Peraturan Menteri
Perdayagunaan Aparatur Negars dan Reformasi Birpkrasi
Noror 39 Tahun 2022 lentang Perubahan ates Peraturan
Menterd ﬁmﬂnyg,gmm Aparatur Negara ddn Reformasi
Birokrusi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Orpanisasi dan
Tata Ketja Kelnenterinpn  Pendoyagursan  -Aparatur
Negarann Reformawi Birolesst fBerits Negarn Republik
Indonesta Tahun 2022 Nomor T53):

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN  REFOEMASI  BIROKRAS! TENTANG
PENGADAAN PEGAWAL PEMERINTAH LENGAN
FERJANJIAN KERJA 1 N’I'L]h JABATAN! F‘[H‘FGEI{}N Al

BABRT
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Mented ini yang ditnalksud dengan;

1

Aparatun Sipill Negara yang wlaujuuwﬂ disingkat ASN
adalah profesi bogl pegawni negerl sipll dan pegawai
pmmnnmh denpgan perjanjian ketji vang bBelkecls padn
insianst pemerintah;

Pegawal Pemerintah  dengan  Pedanfian Keda  vang
selanjutnya  digingkat  PPPK adalah  warga  negara
Indonedia yang memenuhi Syarat tertenty, yang diangkal
Bérdasarkan p!—'f]ﬁ.ﬂjml‘] leeiin Unh.lkJH.‘l"lLkIl weetet il fertantu
dalam rangka melnlsanakan tugas pemerintzhan.
dabatan adakah kedudukan yang menunjulan Tugs,
tanggung jawab, wewenang. dan hak seseorang pegawai
ASN dalam suatu satuan braanisasi,



10,

11,

12.

14,

18,

18,

i

dahatan Fungsiomal yang selmmjuimya disingkat JF adakah
sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelsyanan fungsional yang henlasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertent,
Instansl Pemeriniah agalah Imstans] Pusal dan Instansi
Daersh,
Instansl Pusat odalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, Jeesekretariatan J.Embagu negata, dan
Keseliretaridtan imthﬁlga noparaktiral
metansi Daseah wdninh peronghst doeeah provins dan
pesangkat deesah kabupaten/kom  yaspg  melipat
sekremrial drerah, sekrétarint dewan perwakllan ralkyns
u:im:mh dinas daerah, dan lembuga tekmis duerah,
anbsu Pembina Kepegawaian yang selanjutnys disinglat
PEE -adaldh pejabat yeng mempunysi  Kéwenangan
mgnetapkan pengangkaian, pemindaban, dan
pemberhentian PPPR dan pembinaan manajemen PPPK di
Instansi Perderintih sedual dengan ketentuan pﬁﬁmuﬁn
per\undang undangmn.
Knmpmwamj;'rckmh olatuh pmgsrmhuﬁn knttf‘rﬂléﬁfﬂm
sikap/ perilalag vang dapat izmati, e,
r_ilkr_-mim.nﬂk{m yang spesifik berkaitay dengan bidang
teknis Jah&ﬁun,
Kempetensi - Manajerial nedslah pergetaivan,
keterampilan; dsm:t sileap/ pertlaku yong dapat diamaty,
dinkur, llflqemhhng;l-mn vtk memimpin dan/atan
mnngplnlu ik ﬁrgﬂmﬂaa&
Kompétensl  Sosial  Kulturdl adalshi  pengelshuian,
keterumpilan; dan sikap/perilaku yang dapat digmati,
diukur, dikembangkan terkai) dengan  pengalaman
berinterakst ﬁmm mau!.-a.xﬁkut nwdrmuk dalam,
agama, stk dan budays, perilalu, wawisan kebangsaan,
etika, nilal-nilai, moral, emosi dan privggp, yang hanes
dipgnuhi oleh setiap pemegang fabatan umulkmempearoleh
hasil kerja sesual dengan peran, fungsi dan jabatan.
Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkal CAT
adalal sualy metode Selelsiftes dengan menggunalkan
kompuiter,
Swatem  Selelkest Calon Aparatur  Sipil Negara  pang
selanfutnya disingkat 8SCASN adalsh partal pelamaran
terintegrasi Herbiasis internet vang digunakan  dalam
perigadaan ASN,
Nilml Amivargy Batss: adaleh nilnd baiss paling rendah
ketulusan seleksl wang hams. dipenuhi oleb setiap
pelamar,
Masa ‘ﬁd.n—gah adalsh waktu pengajuan sanggah yani
diberikan kepada pelaronr untuk melakcukan sanggabion
terhadap pengumunean hasil selekst administoas,
Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan
hasil selelks administras] yang diajukan oleh pelamar
kepadda patiitia S lelesi dengan disertai bukti yang dapat
dinlouti kelbammrnnnya
Panitia Selekesi: Nasional Pengadaan Aparatur Sipl Negara
yang selanjuinys disebul Panselnas adalah panitia yang
dibentuk oleh Menter Ftndnﬁngunman Aparatur Negara

&1



185,

1=,

20.

dan  Refornmsi Bieokrasi  untule menvinpkan  dane
menyelenggarakian seleksi E.a]cm ABN secara nasional,
Masa Perjanjian Kerja sdalah janska, waktu perjanjian
kerja  antars  PPPK dengan  PPK dalam rangka
mel.a'fe&.nnnknn Hglas penmrintabzn }
Badan Kopegawsian Negara yeng selsrjutnye disirgkat
BKN -adoloh lembaga pemerintah nonkementerian yang
r,!.lJ:rerl kewenanpgan melakulan pl‘iﬂ:l.hi.n_ﬂ.m:] chiiny
mt-nyrlmggnr&kan Manajemen ASN Secars nagional,
Menter] fdalah menteri vang motyelenporealkan unisan
pemerintaban ol bidamg aparatur negars.

Pasdl 2

Pengadnnn PPPE bertujusn memperaleh ASN yang:

E
-3
&a
d.

-8
Frin
&
B

3
el

=

E

(4]

ey

(3

(1)
(2}

memiliky keraktenstie  pribadi  selals peEavelenggara
pelavanan publik; _ N
mampu Herperan sebagai perekar Negam  Kesatdan
‘Republis Indonesii;

e rni ik irirelﬁgrnﬁin WEME sl ontok pﬁ"ngﬁemhﬂngﬁ.h
kapasites dan kitern orgamsast:

memilika I-m;mmpﬂm keahlian, dan perilaloa sesuat
dﬂﬂgaunmmzn h,-gtl:agh., dan

ryeimilikd Kematn uan fhrngah&%lfrum Fuegsi dan tugas
n#gsmmas‘é J

Pushl 3
sip selelkui pergadasn . FH‘?: dilaksanakun secars;
Kompetitif;
adily
abjekil; |
tmnap:trm‘l
beéraih dari praktile korapai, koltisl, dan népotdsme; dan
tithale dipungut biaya:

BAB Il

PENGADAAN
Pawal 4

Pengadaan PPPK untulemengisi JF dapat dilaloukan secars
A, nasional; st
B tingkat induns,
Pengadian PPPR secars nasional sebagaimana dimmksud
pada ayat (1) dilaloakan oleh Penmselnas. ponita selelksi
instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.
Pengadasn PPPR tingkat mstansi sebagaimamy dimaksud
pada ayat (1) dilakulean oleh panitla seleksi instansi
pengsdzan PPPK dan instunsi pembina JF d.E.'[‘l,Eﬂ:l‘l
nwl:hm!kxm unsur dari kementerian VRO
menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang
pendaypgumant aparatur Hegora dan BEN.

. Pasal 5
angad_nﬂn I-'PFK secara nasional dilaloaksn berdasarkan
pereneanaan kebutuban jumlah dan jenls jabatan PPPK.
Kebutuhean jumlah dan jenis jabatan PPPE stbagaimana



(&

(4}

dimnksod padncayeat (1) disosunoleh nstanst peperintal
Berdasarkan &ualiﬂm&jahnmn dan analisis behan kerje,
Instansi Pemerintah menyusunan kebutuhan jumlah PPPR
sebagalmana timaksud ppda avat (2) untuk jangka waktu
5 [linh) tabus yenp diperingi per 1 [satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan,

Perencanaan Kebutwhon jumlsh dan jenis [abatan PEPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direrapkan dengan
Feputusan  Menterl  pada s2liap  tahun,  aetélal
memporhatilan pendapat mented vang menyvelenggnraloan
urisan  pemerintnban i bidang  keusngan  dlan
pertimbangan teknis Kepala BEN,

BAB 111
PANITIA SELEKS]

Bagian Kesal
Han:alu:us

Dalam rangka mun;mn:‘ln amkﬂﬁaaa penigadlaan PPPK secars
nasional sebaghimana dinalsuy dalam Pasal 4 ayar (1) hueaf
&, Menteri mwmhmiiukmﬁﬂlnm

(1)
(2)

(4.

(2)

(=)

il

(5).

Pagal 7
Pranssinds sebagainiany, r.hmn'kmad dala Pasal 6 dikeitn
alith H‘ic;mlg.‘f{i‘}ﬂ'l
Busiinsn Pansebiss varedict antae
tim perrgarat,
Litn pﬂnﬂmam,.
tim prngawas
tim suddil teknologi;
tim pedpnmaann ERoolEn;
L perjamm mutug
sekretnriat tim pengarah; dan
fim penvusun taskah soal seleksl

S oo gy

Pazal 8
Tim pengarah sebagaimana dimpksud dalom Pasal Tayat
{2) hudrof & bertugas membenban arahian erkait kebijakan
penpadasn PPRR
Tim pelalksans sebngaimanna dimalisnd dolam Pazal 7 eyt
12} hurof be hermgas meleksanakan leoordinasi, integras,
dan ginkronisasi dalam rangla  pencapaian  Tujoan
plakspnaan pengadasn PPPR yang objektif, tratsparan,
aluntabel, dan bebas dard korupsi, kolusi, dan nepotisme,
Tim pengawas sebagaimona dimaksud dalam Pasal 7 avat
(2] hurul ¢ berrugas menyusun desain pengRwassn
nga.*;ta.an PPPK. _
im andit h.-knnlnjgt uehagp.lruuundtmnk:ud daldim Pasal 7
el (2 huraf d memiilia tugas melakilkan kaardinagi,
integrasd, danssikronisast dalim rangha sodit teknolog
pengadaan PREK
Tim pengameanan teknnlugi sebagaimana dimeakend dalam
Fﬂ.Hfﬂ 7 avat 121 huruf ¢ bertugas melskulkan koordinasi,

49



50

(B)

(7

(8)

inteprasi, dan smloonisasi dalam rangks pengamanan
teleniologl pengadaan PPPK. '

Tim penjamin muty sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf f memiliki tugas menyusun perencanaan
pelaksanadn dan menjamin seluruh proses pelaksanaan
seleksi pengadaan PPPK sesudi dengan rencana yarg telals
ditetapkan, .
Sekretariat tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat {2) huruf g bertugas memberikan dukungan
administratif kepada tim pengaralt dalam rangka
kelanearan pelaksanaan pengadaan PPPE.

Tim penvusun naskah seal seleks) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Z-ayat (2) huruf b bertugas menyusun naskah
soil seleksl kompetenst dan 'wawancara pada pehgadaan
PPPK.

Pasal @

Susunan kﬂ&ﬂggn‘tﬁﬂn timi Panselnas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan tugas tim Panselnas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal # ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Paritia Seleks| Instansi Pengadaan PPPK

Pasal 10

Dalam rangka pﬂiﬂ]{aaﬁnm pengadaan PPPK di Instansi

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pagal 4 ayat (1),

PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PPPK,

Panitia seleksi instansi pengadasn PPPK sebagaimans

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.  menyusun jadwal pelaksanaan seleksi  pengadaan
PPEK berkeordinasi dengan Panselnas;

b mengumumbkan jenis jabatan vang lowong, jumlah
PPPK yang dibutubkan, Masa Penanjian Kerja dan
pergyaratan pelamaran;

e, melakukan seleks! administradi terhadap berkas
lamaran dan dokumen persyaratan lainnya
sebagaimana feteantum dalam pengumuman; '

d.  menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetens
dan wawancara;

e. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara
hersama-sama dengan Panselnas;

£ mengumumican hasil seleksi administrasi, hasil
inteprasi seleksy kompetensi dan wawancara; dan

g menpgusulkan seleksi Kompetensi Teknis tambahan

© jika diperlukan kepada Menteri untuk meéndapatkan
persefujuan.



B BAE IV .
TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Tahapan Pergaddan

Fﬁsﬁl‘ll

Pcngada,an PPPE dslnkul-:an melalul tahapan:

SRR

1]

e

i

{8}

w

2]

i3)

pererlcanaan:

pengErmnumEn lewon g,
pelimasang

seleksi;

pengumuman Fasif seleksi; dan
penganpkiton menjadi PRPK.

Hagiﬂn Kadua
Perencanaan
. Pnsal 123,
Pezengangan T’PFK pading sediket meliput:
a  dadwal n PEPK: ditn
b. Tt un sarsha pengadaar PPPI,

Jagwal pengadaan PPPRK Sehagalmana dimaksud pada
yat (1) horaf: sl Instans Pemerntah ditetsplan oleh
Ketug Panselnns setelnh berkoordinasi dengan panitis
seleks instansi unruk selugjutnys dignumkan alel
muamg-mnking instansi,

Jidwal  debngatinnng dimakigd  pada ayat (2)

ditembusican kepada Menteri;

Jadwal sebagaimang, dlmk@w.l pidn ayat (2 dapat
dikevuslikan haglf k:‘bumh&n Jerjang ahlh utama,
untule  selanjutnya | ditembuskan k-:pmﬂa Ktiuu
Panselngs don Menter.

Prasarana dan sarana pengadaan Fﬂpﬁﬁehagﬂ!mam
&inwkaud pardaayat (1) buruf b paling sedikit meliputh

& prasarana yang diperiulkan unl:uk pelakfanaan

pengadidan PPPK; dan
b Harana venp diperluken untuk pelaksastitan
prngadaan PPPK.

Pasal 137
Pereresnasn prosarany din sarana pevgidssn PEPE
sebagnimmma dimadoyud dalom Basal 12 avat (1) bt
b dilaksanakan aleh;
& Merteri;
b, BEN den
g, Instansi Pemieriritahl
Menteri sebagaimans dimsisud padu ayat (1) hurwia
menctapkan:

&  kebutuhan jumlah, fenis Jdbatan, den mit

pendmpatan PEPR; dan
B mekanssme soleksi PPPR, :
BEN sebagaimann dimaksud pade ayad (1) baruf b
mgmpersiapian
4. SSCASN dan sstem CAT yung bekerjasants
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4)

elemgan um audit eknotogl Panseloos: dan lim
pemgumannn jeknolem © Hanselnas.  unluk
menjﬂ.mjn kehandatan d.la:r: keamanan wistem)
‘sistem pengolahan nilal,

petunjuk teknis peloksanann pengadedn PPPE:
pengotahan hagil kelulusanakdirg

pemberkasan dan penetapan nomor (nduk PEPK;
ean

PRt

T

haymian bantuanfeall dentor/help desk/miedia

saogial reami

Instansk Pemerintah melakkan

a  penyediaun layanan bnnumn,"mﬂ center] help
desk/ media sosial rismi;

b, pengelompokan jabatan bag instansl pusat jika
diperhukar dan

€ DETIVLESUTIET E_.mdmn&m el Bompetens)

Teknis tambahan jlks Instansl Pemerintah

menvelehgearakan seleksl Kompeiensi ‘l‘#’l-:nis.

1arn b b

Pagal 14

Penctapan l:fhun.lhan sehagaitnana dimaksud pada Pasal
I3 avat (2 HUrdl a dilnlokan olel Meénteri depgan
mempertimbarnbat! i

a.

h.
e,

il

0

12}

M

@

&}

rekomendast - perhitungan keburuban dar Inszansi
Fﬂ'ﬂﬁlm 'IFI

usitlin dar| Instans Pemeriniah;

pendapit’ frenter] vang menyelenggarakin urisan
pemorintahan di buim;g keusngar; dan

pertimbungan teknis dar, Kepala BKN.

Pasal 15

Pengetinan  HEyanin  baotuan el daniees Help
desky/metdin =osial  ream  sebagamana dimolkesud
dalam Pasal 13 ayat |4) huruf a dikelola oleh masing-
masing panitia seleksl instansl.

Layanan buntuan/ éafl center hielp desk/media Sosial
resmi sebagaimens dimsakgnd padn ava (1] dimoat
chalam SSCASH,

Pasal 16
Perigelémpokan Jabatan  sebdpaimang  dimalksud
dalnm  Pagal 13 ayat [(4) kool b dilnkokan eleh
Instanst Tasat.
Instarst Pusat dapat mtrggglnmppkm kebutuhan yang
memiliki jabatan dad kualifikdsi pendidikan yang
game, dalom (ot saiunn Keris pmempata:n Vit
berbeds:
Pengelompekan jabatan 5ehagaimana dimaksud pada
ayat (3} dilakukan pﬁda BECASN dap selanjutnya
divantuinlan daldm p-:rngumuman hw.rnhgan FPIK
pada setiap lvstamal Pirsat. }
Pelamar vamg melamar pada kebutuhan jabatan yang
stedith dilkglompolkkan  eleh Instansl Posal
schuguimana  dimaksud  pada  ayat (1) wajib



{1

(2]

12

1}

2

{ 1]
12
{3

4]

menbont f melengkapi sural pernyataan ving beriss
keaediann ditempatkan i sefurubh satuan kerga/unit
di lingkungan Instansl yang bersanghutan,

Peimal 17 .
Instans:, Brmerintah vang menyelengaoraken selelos
Kompetensl ‘leltnis tambohan selain CAT wajib
menyusun  pedoman - seleks) HI.HTI[-'I‘EI'E'TIFI Teknis
tambahan schagaimana dimaksud dalan Pasal 13
ayut (4 hmale
Padaman seleksi Kompetensi Teknistam bahanselain
CAT sebagalmana dimeksud pads syar (1) paling
sndi]:ll et
o Jenig sElelsl Kompetens] Tekmig tambahan;
b pokoksobsimnsi yang dinibi pade-sciiap jenis s
dun laiteria penibaanny;
¢, kompelensi pengufiflembaga pengufi pada sstiap
jenis tes;
& bobol penilaian-setisy jemnis ts;
e sifat.setigp - jerus tes yang mmggumukan akau
tidale mengmguﬁmm dan
F ﬂmhuH: atal aplikast resmi yang diperglinakan
unfu tes:darnfstay penliain,
Pestomen sebignimana dimaleid pada avat (1) wajib
disempaikan kepaca Meateri untuk mendapatian
persetujusn dengan  tembusan Ketus Panselnas,
pallng ’fﬁm.har Ehhlﬁﬂim pengumumian lowangan.

Pasal I8

Panitia seleksi instansi dan latau BEN menyediakan
aksesibilitas o lingkungen tempit pelaksanaan
seleksi bagi pelambr. penyandang disabilitas sesuai
ﬂtrﬁ.g&nmgam hedisabillsauannys,

Pamitia seleles) metansi don faten. BEN, mem berton
penambahan wakiu dan menyediakan pendamping:
alau daplikasi T:mtluk.l.mj._: sl pelaksanaan Selekst
Kompetenst bagh 'pEi.tm‘mr penmﬂdang disahilitas
sensorik neire:

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Posgal 19

Peppumuman  lowongan  sebapsimans  dimaksud
dalam Pasal 11 huraf b dilakmkan pleh panitia seleksi
insiEns,
Pamitin  ‘Selekd  instons] mengunggah  tidtan
pengumuman lowongan sebagainann dimakeud pada

ayar (1) ke SSCASN,
Pengumuman lowingan sebagaiminna dimaksud pada
ayat (1) dilakéanakan paling alngkat selama 15 11mm
belas) kari kalender.
Penguneman Jowongan sebagarmma dimaksad pads:
ayat (1), paling sedikit memuat:
4.  pamaJabatan;
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1

{5)

{8l

{7

{21

{4

(1)

oA

B

T

g

juminh lowengan Jabrian; .

unit kerja penempaton/instans. yang
mumhumhkzm.

Lualifikas pandidikan atan sertifilkasi profesi:
rénitang penghesiian per Jabatan;

deairipa Lmom pekerisan;

alamat dan tempat lamaran ditujukan;

jadwal tahapun selekal;

syarat yang hurud dipenuhi oleh seliap pelamar,
tatm pora pendeftzean dan seleks) dsn

laygnen bantuanfeall center/help deshf media
gosial  resmi yang  dikelgla  masing-rmasing
Instansi limrﬂ-nmﬁ

Dalam hal adanya seluksi Kompétensl Teknis
tambahan selpin dengan CAT vang diselenggarakon
pleh BEN, peogumuman owpngan  wailb et
Jenig selekst Kompetensi Teknis lambahan heserta
bobot nilal tes yang alksn dﬂaetcmggmalmn

3
.

'Dn]:am hal Kempﬂtr‘rﬁ Teltitls: tambdalan

sehagaimarns dimaksind padaayat (5] yang memiliki
akihat munm.g}ﬁrkﬂn prlamar,  pengumeman
Jowongin | harus memuat keterangdn dan kriteria
peng At

mumnn lowongan padd lebutuban jenjong
Ja!ma‘tau funssional homos mencantumkan
]erlig(hmtuk seleksi din Kriterin perilainn vang akan
digelenggaraliin n‘lu‘h tmstanst Pemerintah.
lnstass Pemertiitah don BKN wajib memastikan
bahwa rncian kebutnhan PEPK yang terdapat pada

(SSCASN sesul dengan ringian kebutuhan PPPK yang

ditetap Menter,

Dalam hal terdapet perubahian kebijakan pengadaam
FEPK yang dikeluarkan  oleli  Manter,  Tnstans
pemerintah dapal melakukan  penyesusian pada
rincian kebutuban PPRK vang terdapat preda SSCASN,

Bagian Kesrmpat
Pelamaran

Pasal 20

Seltlap  wargn  negara Indonesia | mémpuayai

kesempatan yang sama untuk melamar ménjad] PPPE

untod F sateinh memenhl persyarain

Persyaratan sehagaimana dimaksud pada ayar (1)

at.ba;m Terthun:

A usia paling rendah 20 (dua pulub) tahun dan
paling tinggl 1 (satn) tabhun gebelum batas usia
tertenty pada jabatan yang akan dilnmar sesus
dt:r,&ga_u ketentuan  pemturgn  porundang:-
undangan;

bo  tidak peérnali dipldana deéngan pidana penjara
bBerdesarkon putusan penpadilsn vang sudah
mempungal  keluatan  hulum  tetap  karena
melakikan  tindal p!;.L.ma dengan  pidana
penjdra 2 (dua) tahun atau lebib;



(3

)

(=

(4

& ndnk pepnshdiberhentikan dengag hormat tidak
atas. perpunigan  sendinl atau, ridak dengan
hormat schagal Pegawsi Negeri Sipil, PPPK,
Prajurit Tentarg Nasjonal Indendsia, angdota
Kepolisian, Negare Republik Indoresia, atay
diberhentikan  tdak dengsn hormat  scbasat

_ pegawal swasta:

d_. fhdak l.lll'.l'l.jﬂﬂ.t ﬂ.l:tggum atan pengu.rl:un paﬂ.ﬂ
putitik #tan tarkibar politlk praktis,

& omemiliki koalifikasi peadidilein  sesam dengan
perayaraian jabatan:

E memiliki kompetensi yang dilwktikan dengan
sertifilasi keahlian tertentu yang masih berlaku
dirl lembaga yang berwenang untuk jsbalan
VANE e persvEratiin; '

K sehat Jasmani dan  robani sesual dongan
persyaratan jabatan yﬁ:;tg dilarmiar;

B. persvaratan [eiin sesuai k:hui—uhm jobatan yang
‘ditetaphun olel PPK.

Sclam ketenien ebsgammans dimaksud padeoayar

(2}, pelamar hams memenuhi ketentuan sehagal

herileits

& tidak berkedudulkan Sehopal calon PNS, FNS,
calon PPPK, PRPK, prajurit Tentars Nasional
Tqﬂﬁ’ﬂﬂﬁﬂ., oty snegecta Kepolision  MNegara
4 _;_pl.r.’nhk Inidlunesia;

B, ke pefnﬁh melakikan - dan /atau terlibal,

T lindakan pelanggaren sclekésl dafam 3 ftiga)
speriode-salelest calomASN sebelumnya;

& lddek bersianus: sehagni peserta Julus selelesi
calol  ASN yang, sedang  dalam  proses

gua.man penetapan NIF/NI PPPI dan

- memihki petgalamnn | terkait  dergan hdffamg'
Hugas jebatan yanwdilamar,

Instansi Pemerintah tlapat menyesuaikan

persyaraton usia paling tinggl pelamar  dengan

memperhatikan Masa Peranjian Kerja.

Duaftar sertifikns] leahlinn  ectentu sSebbpsirurio

dimalesud pada axat 124 homf f dan pengataman

sehapaimana dimeaksud pade ayat (3) huraf d

ditetapkan dengan Keputusan Menterd,

Pasal 21
PEl&er yang berasal darl penyandang disabilitng:
waiih menyatakan hahwe  yang  bersangkutan
merupakan penyatidang  digabilis  pada -sant
melamar di S2CASN.
Sclain.  hargs memenubi persyarainn | umuam
sebagaimena dimalsud dslam Pasal 20, pelamar
yirg. berasal dari pelamar penysndang disabilitas
haris  memenuhl  ketentuan  fambahan  gebagal
berileut:
& melampirkan surat keterangan.dari dolter rumah
~sakit pemerimal/puskesmas vang meneranglkan
Jenin dan derajat kedisabilitasannyh; dan

55



56

1

(5]

18]

(7)

b mwnvampeikan video singlat vang menunjuklan
kegiatan schari-hart dalam menjatankan alctivitas
seauel jdbatan yang akan dilamar,

Pasal 22
Inatansl  Pemeriniall nmiengnlokasikan kebltulhisn
yonge  hanya dapat cdilimar oleh  penyasdang:
disahilitng,
Atoleasi Bebutuhan athagdmmnummakaud pa:da ayat
(1} paling sedikit 295 [dua persen) dar total alokas)
kibutuhan PPPE yang ditetapkan oleh Menteri.
Pemilikkan Kebutuhan Jabatan dan satoan ketja/unit
peniempatan antuk  penvandanz. disabilitas
s:bagglmana dimaksud pada pyal (1) ditentukan gleh
masing-masing Instansi Pemerntah berdasarlan
FENCHAT peretapan krhutuhsn dari Menteri.
Pemillkan kebutilian Jabatan dan gatuan Retrrja ) amnil
penempsEtEn sehagmmens dimaksud pada ayad (3],
dilakpkan  pada  SSCABN  dan  selanjutnya
dicantumkan dalam pesgrmuman lowongan PPPE
pada getiap 1Hstansl Fuml-rlnmh
Imstansi Pémerintili  dolim  pengaddan  PPPK
Lelutiben - Py daog digahilitns.  Turus:
mempﬁrhahkﬁn standar  lkualifikas) kerja  vang
dipersyaratkan pﬁ@? dabatan dian skomodasi yang
layak bagi pcm*andmg disabilitas Vg mengalami
linmiatdn dun m:.t;,uﬁﬂiﬂmn alisealbilitas,
Instansi  Pensertritah  dalom p:mgudﬁ.nn PP

* kebutuban:penyandang disabilitas memperhatikan

Jabatan yang dapat dirs dar) penyandang disabilitas:

dengan kritoria:

a, Jabatén VE |rtkeriEania beraifat
admimistestlf; .

be dsdmtan vanp peleriaannye diladookan secara
rutirg

€. Jabatan yang pekenasnnya tidak memerlukan
persyaratan Khusus; dan/atau

d.Jabatan yang linglungan kerjanya tidak memiliki
regikn tm@ :

Instansi  Pemerimtah  dalam  pengadsan  PPPK

kebntuhan  penvandang dla&hildtas memperhatikan

Jubstan yang tidak dapat difsi dar penyaodang

disabilitas dengan keriterial

z, Jabatsn yang pekerfasnnyé bersifal khusus dan
spegilie vang memerlukan kesiapan  dan
kemampuan fisik dalam melakukan ksgtatan
sedara efision  tanpa. memimbulkan  kelelahan
fidls

b. Jabaten vang prierjaannva  membutahlon

' erolilitas tinugl dan cepat

dabaren yang wekto kerjanya tdak pasti;

Jabatan yang situnst kecjanya spesilik dalam

penanganan  bencang,  hurochans,  dan

kebakaran, danfatau

)



(8

@)

&

(2)

(1)

{2)

(3.

(4

(5]

8]

e, Jabatan  vang lingkungan  kerjonve meniliki
resiko tineggl.

Dalam hal; _ R

#, jabatan yang terdapat dalam rincian penetapan
kebutuhan, tidalk miemenihi kritéria
sebagaimana dlm:aksud vada ayat (6] dan. amt
ik -:Ianfﬂtﬂu

‘b terdapst adanya kebunthan organisasi,

Ingtansi  Pemernntal  dapat  mengelokasikan

kebutuhan penyandang disabilitas kurang dari 2%,

(dua persen) dengsn menyampaikan usulan kepada

Menteri untuk  mendapatkan ]:rrrﬁuru_;UHn dletn

ditembuskan kepada Ketua Panselnas,

Instansl Pemorintab’ dopar mengontirdan gyarit

yang sesual dengan kempetenst Jabstan dalam

pengadasn PFPPK. untpk  memenuhi kebutubhen

penyandang disabilitas,

Pus
Periyandang dhabilm Eﬂpal melamar pada jabatan
Wi Iuar slokasi fabatun  disabilitas gebagaimana
dimalesad Mmml’ami L
Hlmuﬂrﬂp.jﬂbﬁm di luas adokasi jabatan disabilitas
sebagmimana,  dimakgud  pads  aver (1) tdak
diberfakukan’  keientuan  khusus  sehagaimana
dim:sﬂmud dﬂ]m—n Pashl 22.

' Pasal 24

Iﬂmmamn sehagaimena dimeksad dalam Pasal 11

hurul ¢ ditakukan secara daring melalui SSCASN

dengan terlebih dahufu membuat akun dan disertai
dengan proses  pengunggaban  dokumen  yang
dipersyaratkan sévara elektronik.

Pembuatan glun sebagmimans dimaksig pads Gvat

(1) hanva dapar dilskokan sebanyak 1 (atd kali,

Pelamaran sebagaimana dimalead pada ayat (1)

dapar dikecualikan bagi kebutuhan PPPH pada JF

alhli utama,

Pelampr hanys dapar melamar pads 1) (satu) jenis

falur ReButithan ASN yidtu

A PNS:;ntau

b PPPK,

pada tahun erEggaran yang sama,

Pelamar sebagiimana dimaksud pada ayat (4) hanva

dapat melamar padd | (saw) instansi dan 1 {satu)

jtma}ahumj

Dalam hal pelamar sebagatmuana dimaksud pads ayat

[ dikeighu metamar:

@ iebih darr 1 (sotu) mstans danfatan ] lmm
Jems jabatan dan /e jeros jalur kebutahan;
atan . .

b mengganakan 2 (dus)  nomdr  identitas
kependudukan vang berbeda,
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yang Bersarsghutnn dinngeap gugur dan/atan dapat
dikenakan sanksi sesumi kelentuan perafuran
perundang-undangain,

Baiian Kelifma
B‘dﬁkﬂl

raf 1
Tahapan geleksi

Pazal 25

EE‘Ir:ksi pengadaan PPPR sebagaimana dimaksud pada
F'q;a! 11 huruf d tevdin dari 2 fdus) tabap:

b

{2)

3
)

=)

{1

2

f

‘saleks] adminidtrasi; dan
selehsi kompetensh

Paragrafl 2
Seleksi Administrasi

Pasal 6

=E¢1tkﬂmmhiqt|w§@ag;aﬂnam dimalesud dalam

Pasal 25 hunuf @ dilakukan untuk mencgenkkan
pcrsa_mraimi ‘acministrasi dan  kualifiasi dengan

-'&“nknm:n pelarmari,

-‘?:qiﬁ-km administras] sebagaimans dimaksod pada

ayar {1 tiﬁﬂlwunukﬂn qla:h panitie seleksi instanst,

Tanttia Tf-k.t‘i instanal harus mmgtrmmnkam hasil

witleksl a strasl seoara terbuki,

‘Dalam hal dokumen  pelamatan  sebagaimana
; -q!img&;ﬁ.ud ﬂﬂdﬁr ayal | 1) lidids memenuhi persyaratan

admministiast, p:lanq-zr :i1m+1takﬁn tidak lulus seleksi

-aﬂm:marrm

Pelamiar  wang telah  dinmamkan  lolos’ Seleksi
adminfsiras:  sebagaimanag  dimalksud  ayat (3]
mengikuti golelesi kompetensi.

Pagal 27
Belelksl adminigtrasi  bage penyvandang  disabilitas
dilakukan untuk memastikan  kesesudian antara
kebutuban Kompetensi dan  svanst jabitan yang
dibutuhikan dengan jénis dan derajat kedisabilitasan

mielalul pemideiksasn dokarien dan perstarstan

Ehusis lain,

Dalam metakulan w:nﬁka_-at sebagalmana dimaksud
padid ayat (1), Instanst Pemerintabh  dapat
berlonaultasl dengan dokter Spesialis kedokteran
oleupasi dan fatau tim pengujl kesehatan.

Paragraf 3
Mgg& EELEIW.h Hr.uﬂl Seleks) .quil:llii:l.'lﬁtrﬂﬂ-f

Pazul 28

Pelumar yang leeberatan terhadap pesgumuaman basil
spleks) administrasl ssbagaimana dimaksud dalam

Pasul 26 ayat (3) dapast mengajulkan sirigeahan paling



1<)

(@

)

(5)
i)

11}

i34

t4)

(5

{4
(4)

()

lemine A [tiga) herd sejule hasil solelsi adminisorasd
divmumian.

Sanggahan sebagaimona dimaksud pada ayat (1)
disjulean melalui SSCASN.

Parilia seleksi instars d&pﬂl mererima alsu menalak
alasan sangeahan yang didjukan oleh pelamar,
Pamitin, seleksi instansi dapst menerimi albsar
sanggaban schagainamg dimaksud pada avat [3)
dalam hnl kesalahan ikan berpsal dari pelamar.
Dglam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia
seleksi ingtanst berhak untuk menolak sanggahan.
Dalam Wl alasan ﬁan@ahm'l pelamar sebagaimana
dimaksud pada dyal {3) diterima, panitia seleksi
imgtanEl  mengumumban ulang:  hasll  seleles
admintstrssr paling lama 7 (tujubl haoo sejak
beradchirnya wakty pergaguan sanggah;

Faragral 4
Seleksi K{iﬂ*petrﬁﬂi

Pasal 29
Sclelsi kompetensi sebegaimana dimakeud dalam
Pasal 25 huruf b mengpunakan sistem CAT yang
diselenggarikan oleh BKN.
Selelisi kompetens| sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan wntuk menilai kesesunian Kbmpetensi
Teknis, Kompeterigi Mannjerial, dan Kompetensi
Seigial Kiﬂl.uml' v dimiliki oleh pelamar dengan
Seleksi I-;qlmneiﬁnm ml:rftgmmana dimaksud pada ayat
{2} memuat
a kompetensi teknis;
b. kempetensi mamajerial; dan
¢ kompetensi gosial kultural,
Materi seleisi Kompetensi Teknis  sebaesiniarg
dimaksnd pada-ayat (3] hurf o disusun oleh insiansi
pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam
hanls sﬂal GP;T BEN.
Materi seleksi Kompetensi Mandjerial dan Sosial
Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf
b dan Huruf o digusun nleh tm peryiisun nagkah soal
seleksi i bawah koordinas Panselnas:

Pasal 30 _ _
Seleksi penpadasn FPPK sebas a dimaksudl
daldm Fhusdal 25 diEakuiuan dengin
mnmpemmhsm ghan integritaz dan maralitaE.
Penilaian  Integrités dan moralitas sebagaimana
dimaksud poda ayar (1) dilsksaonlan dengon
WAWATIAT .
Selekst kompetensi dan wawancars sebagaimans
dimaksud pada ayat [2; dilaksansakan dengan metode
CAT yany disclehggarakan oleh BKN.
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(1

()

(=)

)

(2]

(3)

[#)

18)

Pasgal 31

Penggunaan :mm.-m UAT dalam seleksi kompetensi
tan wawancars dapet dikecualikan bagi pelamar
untul Kebutuhan PPPK pa-‘.lnr J'Fjrn]an,g akill mH;iy'ﬂ
dan alili wiama,
Bagt Ingransi Pemermeah vang: melaksanakan seleks:
sebagaimann dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan
mekanisme dan pedoman seleksl kepada Menter
Aurtule mndapmkm persetujian dengnn tembusan
Ketua Panselnas setslah  mendagat reltomendasi
publssansan seleks dan Instansi Pembios JF, pating
lambat sebelum pengumuman lowongan.
Pedoman selelsi sehagaimana dimaksud pdila ayar
(2} mengacu peda standar kompetensi  jabatim
fungaianal vang paling-sedildt memuyat:
@ jents seleksy kompetensi)
b, pokok substansi yang dinlai pada setisp jenis

tes dun kriteris pendalannys;
L= kmnpﬂmﬂ perigujlflembaga  pengull  pada

i] Jen1is feE]
il prodlnian setiap jenis tos;
B t setiap jenis tes yang menggugurkan atay

: mlak vienge gurksn; dan

£ formulir atau aplileisi resnt vang dipergunakan
untuk tes dan/atau penilaion.

=1 5, i IE
Selea Ko Teenis Tl

. Passl 39
Instongi  Puasat  dapat melaksanakan  seleksi
Kompetensi Teknis tambahian dengan menagmbahlkan
paling sedildt 1 (satu) j jenis tes setelah mﬂntlﬂpnﬂm:]
persetujuan Menteil
Dalam hal pelaksansan selekst Kompetenst Teknis
terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian
fehiisus, Instans) Dacrah dapat melaksanakan selelsi
Kempelensi Teknis tambahan paling banvak 1 [satu)
jenigfbentik tes eetelah mendapat persetujuan
Memnter.
Sl‘:ll‘:litl-l Kompetensi Teknls tambghan sehmgmmanﬂ
dimalksud puda - ayat |2) tidak dapat berups tes
wawuncara.
Draslanm biad Tnstansi Pemerintah meleksanakan selehsi
Kompotenst  Teknis  tambahan, sebagnimana
dimaksud pada ayat ;ll -‘.Lm gyar {2), seleksi
Kompetensi Teknis tengan sistem CAT mf-mpalvcan
nllal ntams dengan bobet paling réndatl 50% (lma
pulub perser) dari rilal selekal Kﬂmm-tﬂnm Teknis
secari keseluruhan,
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat
(2) dilalesanakan bagh peserta yang telah meenuki
Nilal Ambang Bams kUmulatif seleksl Kompelensi
Munajeral dan Sosial Kulhursl serte Nilad Ambang
Batas Wawancara.
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{21

{31

4

{5}
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{1

2

{3

{4y

Beleiel Kompetans: Toeloms | ianthaben sehagamiamg
dimaksud pada ayar (1) danoagat (2) merupakan
bagian dari selelsl Kompetenst Teknis

Parpgral
Pengofihan Hasl Adchic Seleks: Rompetonss

Pasal 33
FPelumar dinvitakan lulus selekid fikl memenubi Nilai
Ambarin Barae dar datao berperingiat (erBallo

Nilai  Ambang Batas- dan  kelulusan  seleksi

sehaghimana dimaksud pada avar (1) ditefapkan oleh
Mertert,

Pelamor dipal diberllean pesambishean nllal sebsls
Kompetsngi  Tekniz  apabils  memilikd sertifilest
kompetenst dan/atan ketentuan lain yang ditetapkan
oleh Menteri

Nilai Ambang Batas sebapnimana dimaksud podas
ayal (1) terdiri dari

A Nilsi Amtmng Eataji-:!{mmpmnm Telnis

by 1"5?? Mnhng Bargs kumulahf Kempetensi

Eﬂl opial Kultural; dar

&511 Nilai Ambing Balas wawancars.

i dan bohot sertifileat kompetensi sehagnimana

dimalksud pada ayat (1) divsulkan oleh instansi

pemhim: JF ULl mendapat perdetujudn Menten,
Nilai Anibang Batad Kompetens) Telmts diberlalouken
puda lmilabl nilsi Seleksi Kompeteasi Teknis
dengan (CAT, nilai Seleksi Kompetensi Teknis
tambahan, dan nilai sambak,

Pisal 34
W-.n%:ﬂahan hasil  seleksi Kompetens]  Teknig
ambaban mensdl fangEung Jawab  kewaa panitia

salelsl instansl  mupsing-masing yang hasioye
dispmpaikan kepadn Ketua Pangeinas,

Pengoinbnn hasil nilai akhir selelcdi kompeldnsi dan

wavameare dilakukan oleh Ketua Panseltias.

Balam hal pelamar mempercleh nilni akhir yang sama

stbagaimana dimaksud pads avat [2), penentosn

-Lu:lulu-.ﬂn akchir secara berurutan didasarkan padal

A, nilm Kompetensi Tekiis yang tertiniggi;

bl jika pilal sebagaimana dimaksud datam hurfa
masih sama, pepentoan  kelulusan akhir
didasarkan pads nilai kumlatif Rimpetensi
Manajerinl dan Sosial Kiltural yang tertinggl)

c. jika nilal gebagaimana dimaksud dalam hurt b
mm;m SRAMH, peneniunn kelulusan ai;hu

d, J,I’k:t ralif aetfa'galmnna dimigkaud dalan hiedl &
mmasth sk, penentuan keluiossn didesarkan
peeia 15 p:ieun;u yang tertinggr

l;:l_&la-m hal Instunst  Daerah masih  terdapal

kebnituhian yang tdak terpenuhi, Kebutuhan dapat
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2}

)

i)

iz dan pelunnr poda Jakan don koalifikasi
pmﬂid'km; yang sama darl unit penempatanf lokasi
kebutithan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang
Batas dan/atat berperingkal terbaik.

5) Dalaim hal Tnstarssi Pusil masih terdapit Rebiiiban
vang tidal terpenuhi, ‘pengision kebutuban hanya
diberlakukan pada Tnstansi Pusat yang melakuloan
pengelatmpokan,

(B) Pengisian kebutuban sebogatmana dimaksud pada
avat  (5) berasal dar pelamar  pada leebutilen
ketompolojabarmn yang sams.

{7 Pengolahan hasil nilai akhir pada seleksi pengadaan
FPPR spbagaimang dimalisud dalam Pasal 31 ayar|l)
menjadi  tanggung juwab ketun  pumitia' seloks
instansi masing-masing vang hasilnye dissmpailean
kepada: Ketun "Pansains sebagai dusar penctapan
kelulysan akhir aleh Instansl Pemerintah,

Fainl 35
Propolahin hwsil nitai skt sebagaimia dinsdksud dalam
Pasal 34—;&1}'ﬁi ldhumpcaikﬁn Yepada ketua panitinscleks)
ingrang masing-mising, tim pengarah; dan tm peogawas
ﬁu.u'm d,uriﬂ.g;.

\ Eﬂhﬂlﬁﬁ
i) Pﬂmmar pada pengadann PPPR dilarang membantu
dan/atau mplakulan kecurangan puada seluruh
taHapan péﬂgaﬂm PPEK.
12) Dalarm hal pelamar (erhukti membaniu danfateu
. melekukan kecursngan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka pelamar dinyatakan sugur dan tidak
bpleh melamar pagda penerimaan FPPR.

Bogian Kesnom
Feogumoman Hasil Alchir Seleksi
Pazal 37
Pemgumumidn  hasil  akhir  seleksi penpaddaan  PPPK
dilalcukan  slwh PPEK  secars  terbiks berdssarlan
pengaiahan ks nimiakhirsebagaimaoa dineaksad dalam
Pasul 34 ayat |:1i

Pengurmuman hasil skhir seleksi pengadaan PPPR pada
kebutuhan jéenjany madya dan vrama dilakukan olel PPK

Aepnrn ferhuks beedasatkan penpalabon basil nilal akhir
stbagmimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7

Pengumiuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dyvat (2] tidak melebibi jumlab kebutuban pada masing:
msing jabsran datn kualifilcas] pmmdjkan webasaimmng
ditetapkan oleh Menteri

Pasal 38
Panselias dapat wembatalkan hasil akhic selalsi PPPK
jikn penyelenggnmannnya tidak séquni dengan pedoman

cvamg  telah ditetapksn coleh mesing-masing  Instans

Pemerintah,
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11}
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{4

{5)
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Db bad tesjadi peimbataian lesil akhiv seleksd PPPK,
Instansi  Pemerintah  dibesilan  kesempmian  untuk
melaksanakan ulang seleksi PPPR, setelah mendapit
persetujuan dari Menter].

Fazal 39

Dalum bl pclm.tnm- suchah dimyaiskan lulus -oleh PPE,

tetapl di kemudian hari:

a.  mengundurkan dir;

b. diangeap mengundurkan  did karena  tidak
menyampaikan kelenglapan doloumen dolam brtas
waktu vang ditentulan:

o terbukti foualifikesi  pendiditanmya  tidak spsuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;

g, tidak memenuhi lietﬁ}rmtnn lainmys; atau

e meningeal dutin,

PP harus mrhgunm:lmkan pembatalon kelulusan vang

bersangkutan,

PPK dipat mengusulkan  pergantian pelamar kepada

Ketud Panselnis untuk mendapatian pengganti dengan

melampirkan:

x. surdl pengunduean divi vang bersanghutan;

bo fsurat keterangsn dianggap mengundurkan dir dari
PRI atau

oo ostmat heterangdan meninggal dunic dar Kepala
Kelurahan,/ eas / Kecdmatan,

Hetun Fﬂnﬂﬂm bﬂ#ﬁﬂmﬂtﬂn usilan  dard  PRK
sebugaimana dimalestl puda ayat 2y memberiltan usilan
nami pelsmir pengganti dari peringteat tertinget di bawah
pelamar - yang' dibaralkan  kelulusannya sebagrimana
dimaksud pada avat (1) pada kebutuhan jabatan vang
sama dan disampaikan kembali keépada FPK.

Dalany hal tidak serdapat pel,mmm-pﬂ'ﬂggaﬂtl kerhin

dimaksud padaayat (3], peagisien dilakokan berdassrkan

tats cmra pengisian  lebatuhan jabatan yang belum
terpenuhi mengikutt ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34,

PPK berdasarkan usulan ketus Panselnas Sebigdimans

dimaksud pada ayat (3) menstapkan pelnmar ptn.ggnnh

dan mengumambsan ulmng hostl aklir ssleksi secara
terbuks,

Bapian Ketujuh
Pengingkaton Menjadi PPPK

Pasal 40 N B
Pelamar yang dinvatalan lulus seleksi dianghat sehagai
calon PHPK.
Pengangkntan éalon PPPK sebagaimana dimsksud pada
avat (1) ditetapkan Jdengan keputusan PPK instansi
berdasarkan penetapan kebutuhzn Moenterd.
Penpanpgkatan galon FPPE pada jerjang: ahll utama
ditetapkan dengen  képutusan Presiden berdasarkan
usulan yang disampaikan pleh PPK.
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(3]

Heputisan PPE sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan
avat  [4) disampaikan  kepada  Kepala  BEN untuk
mengdapatkan nomar induk PPPK,

Penerbitan namar induk PPPK sehagaimana dimaksud
pada ayal (5} diterima oleh PPR pﬁ.‘l.l.nglam.ﬂ.‘ﬁ:: (clua puluh
lima| har kerja sejuk swalkiu penyumpaian,

Dulam hal pelamar sudal mendapotloan nomor mduk
PPPE atan kemodinn mengunduckan divi tidake boleh
melmmar pada penerimaan PPPK untuk [ [sat) pericde
berikatnya.

Basal 41
PPPR vang telah mendapatian nomar indulk sebagaimana
dimaksud dalem Pasal 40 ayat (5) melaksanakan tugas
jabatan berdasarkan penetaparn pergaiskatan oleh PRI
Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksad pada
ayat (1] dijadikan sebagas dasar  dimulainga Masa
Perjanjian Kerja I’F‘F‘E Aherigan [nat&mmt Pemerintah.
Dalam hal, PPPK- ﬂhngmmh{m dimalsued pada ayat (1)
mengajukan  pindah  instanai, yang  hersangkutan
ditivatalenn mengusdurisn disl.
D:ﬂum ol terjidl pesampinigan arganisasi pemerinsh;
PPPE yang kompetensinys masih dibutuhkan den kontrak
kerja yang bersanghutan: belum berakhir maks akan
dipindahkan di unil yang membutuhkan sesuai dengan
kﬁmpﬂenamya.

PERIANJITAN KEETA

Pasal 42

Mase Farpﬂjmn Kerju sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat |2} dengan keténtuan paling singhat | (satu) tahun

dan  dapar  diperpanjang  sesual kebutuhan  dan

herdasarkan penilaian kinerja, -

Perpanjangan Mega Perjanjian Kerja antara PPPRK dengan

PPK  didasarkan  pado  pencapaian/penilaion ke,

kesesugann: kompetens, dan kebotuhan dubatan pada

mstansi setelah mendapit persetujuan PPK.

Perentian perpanjangan Masa Perjsnjion Kejja dilakukan

berdasarkan pertimbangan:

&, jenis  pekerjaan yang  bepsifdt | semdntara,
et Buniahilsan _pirnjelmamn datioi janghka svaldto
tertent;

b.  jenis Jabatan yong diperhakan untul meningkatkan
kinerja organisasi .danjdatals pencapaian  Hijuan
strategis nasional uniuk kurun waktu tertentu;

¢ prediksi beban ket suatu Jabatan di unit prgadisasi

 akan hdbis #tau berkurang dalam jangka wikt
tertentu;

d. ketersediaan-angmaran msiansi; danfaiag

2. batas usis pensiun sesualdengan dabatan yangakan
diist,
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{5)
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&
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Bersetujunan perpanjangan  Masa Peganjinon  Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayet (2) disampaikan kepada
Repnla BRN,

.. Pazala3 . ,
FEE dapar memberknn keasa antok mengangka), PPEK
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepads
pejabat  yang ditunjule i ingkungannyy  uniuk
menetaphian pengangkatin PRPK.
Priahat yang ditunjuk sobspadmgnn dirmdisod puda agm
(1) pada Instansi Pusat meliputi:
a4  pefabar pimpinan tinggl madvs yang membidang
kesekretariaton,
b, pejabat pimpinan tinggl protoma di usit instans
vertilnl kementerian/lembagn;
e pejabal lain setngkal pejabat pimpinan  lingg
pratama yaog memimpin satdan organisas) vang

Pejabiat ;,mracg; ditinjuk sehagaimiane dirmaksaicd pada ayat

(1) padk Instans) Dasrah provins: meHputi;

a.  pejabal pimpinan tingsi madys yang membidang
keselretariatan;

b. péjaﬁal p:ml:tnh.n tnggh pratama yang sembidang
kepegawiinn

Pejabat veng. dumum;;ﬂ@hu@mmanm dimaksud pada ayat

(1) padn instansi Daerah kabiupaten/kota melipun;

a  pejabat pimpins Gogel pratema vang membidang
keswlretariatan duerah Imhn-pmm,fkutal

b pejabut pinpinan teegi pratams yang membidangi
kepegdwaiait,

Pembertan kuasd penetspan peogtigkatan sebagaimans

dimalisud padn ayat |1) ditethpkan dengan keputusan

PRE.

Pasal 44

PPPK yang felah diangleat sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 41 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan polongin gajl
stsnad dengan leten taan peralurin panmdm:qmmdﬂngan
dengan masa kegjs 0 {noll setelah hubungan perjanjian
ketju ditandatangani.

PPPK wvang \elah diprrpan_;s_tm hu‘bung.cm prejaniin
kierjania diberikan gajl berdasarkan golengan gajl sesuai
depgan  Cketenioin | pergtoimi  perundang-undangan
dengan mempertimbangkan masa kerja golongan yang
telsh dicapai pada hubungan preriian kerfi gebelumnys,
Golnigen ehjl sebagiimana dimaksud pada avar (1)
tevcantum dalam lmapitan yang meriupakan bagion ddak
terprsnhkan darl Pesaturan Mentetd inl

BARVI
PENDANAAN

Pazal 45

Fﬂﬂ.ﬁ.lu.na.u.-tr pengadaan PPPK bersumber;

Ariggaran Penrlapatan dun Bl Janja Negara; dan
&5



b. Angparsn Pendapatan dan Belanja Daerah,
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

_ Pasal 46 )

{1} Pengawasan pelaksanaan seleksi pengadasn PPPK di
lingkup nasional dilakukan eleh Panselnas; dan _

(2} Pengawasan pelaksangan seleksi pengadaan PPPK di
lingkup instansi secara fungsional dilakukan eleh unit
kerje vang memiliki fungsi dan tugas di bidang
pengawasan internal instansi,

Pasal 47

{1} PPK waijib melaporkan hasil pelaksansan seleksi paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan
PPPK kepada Menteri dan Ketiig Panselnas.

{2) Dalam hal Iﬁpﬁtﬂ._;!:} ambﬁgaa.maﬂa dimakesud pada ayat (1)
tidak disampaikan, usulan hehumhan tahun anggaran
berikutnya  menjadl partimbangan,  Menteti jantiik
peittapan kebutuhan perigde benkutnyd,

BAB VIII
KETENTUAN PERALTHAN

Fada sant Peraturan Menteri i mulal berlalay, penganghkatin

calon PPPK dan penerbitan nomor indule PPPK di lingkungan

Instansi Perierintah yang sedang berprotes tetap tilalesaraiam

berdasarkan:

2  Perataran Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Reformuasi Brookrast Nomor 2 Tahun 2019 tentang:
Pengadaan Pegawai Pemenntah dengan Perjanjian Kerja
uniuk Guru, Desen, Tesaga Kesehatan, dan Fenyuluh
Pertantan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2019) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomar 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nnmar 2 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Pegawai Pémerintah dengan Perjanjian Keria.
untuk Guris, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Numar 1260
Tahan 2020);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Heformasi Birokrasi Nomer 29 Tahun 2021 Lrnlang
Frngadad.n Pegawdi Pemerintah d:ngﬂ.n Perjanjian Kerja
untuk Jubatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indenesiu Nomeor 556 Tukun 2021); dan



oo Peraturan Menterl Pendavagungan Aparatir Negara dan
Reformesi Birokrasi Nomor 20 Tabun 2022 tentang
PEﬂgﬂdﬂnn Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
untulcdabatan Fungsional Gurm di lnstansi Daerah Tahun
Angparan 2022 [Berila Negara Rbpubhk Indonesia Nomor
514 Tahun 2022);

sampal dengan gpenetdpan pengangiiatan PPPE vleh PREL

 BaBix
KETENTUAN PENUTUP

Pragal 49

Pada gaat Peraturar Meitert ini molai Berkaky:

a.  Perstuten Merterl Pentdavaguraan Aparatur Negarea dan
Reformas: Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Pegwws) Pemernintah dengan Penamjmn Kers
untuk Guru, Dosen, Tenags Keschatan, den Penyuluh
Pertaniin (Berita Negara Republik Indonesia Nomar 112
Tahun Jﬂ‘l!&il #buﬁaimmu. telah diubah dengan Peratiran
Mérnteri Per Aparatir Negara dan Reformasi
Birokrusi Nomor 72 Tuhun! 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menters Bendayoagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi: Nomor 2 Tahun 201% tentang
Pengaduan Pegaws) Pemerintah dengan Peganjian Kerjs
uptuk Cupu, Bosen, | ‘Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh
Pertanian {Etrita Megara Hepiblik In&nneém Momor 1260
Tatrun 2020); B

bl Permturan Menterl Pendayvagunean Aparanyr Negara dan
Ra{nrm&.ﬁl' Birolresi Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawal Pemerintah dmgﬁm Perjaniian Keria
untuk Jobatan Fungsional {Berita 'Negara Republil
lrrdﬁnezm Nomor 656 Tahun 2021);

‘. Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokragi Nomor 20 Tahun 2022 (entang
Pengadaan Pegawal Pemwerintah dengan Ferjaniian Kerja
untak Jahatan Fungsional Guarn di Instansi Daerah Tahyn
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
51+ Tahun 2022);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tan

 Reformasi Biroleras] Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa
Hubungan Perjanjian Kerja Pegawal Pemerintah dengan
Perjanjinn Kerjn [Berita Negara Republilc Indonesia Tahun
2024 Nomor: 1258); dan:

e, Pératuran Mentsr Pendoyagunasn Apatatur Negara dan
Reformast Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Pemberian  Kuasa Péngangkutun Pegawal Pemeriniah
dengan Perjanjlan Kerju (Berita Negara Republik Indonesia
Tabin 2020 Nomdor 13543),

dicabut dan dmnvataken tdele berlala,

| . Pasal 50, |
Peratumn  Menterd  ini mulai berlaku pada thggal
dmndal'ig,kan

&7



Agar  wsetisp  orang  mengetalinings,  memerintahian
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Nepara Republik Indonesia,

Diretapkan 4l Jakarta
pada tanggal 12 Septembier 2023
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMAS] BIROKRASE
REPUBLIK INDONESIA,
L.
ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundanglean di Jakarts
pada tangeal 13 September 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA

REPUBLIK INDONESLA, ' '
teed.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN _
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEOARA DAN REFORMASY
BIROKRAS!

NOMOR. 14 TAHUN 2023

TENTANG _

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL

GOLONGAN GAJ| PEGAWA! PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
YANG DIANGKAT CALAM JF

v
i i Baplomap Duea Linier
2 TeErnmipl] & T
- VES S Diploma Tiga Linier
3 Mahii ™
4 Penvelln xi
| =5 -
_ [-Berlakn pada jabainn dengan
5| anpertania | syhirat kualifikast pendidilan
| | 5 aw ..ﬂmwtrr Linter avou
Pendidikan Profes
t Ahli Mutdi X1
7 Al Maidya X1
B Ahii Ttarsa X
9 Anpitenn Ahli X
X1 Magister Linler
A Lektor :
xn Dalctor Linler
11| Lekior Kepala XV
12 Profesar xvi

MENTERI FENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMAS] BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
tod.
ABDULLAH AZWAR ANAS
&89
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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAL PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Metimbang : bahwa untuk melaksanakan keleatuan Pasal 39 Peraturan
Pemerintah Nomer 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawal  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Keja, perlu
menetapkan Peraturan Badan Kepegawalan Negarm tentang
Petunjule Tekmis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kesja; |

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Minajemen Pegawai Femerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Nepara® Republik
Indanesia Nomor 6264, | |

8, Peraturan Presiden Nomeor 58 Talun 2013 tentang Badan
Kepogawaian  Negara (Lembaran Negara -Republﬂc
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

T



Fermiutan Kepaln Badan Kepogawninn Negara: Nomaor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Repegawiian Negata |Berita Negara' Republik Indonesin
Tahun 2014 Nomon 998 sebigdimans  telabh o diochah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomoer 31 Tahun 2015 tentang Peribahyn atas Pecaturdn
Kepnla Badan Repegpwalan Negam Momor 18 Tabon
2014 teptang ‘Grganisasi dan Tata Kerja Badan
Repegaweian Negara (Berita Negara Républik Indonesia
Talun' 2015 Nomor 1283);

MEMUTUSKAN:

MEH'Efapkﬁﬂ i FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN MNEGARA THENTAMNGE
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWA! PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERIA.
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BAB |

Pasal 1

Dalan Preraturan Badan ini yang dimiksud dengan:

1.

3:

Pegawai Pemerintah dengén Perjanfian Kerja yang
selanjutmys: dminglﬁm PPFK  adalah WATES  [egara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentiy, yang disngkal
Berdanarican  perjunjisn ks ik jangka walkto
e -dainrn ranzka melalasnakan: VLS
pemerintahan,

Pengadatin  PPPK  adalah  kegistan untuk  mengisi
kebaotuhan PPPK vang difskuoksn metalu  mbapan
perencanasn,  peRginuman lowongan,  pelamaran,
seleksi, pedgunmmimnn baail seleksl, din pengangkatin
FERK.

Prjabat yang Berwenang yang selanjuinya disinghat PyB
adaleh  pejabat  yang  mempunyal  Kewénangan
mielakeanakan proyes penganglaton, pomindshan, dan
pemberhentian Pegawal ASN sesual dengan ketenmean

prraturan perundang-undangan.



o

10,

Pejabat Pembina Kepegawaian vang selanjutnya disingieat
PPK adalah pejabat yang mempunyal -kﬂw.enm.'@n
menetapkin  pengangkatan,  pemindahan,  dan
pemberhentian Pegawdi ASN dan pémbinaan mansjemen
ASN di Instansi pemerintah sesual dehgan keténtuan
peraliuran perundang-undangar.

inﬂmi Pemerintah -adslal insranss posal dan instansi
dasral.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkemenierian, kesekretarfatan lembiga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural,

Instansi Daerah adalab perangksl daerah provingl dan
perangkat daerah k&hupﬂm:nfknm vang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daeral, dan lembaga tekmis daerah,

‘Menteri adalah mienteri yang menyelenggarakan Lrusan

pemerintahan i bidang pendayagnnsan aparalur negara,
Badan Kepegawainn Negara yong selanjutnyn disingkat
BEN sdalah lenibags pemerintall snonkementerian vang
diberi  kewenangan : melakukan  pembinaan  dan
menyelenggarakon manpjemen ASN  secarn nasional
sebagalmana distur dalam undang-undang.

Compriter Assisted Tést yang selanjutnve disingkal CAT
ndalah suatu sistem Seiekzi dengan aiat bantu komputer
yang digunakan  untuk  mendapatkan  lulusan ;.m_ng
merﬁlmuhi standar minimal kompetenst,

“Pasal 2

P‘E.'rr_gédhan F'P‘F’I'E-fﬂil_ﬂhikﬂ'n mrefatud taﬁﬁgﬁﬁ:

A,
B

Peredeanaan,;
'ﬁnm.tmum;m lowongan;
pelamaran;
seleksi dan pengumuman hosil seleksi;
pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
pengangkatan menjadi PPPK.
13



T4

(1)

(2)

BAR I
PERENCANAAN

Bagian Kedau

Ui

Pasal 3

SBetjpp Tnstinsl Phpmdrintah merencanakan | pélaksanaan

Peagudann PFEK di lingkingan masing-rasing

'Pﬁ;qfﬂ:_'g&mmn bermupuan unrtul  memamin  kelanearan
pengadaan PPPE.

Bayign Kedua

g §

Dajam penpadnan PRFK dapat dibentuk Fanitia seleksn yang
tertiin a;fﬁ:_::

a
b,

&

(1)

el

3

patiitia seleksi nasional pengaduan PPPK;
pamitiia selels] fnaransi pongadasn FPPKS dan /i
irgtarsi pembing Jabatan Fungsional |47

Pasal 5
Dl vinges melalsarin kebifakin pengadann PRPK
itk .JF dﬁ_Jmﬁmt&n tain yang bulem jobatan struktural
tetapi memalankan tungsi monajemen: pada Instansi
Pemerintah secara nasional, dapat dibentuk panitia

“seleks) nasional pengadaan PRPK.

Pemmbentulkan panitia ssfeksl nasional pedgadaan PPPK

sehagaimana: dimaksud pads avat (1), dilakokan oleh

Menterl.

Panitia seleksi nasional pengadann PRPK selagaimana
dimaks pads dyal (L¥, i plryai tupss
mengoordinasikan.  dan  mengawasi  pelaksanasn

pengadann PPPK oleh panitia seleksl instansi pengadaan

PPPK dan /atau instadgi petibing JF.



1

2)

1)

(1}

%)

#

11

Pasal
Pengadnan PPPK untuk JF tingkat instansi dilakukan
oleh panifia  seleksi inatansi pengadasn PPPR dén
mstanst pembing JF dengan  mielibathan kkementerisn
vang menyelenggarakan urysan pemerintahan di bidang
pendayagunaan dparatur negara dan BRN.
Panititt aelelesi instaonsi pengadasn PPPK dibentole oieh
PPK.
Panitia seleksi mstansi pengadaan PPRK dibentuk untuk
meldlisariakan prases  pengadagii PRPK ol Instans
Pemerintah  yang m;.-'ﬁpu‘ti Regratmn  perence s,
pengumuman  Jowongan,  pelamaran,  selekst,  dan
pengumumnn Hasil seleksi

Pasal 7
Panitin seleiesi jnstansi pongadaan PPPR sebagnimirna
dimaksud dalam Pasal & ayat (2) diketuai oleh Py,
Panitin seleksiinstuns mﬂg—:jggm FPPE sebagmimana
ditnaksuil pagds ayar (1) terdinl aws unsur:
- e e kmm yang mmtmw ke pepawalan
b unit kerja yang mﬂnhaﬂmgl peEngawasin,
utit kerja vang membidang perencanaan,
unit keca vang mem bideng leeoangn: dan  atan
g it ke lain ving terkait.
Panitin seleksi inStinsi pengidaan PPPR pitling kamng
terdiri atas::

B T2

g ketual

b waldl ket

o sekretaris;

d.  tim seleksi administrasi;

& tm pelaksanaan seleks] kampetensi dan wawancars;
than

{.  tm pemantauan ujlsn.

Fusabs
Tugas dan tanggung jawah ketuas, wakil ketoe) sekretans,
tim geleksi  admitistrasi, tim pelakssnaan  seloksi

75
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lebmpetensi  dan  wassancara, Cden tm penEmtEun
ditetaphan oleh PPR

Tugas dan tanggung jawal tim seleksl administriag
paling kurang sebapi bérikul

Es

menyiapkian stcnra rinel rencsna taliapan csetiap
kegiatan -dalam pelaksanaan pengadaan  PRPK
berdasarkan tergpany wikiu yang ditetaplean;
menyampailkan  Reputadan Menteri  tentang
peretanan ’.I{cimtuh:an FFPK b CEngEEran’ yang
bersangletan  secars cleltronmik melali hmm
https:/ /sscasn bln.goid atau laman lainnvs yang
titemtibean oleh BEN,

mm{mtmuﬁﬁm lowasgan: jabatan PPPK: sccara
tﬁﬁukam-mmmt;

melakukan verifikasi dan yalidasi datn pelamar
untuk miemastienn  datd  pesertn Selelsi Sésuai
‘dengan persyardtan | yang telaby  ditentuban dan
dﬂandatnngum q‘:eh ketua, pamitim selelsl instans
Eengu.dmm PPPK melaliul lamam
https://sseasnbkn go ik atau laman lainoyd yang
ditenfulean oleh BRN:

menyizpkan daftar hadir peserta seleksi, yang dibaat
menurut contoh  sebagnimana  tercantum  dalam
Lampiran  [I' 4iing memipakan bagian  tidak
!l!"l:_pihﬂ.l;kﬂn dari ”F'mn_ifnﬂ Badan rm dan
disampailan kepada tim CAT BKN atay {im CAT
lainnys yang diretapkan oleh BKN;

menyampaikan date peserta seleksi yang meliput
leileaiig, uﬂm p@!!ﬂ'ﬁﬁﬂﬂhﬂ. tan ru.g-'.r'rgi pﬁlﬂt’s&n‘a&n
setekal kepada nm pelaksanaan -sedeles| kompeatensi
dan wawaneara;

menyiapkan fata tertib selelsi vang dibuat sEsual
dun_gnn ketEfituan porntiran F’jémﬁﬁng-l-lhriﬂnggn;
menyiepkan  hasidl oselekst  administras) untuk
ditetapkan dan diumumkan oleh  ketus panitia
pengadaan PPPK Instansi i laman Inatansl, surat



@

kibar, papan pEogenamean, dinfamo bentul ain
yang memungkinkan;

wienyiaplkhn sarAnd dan  prasdrans  pelaksasabn
selekiE tgrmastle menvediolern peosil dan Kertas
coretan untuk peserta seleks| serta mengamankan
ruATIgAT Ujian,

meipirimnbon  hasgll selelid kompetens: dan b
wawanears yang telah ditetapkan oleh PPK kepada
BEN diun Mentert] dun

mengumumian  pesérta  yang  dinyatakan' dobos
suleksi pengadasn PPPK kepada poserta seloksi
melalui laman  dnstansl,  sural  kabar, papan
mngumuma'n, i:iaﬂ!;r.‘amu Bentule et ANy

Tuges dan tanggung jawab tim pelakdanaan seleksi

Ko piatemug dﬂu wi!umm'& paling  kerun g [t
beritmt;

L

meldkukan, koordinasi dengan instans) atau pitik-
Pplhak tericall, peling korang deliny bal genentuan
tampal, penyiapan saranadan pragammna (kompueer,
sgrver,  jaringss  komputer,  proykior,  din
pendiikuig  lainnys),  Kesiapan  nrengenai
pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta
seleksi di luar ruang pelaksanasn ujian selam
ujian berlangiung,
aprhila n.lmélgllrj.&kﬂtl CAT BKN, memrminer server
rohile yang masih dalam kéadaan disegel stau jatur
kemnunikasi virtual private netuork dasi BKN;
menerima: daftar adiv dan tata ertibpelsksannan
selelsi dari tim seleksi pdministrasi;
memeriksa dan memastlkan Mebenmaran (dentitas
pessrtgeleke sesuail dengan kartu mrﬁi& prendudok
dan knrtu peserta scleksi;
apabila  menggunakan CAT BEN, melakakan
pendatiain terhadiap peserta seleksi-secarn elektronik
dan memberikan Personal ldentity Numbor (PIN)
regintrasi kepatla masing-masing peseria seleksi:

m
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()

L omemastikein peserias selels] mesnndatningani dafiur
hadir pada saat melakukan registrast;

g membacalkan tata tertib pelakianaan seleksi;

k. mierieriksn dan  memsstilon péserta sclelid tdak
membawa benda ppapun kecuall karm tanda
produduk dan kartu pesertd $eleksi;

i menyelengoarakan seleksi kompetensi sssual jddwal
yang telah ditetapkan;

|- apabily menggunakan CAT BKN, menandatangani
berita stars yany disiapkan ofeh tim CAT BEN|
melipyat; I
1. jumlah peserta selelsi yang hadir
2i rekapitulsi- el seleksis don
3. permasatabon lainnys yang muncul pada saat

pelaksqnazn seleksi,

k. apabila menggunaien CAT BEN, ménvershkan asil
seleksi| kompetensi' berupa salinan cetak yang
ditanditangant - gleh  fim pelalsanaun  seleksi
kirpetensl A Wawarcara s#ra tim (CAT BKN
kepada BER ﬁmg&m berita acars: yang alibuai
menufut confel sebagaimana tercantum  dalam
lampisen B yang  merupalun bigian - ldalk
terpisahlomn dan Peratiren Badan int

Tugas dan tanggung jawab tim pemantian ujisan paling

kurang terdiri atas sebagai berikuit:

g melakouloan pemantauRn pefencanaan pelaksanssnn
vjian, paling kurang memanteu  verifikesi dats
pelamnar  yang dilaksanakan oléh  tim Geleksd
adminis s

b,  melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, paling
kurang meliputi kegiatan:

1. ppabaia mengmeeslkan CAT BEN, memantod
penyerahian  sepeer mobile yang masih, dalam
Readaan disegel atan jalur komunikasl viroal
priviate network dati BEN kepada panitia selelksi
instansi pengadaan  PPPK yung  dilskukan
bt selelest ddesitstrash



memantan ujicoba jaringan kemputer yang ada
i lokasi wjian dan memastikan bahwa jaringan
dan infrastrukiur tersebut siap dan aman
digunakan untuk pelaksanaun ujian;

memaAntan  pemasangan  segel  terhadap
riangan  ujian yang akan digundksn  den
pembulkaan segel ;I;a:lai Eaat runnEan ujidn akan
digunakan;dan

memantay persiopan pada hari pelaksanaan
ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di
luar ruangan wujian;

melalatkan  pemiintauan  téerhadap  pengumuman

hasil selelsi adminisirasi, hasil seleksl kempetensi,

dan hasil wawancara; dan

membuat laporan terbadap  hasil pemantauan
pengumurian - hasfl  seleksi  administrasl,  hasil
seteksi e pelenial, dan hasil wawancars,

Bagian Ketige
Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal @

(1) Jadwal seleksl kompetensi PPPK vang dilaksanakan

2]

(1)

‘gecara niwgional ‘ditetapkan aleh panitia seleksi-nasional

pengsdasn PEPR.

Jadwal seleksi kompetensi PPPRK vang dilaksanakan pada
tingkat instansi ditetapkan oleh panitia selelesi instansi

pengadaan PPPK bérkeordinast dengan BKN.

Bargny dan Pragarana

Pasal 10

Sarang yang diperlukan untuk pelaksanaan wjfan hars

disesuaikan dengan kebutuhan,

9



(2]

(3)

(7]

(3)

Prasarana yang berups peraturan, pedoman, petunjuk

tcknis  pelaksanaan  pengadaan PPPK agar tersedia

dengan lenglkap

Sarana dan prasarana bagl peserta seleksi penyandang

wisabilitas harus disesualkan dengan kebutuhan, paling

kurang:

a.  tempat  pendaftaran khusus  bagi  penyandang
disahilitas)

b,  petugas pembata bagi tuna netra; dan

ro aksés menuju rdang ujian yang  mudsh  bagi
penyandan disabilitas.

BAB T
PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu
Petigum __"iimér_a

Pagal 11

Panitia: seleksi nasional pengadaan PPPK atan Panitia
seleksi  instansi pengadaan PPPK  mengumumban
lowongan jabatan PPPK  Secars  terbuks  kepada
masyarakat,
Pengumumin - sebipaimans  dimaksud pada avat (1)
palingsedilkit memuat:
a.  nama jabatan;
b.  jumlal lowengan jabatian;
c unit kerja penenipatan/ instansi yang

miembutubkan;
4 kuslifiltasi pendidilkan atau sertifikasi profesi;
e alamat dan tempat lamaran ditujukan)
i jagwal tahapiml zelelez:; dan
£ syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar,
Pengumuman sebagaimana  dimaksud pada ayar (3)
dilaksanalkan pali sinigkat 15 (lima belas) haii kalénder,



Bagian Kedun
Madin Pepguumuman

Pl 12
Pengumuman  lowongan  jabatan  PPPK dilakukan
mengginakan media elektronik dan media nonelektranik yang
mudoh dildetahui mosvarateat hass,

BAR TV
PELAMARAN

Baglan Kesiru
Timaim

Pasal 13
Sétinp Warga Nﬁgm‘u Infdoncsin yvang memenuhl persyaraton
mempunyE h@ampamn yang sama untuk melamar menjadi
i

Bapgian Kesand
Persyaratan

Pasnl 14
{1)  Persyaratan untuk dapar melamar menjadi PPPR terdin

i

g usip pslingrendsh 20 {dua polub) tahun dan palmg
ting 1 fsatul tehun sebelum batas usia tertentu
pada jabatan yeng akan dilatiar séausl dergan
foetenEUET [EETHIrE perundaﬂfg-'ruﬁﬁangan; I

k. tidak pemmab dipidens dengan pidang  penjace
berdasarkan' putusan  pengadilan  yarg  sudah
mempungal  kekuatan  hulum tetap lkavena
melakaukan tindak pidana dengan pidana penjare 2
{dua] tahiin atan lebih;

o tdek perneh diberbieatilen derigon hormit tdak
alas permantaan sendir-atag lit_i_ﬁk dengan hormaot
Schapai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara

81
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&

d

=1

Nasional  Tndonesia, nnggota  Kepolisinn . Negarn
Republik  Indenesia, atau d_it_:&henﬂkﬂn tidal
dehgan harmal sebagal pegawal swastc atiu pegaidi
lainnya tiﬁmrﬁ Ia-.iﬁ 'ﬁﬂﬁﬂW&i Budan  Ussha o Milik
Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Drergh;
tidak menjadi anggdta atau pengurus partal politik
EcLEue rnrlihx-su palitte praltis

memilill launlifikasi  pendidikan  sesuai  dengan
persyaratan jabatan,

memiliki  Komipeterisi  vang dibuldikan  dengan
mlﬁﬂmm keahlinn tartentu j«ﬁng mgsih berlaku dar
lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
méempersyiarEtliin,

sehatjasmani dan-sohan) sesuai dengan persyayatan

Jababan vang dilsmar yang dibultikan dengan;

1, surat  keferangan  sshat  dard  doktér  umit
pelayanan kesehatan p@:meﬂnm}t sesuat dengan

persyaratan jubstan yang dilamar; dan

2, suFat - keteFangan  tdak miengonsiumsi/

T e kN Tiarkatil; pailcotropika,
Hitﬁndﬁthn:gﬁni oleh dokter darl unit példyanan
kesehatan pemerintaly camu  pegabar oyang
berwenang darl badan/lembags vang diberikan
kbwenangsn intuk pengujian Zal nprkoba vang
weilh  diserabkan  seteloh pelamar cersebur
dinvatakan lulus seleksi pengadasn PPPK;
suiat pernyataan pengundiman ditl sebagai PPPK
seng telnh diseriini sleh PPE-atoy pejabat lain yvang
ditunjuk yang membidangt Icﬂacgnwman paling
persyaratin lain csesuni kebutuhan jabutar yeng
ditetaplan oleh PEK.

Persvaratan tidak pernaly diberhentiban dengin Rormat
bdak atng permintann sendid sebagaimans dimalkeud
pada ayat (1] humf e dikecualikan bagl PPPE yang
dibierhentikan  dengin hormat (idak ates  permintzaan



(2]

4]

15

181

senliti karemm tidak  memenuhl targer kingrin atan
melakukan pelanggaran distplin.

Usia pelamar sebagalmane dimaksod  pdda ayat (1)
hruf g ditentubsin berdagarken tanggal kelahiran g
tereantum  pads Surat Tanda Tamat Belajar/{jzzahb
yang digudakan sebagai dasar untuk pelamaran,

Setiap pelamar Baras memeniubl doan) mEtvampailoan
semle persyaratan  pelamaran  sebagaimeana Tem_aa'mmm
dalam pengumuma.

Sotiap pelmmbr berhalk ontok semperolel mtformasi
t:n.&ang_ﬂelchai PPPK darl instuns vang akan dilamesr
Penymmpaion  surat lmaran  dan dokimen  yang
dipefayatatian  Qiterima galine  Tdmbai 100 fepdlul)
haﬁ'f-_kgﬁn-mhﬂiﬁm p&lnismmem seleks n@dmimsﬁm,i.

Baginn Kesatu
Tehnpan Pelamaran

Pl 15

Tahapan pelamaran ferdivi atss:

A
-8

{1

12)

pendafiaran; dan
pedvarmpslan dokumen aniarsn.

Pasal 16

Pendaftaran  difitkukan scearn onfine miclalid  lnman
htepa:/ /sseasn blemgoid. e | laman hurmya vang
ditetitukan oleh BKN.
Pendaftaran sebagaimans  dbmeksud p'ilf.iﬁ ayat {1]_,
thilokukan dengan cord memasuklon data: pelamar yang
puling kurang terdiri atas;
8.  nooinr identitas kependuduban,
b e leagioap:
e, tempat (kabupaten/kata), tanggal, bulan, dan tahun

klahiran:
d  kualifiltasi pendidilkan sesusi fazah vang dimilik

yang disyaratkan oleh jabatan;
€ jabaian yang dilames

83
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(3)

()

(1)

[Z)

(3

i instarisi VAng dilamisr

g alamat e-moil; dan

h.  nomor telepon atau handphone vang hisa dihubuangi,
Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap pelamar mepdapatkan nomor reglstiasl,
Nomar régistrasl sebagdimans dimaksud pada apat (3),
digunakssy untuk melakukan whag selanjutnya yaitu
seleksl administrast.

Pasal 17

Sételah melakukan pendaflaran sebagaimana dimaksud

pada Phagal 16, pelamar menyampailkan dokunien vang

terdin ates!) |

# bukti regisn asi;

b. surat lamaran yang telah ditandatangani  oleh

pelamar sesuinl déngan farmat yang telah ditentiikan

oleh panitia séleks nasional pengadaan PPPK;
foteikapi KT,

d. fotokapl jjazah sesual dengan Kualifikasi pendidilan
yang dlhumhi:an dan dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan kualifilkasi pendidikan dan
tuges yang ditetapkun,

& pasforo perliany ukuran 4 x & omosebanyak 2 [dua)
lerghar dengan |atar belakang berwarmin merih;

£ surat pemmyatasn vang - telal  ditandatangani oleh

r..

pelamar sesuai contoh  sebagpimana  Tercantum
dalam Lampitan IV yang meniadi bagian yang tidak
terpisabikan durl Peraturan Badun ing dan
g peravaratan lainnya vang diperiukan,
Penyampainn doluimen sebogaimena  dimaksdd pada
wyat (1), dapat dissmpaban dalam bentuk salinan cetak
aAfau salinan digital,
DBalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2 disampaikan  seeara  clektronik maks  doelumen
disamipalkan dalam bentuk pindai dokumen asli,



BAB
SELEKS! DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Bajinn Kegatn
Umitumn

Pasal 18

Pmyﬁlmfifgﬁifaan selela] r-lll_r-.np;ar:l'aﬂn PPEK rerdici dar
3 (tiga) wwhapen, yain

3
b.
.

(1)

@)

)]

()

(%)

(6]

seleksi administrask:
seleksi kot petenst; dan

WA TR,

‘Bagian Kedua
Selekst Admiisrass

Pasal 19
Banitia selelest instansi pengaduan PEPK melaksanakan
selelsi  adininiswasi  terhadap  selurih  dokumen
pelamiirin yang diterima yanyg disamprikan oleh pelamar
VEnE sudah melakulan 'mp,igtmﬁi.- -
Seleksi administrast sehagaimana dimalksud pada ayat (1)
dilaleulean tntuk mencocokkan persyaraian administrasi

dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh
pilema

Pemeriksaan kelengiapan dokumen dilakukan sesuai
dengan syarat yeng ditentulan.

Apahila  dokumen  tidak  memenuhl persvaratan
pdmiristrosi, pelamar divvotilen  ddele ulos selelesi

seliministrasl

Mokumen vang memenuhi  svarat dan  yang  tidak

vidmenuhi syarat diben tanda/kode ying berbieda.

Panitie  selelsi  lustanst  pengadaan PPPE wajlb

mengumumban hasil seleksiadministrasisecara: tarbuka

melali  lamian  instansl,  surat kabar,  papan

pERRLImUIAN, dan /atau Lentuk fain VA
a5
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(7)

(&)

(2)

(10)

(11)

(12

(13)

memunmgkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus
seleksi administrasi,

Pengumuman bagi pelamar vang tidak lulus ‘seleksi
administrasl  diserlai  déngan  keferangan  yang
menyebabkan yang bersangkufan tidak lulus,

Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidal
lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan ketua
panitia seloksi instansi pengadaan PPPK.

Untuk mengilkuti tahapan seleksi selanjutnys, pelamar
yang lulug seleksi administras) diberikan kartu tanda
pesértn selékal atau mencetal kartu tanda peserta seleksi
dengan cara menguntuh dari laman
hitps:/ /sstasn. bl godd  dtau laman  laimiya  yang
ditentukan oleh BKN,

Data pelamar yang felah dinvatakan lulus seleks
administrasi, disampalkan kepada panitda seleks
nasional pengadaan PPPK paling lambat 14 {empat belas)
hari kerja sebelum pelaksanann seleksi kompetensi.

Bmgl Instanyi e ml;-.ngg:.rmﬁmn bz
httpa) fesscasn.bkngoid atau larn;{m lainnya  vang
ditentukan olelh BKN maka penyampatan data pElﬁrﬂa:
yang lelah dinydtakan lulus  séleksi  administrasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (10), dianggap telah
diterima apabila instansi felah  memberikan  tanda
penyvelesaian secara elektronik.

Data pelamar yang telah dinyatakan Julus seleksi
administrasi sehagaimana dimaksud pada ayat (10),
disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi
&eugsm CAT BKN dan/atau CAT lainnya vang ditentukan
BEN.

Pelamar vang hulus seleksi adminisirasi berhak mengikuti
seleksl kompetensi,



(1)

(2}

(3)

Bagian Ketign
Selekst Kompetens

Pasal 20
Beleksr  kompetensi .l&rﬁiri e eelelsl  kompetens
manajerial, koempetensi Tekms; dan kompetens) sesial
Kultural
Seleksi Kompetensi sebagaimana dimalsud pada ayat (1),
ditakukan umuﬁ mmrlilﬁi kegraiaian  lompéeteris

anangjenal, kompelensi lekms dan kompetenst sosial

kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar

“kampelensi jabatan.

Pelaksarsan selelan khompetenst diliksanalan ssebagm

.’:u:]_'jlmt:

8, Pelakspnaan seleksi kompetensi diumimkan secara
terbukn melalui jamai nstansi, ufat kabir, phipan
pengUITLmarn, xim:‘q.f,lettau bentule  inin y_an'g
memungkinkan paling lambat 7 (twjuh) bhan
kalinider sebelom pelaksansan seleksi kompetensi

b Penguminman paling Eurang memual:

1. har, tanggal, wealcts, dan tempat pelaksanaan
seloksi; '

4, kewajiban  untuk  membawa  kantu  tanda
pesertd selilsi dun Kartu Tanda Pendudtk; did

3. tata Tj&rﬁb'PEFﬂ]m;Eﬂﬂhﬂ geleksl khn}pEf.Ehﬂi.

o Pelakesanngn sélﬂkal.:lﬂmupctﬂmi oleh panitia selelsi

instansi pengadaan PPPR menggunakan fasilitas
CAT BEN atau fasllitas CAT lainnys vang ditentukan
ek BEN. . . .

d. Panitin -seleksi  instanst pengsdann PPEK
menyediakan Sarana dan prasarana yang memacdaj
sehingga memudahkan peserta Séleksi penyandang
eizahilitas mengkut peElalkdanaan wednkai

kempetenst,

‘. Phnitia. selelsi instansi pengddasn PPPK  waiib

mencorokkan ket tands peserta seleksl dan Kartu
87



Tandn  Pesdudulk  dengan  pegerra seleksi  vang
bersanghkutam.

Peserta seleksi yang identithstive tiddk  sesuai
démpan  Rartu trida pesertn Seleksi atad Kearto
Tanda Penduduk, tidak dapat mengiut seleksi
kompetensi,

w Dalarmn hal diperiulean, panitin seleksi instansi pengadaan
PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikalogis,
dhan/iau Kgelion v datim plakasmian seloks)
Ia'.nmpr'&'n:m sestial denpan persyaratan jabstan pade
Instanst Pemerintah. |

Fenetapan dan pengumuman hasil seleks! kompetensi
diliileapsnloan sebingal berkun:

5]

A
bi

PPK menetapkan basil seleksi kompetessi.

Prneiapan .-h.n_s_il' seleksi kompetensi debagaimana
dimakdind  padn  hunif o dilaksanadsn 1"i-hba:g.ﬂi

1) Belulusan, peserta seleksi kompetensi yang
reliitlid  pada jabatan yang  mEnsyankn
adanya  serrifkast  prefesi.  diterapkan
berdasarkan pada peringkat nila sesuai dengan
kebutuhan jabaton setfap Tnstamdt Pemtierintah,

2 Datam bl kelulugan peserts selokst lompeterns
yang melamar pada jabatan yung  belum
mensyaratkan  dddnia  Sortifikesi  profosi,
penetspan jelulozan dilnkokan berdazsarkan
pada pemenulan nilal ambang bates minimal
kelulisan yang  Hitintakan Meateri dan
berdosarican . peringkat nilni sesusl  demgan
keobutuhan jabatan setiap [nstans: Pemerintah,

Panifia  s¢leksl  instansl  pengatlaan  PPPK

mengarilean st sirlelsd kompietens

sebagaimana dimaksud pada hurufa.

Pengumiman sebagatmana dimaksnd padd hurif e,

memitnt name jabstan yang dilamer, laoalifiles

pendidikan, oomor karma tangda peserta seleks,
numa peserts Seleksi, nildl hasil seleksi Kompetensi



(1

2

3

(1]

121

131

yang disusun berdazadkan peringkat, ‘dan informas
lzin yang diperiakan, -

dilabubsn  dengan miengmandaom ldman nstans,
surat kabar, papan pengumuman, dan/atey bentuk
dain yang memungkinkan,

Bagian Keempat

Pannd 71
Pesprin seleksi kompetensl yang telah ‘dinyatakan lolus
SElElal Kompetena wajib mEngRun e WewWanNCars Vang
diselengearqlan oleh pamitin. seleksi instansi penandaan
FPPK, :
Tes wiwntcars. sebiEaimans’ dimskstd finda ayat (1),
bertujnan urtmkmﬂmlm norslitas dan intogritas peserta
seleks) kampricnsi.
Hasll tes walWarcars sebagaimanh dimnlsud padd gvat
(1) digunakan:sebagat baban penetapan kelulisan has:l
seleksi. ' |

Hagian Keltma
Penetapun dan Pengumuman Hasil Selelsi

Pasal 22

Hasil seleksi kompetens) sebagaimang dimaksud dilam
Pasal 20 ayat (8] huruf i dun hasil fes wawancara
sehnggimana dimaksad dalam Pasal 21 svat (3) harus
disampaikan oleh panitian sclelsi instonsi pengadasn
PPPK kepatls KEpala BRY datar bentik Saliidn dightal
dan salian cetak,
HKN mengelah hasil seleks| sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Hasil peagelalin sebagnimana domsksad pads ayae (3]
disampaikan lkepada Menteri sebagai laporan dan PPK
achagni dasar peoetapan kelulusan seleksi,
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()

(5}

(6)

Berdasarkan penstapan lkelulusan selelsi sebagaimana
dimdksud pada ayat (3), Panitia ‘Séleksi ingtans]
pengadaan PPPK mengumumkan hagil selelesd,
Pergumuman sebagaimana dimaksud pdada ayat (4,
memuat  nama  jabatan  yang dilamar,  kualifikasi
pendidilan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama
peserta  seleksi; nilai  hasil seleksi yang  disusun
berdasarkan  peringkat,  dan informasi  lain yang
diperhalcan. |
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada avat (4),
dilakukan dengan me:nguﬂﬂkﬂh Iemar Irstansi  surat
kabar, papan p&hg‘timlnﬂ.an, dan/atau bentuk lain vang
memungkinkan,

Peserta seleksi yang dinyatakan lulug seleksi melengkapi
Daftar Riwayat Hidup di laman htips;//sscasn.bln.go.id
ataul di laman lainnys yang ditentukan oleh BKN,

BAB VI
PENGAN GKAT&H MENJADI CALON PPFK

Bagian Kesatu
Pengangkatan Menjadi Calon PPPE

Pasal 23

Pengangkatan menjadi calon PPPK  dilaksanakan melalui
tahapan sebagal berikut:

=

b
c.
d

a

pemanggilan;

penyerahan persvaratan administrasi;
pemeriksaan kelenglkapan;

penyampaian usul penstapan nemor induk PPPK;
penetapan nomuor intduk PPPK; dan

keputusan penetapan nomor livduk PPPE,



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Kedua
Pemangeiian

Paszal 04
Panitia seleksi Instansi pengadsan PPPK melakukan
pemberitahiuan  kepada peserta seleksi vang dinyatalkan
lulus seleksi,
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pair.iﬂ ayat (1),
memuat bahan kelenghapan yvang harus dipenuhi sehagai
syaral pengangkatan calon PPPK dan jadwal kehadiran
peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal,
walktu, dan tempat yang ditentukan,
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dilakukan melalu) laman instansi, surat kabar, papan
pengumiiman,  ddn/atay  beniuk  lain  yang
memungkinkan,
Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta
seleksi yang dinyatakan lulzs dan diterima. paling lambat
15 [lima belas) har kerja sejak tanggal pemnberituhuan
sebagaimana cimaksud pada ayat (1). -
Dalam menétapkan kehadiran untuk melengkapi berkas
lamaran pengangkatan calon PPFY, haris
memperhitungkan letak gedgrafis alamat pesérta seleksi

vang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediann waktu

untuk pating lambat 10 (sepulub) har kevia setelah
hatas waktu vang ditentukan sebagaimana dimaksud
mﬁ&-.ayat H-l.
Apabila ;sampai riengan batas: waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dan ayat (5), tidak
dapat dipenubi atau tidak dapat dilengkapi, peserta
seleksi yang bersanghkutnn dianggap tidak memenuhi
syarat,

Li|
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Eﬂ.ﬂ'lﬂll i E&Ilﬂ.ﬂ
Penverahan Persyaratan Administrasi

Pasial 25

Setlap pesertz selelts! yvang dinyatakan lulus seleksi, untuk

lamaran yarig telah dbisr dan ditandaozan deogan ks
hitam sesua) fermpt yang telah ditentalan oleh panitia seleks:
nasional pengadaan PPPR, ditujukan Kepada PPE didénai
dengnn:

2t

fotokopi fjamah/STTH yang telah dilegalism oleh pejabat
yang berwenang sesusi dengan kualifikasi pendidilan
din tuﬁ’d vang ditethphkan)

.dﬂﬁaf.ﬂ‘:ﬁmﬁ..:hﬂﬁﬂ yang ditandatangam oleh peserta
das bermeteral, yang formulis jsisnnya sudsh tercetak
minfuts a1 ‘disedinlenn el lurmEn
htrpﬂ.aﬁﬁﬁsemﬁh*guid wtou di laman lainoye yang
ditentukan oieh panitia seleks] nasionsl péngadann PPPR
sebagmimana  fercanfiun  dalam Lumpiran I vang
merupakan  hagan tidak trrm‘a:nﬁfsan dari Pevaruran
Baidian fii; :

‘Surat Keterangan ‘Catatan Kepolisian yang diterbitlan

oleh Repeliman Negam Bepublik Indooesimg
supit keternfigan sehat |asmani dan rehani darl delter
yang berstatus PRS atau dokier yang bekega fpda wnil
petayanan kesehstan pemerminb; .
surdt  keterangan  tidek  mengonsumsi/menggunakan
natkotilse, psikotropika, prekarsos, dan ozat adikdif
loineyn  yang G—it:mdumngmﬁ snlehy dolker dan uni
pelayanan  keschatan pemerintah atau  pelabat yang
berwerdng  dari  badan/lembags  yang  dibérikan
kevraranpsn uniuk mnguj'iaﬂ 2t rirkobn dimeabsioed: dan
surat pemyataan yang formulir istannya disediakan oleh
peiabal vang secara fungsional beftangsung jawab di
brdare kepepavwainn, boris lentanmg
I. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
bérdasarkan pulusan  pengadilan yang  sudah



mempunyel  kelogatsn hulagn wetap koarens
metakukan tindak pidana dengan pidana penjara, 2
(dhsa) tahun atau lebib;
2 tidak perrah diberhentikan déngan hormat tidek
- atﬁs spermintain seodie s tdode dengan loemat
sebagal calen PNS atan PNS, PPPK, prajuril Tentas
Nasional Indonesin, angpote Kepplisian  Negara
Hepublik  Indonesis,  stau  diberhentikan  tidak
dengan hmrrnal sebgai #emwai sw&ma..ﬁmu ﬁnéawai
dnnys sntam lain pegswia Badan Usaha Milik
Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daersh;

3. tidak berkedudulain sebigni calon PNS, PNS, FRPK,
prajurit Tertacs Nasiofed Indonesia, ‘atan angpota
Eﬂpﬂhﬁiﬁﬂﬂﬂﬁﬂnﬂtmﬂﬂ*}k Indonesia;

4;  tidak menjadi anggots slau pengurus partal politik
atau terlibnt politile peaktis| dan

5. bersedin diternpatkan & -selurgh wilavah Negara
Kcaaium;t Repui;-hk Indonesia ateu negara lain yang
ditentukan oleh Instansi Pemerintah,

sehagaimens fercantum dalam Lampiran IV ¥ang

'mzrupm]tan bagian  tidalt erpleohlkan dan Pevaturan

Badanini,

g Persyamtan tidak pernah diberhentikan dengan hormest
lidal atss permintnan Seridini sebagaimana dimaksud
.pa}:ia Wartd £ angka: 2 dikecuatilan bag FPPK yanhg
.:!_ihf.'r_hentﬂmn dengan  hormat  tdek atss  peomintasn
sendirl karena. tidak memenuhl tuger Kinega  dtau
melakiikan pelanggaran disiphin,

Hamian Kesmpat
Pemeriksaan Kelengkapan

Pagal 26
Pemerikaaan kelengkapan  dan | keabsahan  persyasatan
administrast dilakukan PPR atau pejabat lain yang ditunjuk
di bidang kepegdwiian, dengan ketentuan:
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Penerimaan berlag: persvaraian wlministrasi
ditaksanakan sesuai jadwal vang ditentukan  dalam
pemberitahuan,

Penelitian kelengkapan berlas perayaratan administiasi

Cdbanl Keabsahonnyn ditakuken sesini dengn deetdntuin

yang hﬂri_t‘i'kuj el

1. Keabsahan surat lamaran, dengan ketentian:

At ditd  stsusi denpgan formal  Vang  telah
ditentukan oleh  panitia seleksi  nasional
pengadaan FEPK; dan

by ditandatengani olch peserta  seleksl yang
hersgngkltan,

2. KeSesuaian lowliflasi  pendidikan/Surat Tands
Tamat  Belgjor/ijazah peserta cseleksi  yang
bersdngkutan dengan kualifikasi pendidikan yang
dipcrévmﬁtkm dan dibutuhikan dalam  tugss/
pehe:qnun denpgan I:emmuan
a). Calon pelammr merupakan lulusan dari Sekolah

Menefigal Atas/sederajar vang sudah terdaftar
di Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan
dlan fatan Kementoriam }'Lgmn:{. clon Julvsin
Pergurusn Tinggt Dalam Negeri dan: Program
Studi yang terakreditasi  delam  Badan
ﬁkm‘ﬂ’stﬂal Na:mmnal Pﬂg;:.runn Tingei Negeri
danfathiu.  Pusdiknakes/Lembaga Akréditas
Mandirt Pendidikan Tingsi Keschatan pada saat
kelulugan.

b) ljazah vang diperoleh dar sékolah/perguruan
ﬂn@ lnas T.":tégiz’ri harus mendapat pt!ﬂntﬂp’t;m
penyetaraan dari Pamta: Penilaian lazah aar

Negeri pada kementerian Yang
menyelenggarakan  urdsan  pemerintahan  di
bidang perididilean.

3. Kehenaran data dalam datrar riwayatr hidup peserta

seleksl yang bersangkutan, dengan ketentuan paling
kurang data yang telah ditulle sesual dengan ijazah,



SUral pErny e, den data ain sehagrimana  vang
tedah dipersyaratkan.

4, Keabsahan Surgt Kewrangan Catatan  Kepolisian
vang dilampirkan disngan ketentudn:
aj diterbitkan . oloh K‘qm]miﬂn Neigsirs  Republik
" Indonssia; dan
b]  Surst Keterangan Catatan Kepolision masih

berlala sesudi dengen jongla waktn  yang
diteritikesn, .

5 Kepbsahan surat keterangan schat jasmani dan

rohani dm‘i.ﬂqgﬁt_t‘. ﬂ.ﬁngﬁn.kﬂimﬁéiﬁ:

Al dokter g berstatus PNS; atau

b) dokter }:mg beleerja pada unit pelavanan
kesehatan perserintah.

A, Kegbsahap surat keterangsn Hdak mengonsumsi)
wesiggunalain. tatkotilth, psikotropiki, | preursar
ﬁaﬁﬁt adileti lain.t.qjm,:dcﬁgan' leetontuan:

&) ditandatangsni oleh dokter dan umit pelayanan
legehatan pemerintuh; atau
B pejabat. yang berwennng dari badan/lembaga
| I'.f.rﬁr-ﬁg.'dihurﬁmn Lewenamgan untule ﬁtlt-gu_.!i.ﬂn
zat narkeba dimalksud,

Apahila salah saty syurat schagaiinans tersebut pada

anghka | sanipal dengan angka § dan kebeparan dalam

.nur'm permyatan '&'.Eﬁug&imgnn: tescantum  dialam

Lampiran IV yang merupokan bagian tdak terpizahkan

dirf Pernruran Badan inl yang telali ditandatangani tidak

digenithl maka yang bersangkutan tidak dapat dinsulkan

Penetapar fomar indak PPRK-nvd.

Pemisahan berkas  persvaratan  administrasi  yang

mﬁ:r:mnu]:d_:syi{mt tlin yang Tiﬁ:lﬂk memenuhi ﬁyllr#t_:mr'm

berkas yang belum lengkap dibieri tanda/kode yang
brerbeda, denpan ketdnivan:

1. Berkes: lamaran yang memfﬁnuhi persynratan
adminisirasi disiapkan sebagal bahan penyampaian
usulan penetapan nomor inditk PPPR.
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2. PBerkes: Inmaran yang bahannya belum lengkap
dimintakan kelengkapan administrast yang belum
terpenithl  tersebut  kepada  vang  bersanglutan
alerigan stz batas wakitu gang ditentulan,

4: Berkag lamaran yang tidak memenuhl persyaratan
atlmitniatrasl dikeémbalikan kepada Vang
bBerzanghkutan dan tidale dapat divbullkan: penstapan
THITINT imluk PPPK-nya.

Peserta seleksi yang ddihyatdkan Tulus seleksi dan felab

emennhl pérdvaratan  cH@ministragi | esbEgaimann

dimaksud pada huruf dangka |, disngkat menjadi cadon

PPPI herdasarkan leputusan yang ditetaphkan oleh PPK

yiang ﬂ.ll:l.lm miEnurudl eanteln selsgniriann dimaksud

dalpm: lﬂmpm!b'ﬂ awan apehila dibuar secara. leelell
menurul gontoh Lampiran Vb dan Lampiran Vo yang
merupalkan . Bagian tidak terpisabkan dard Persturan

Budartini -

lulis dian ﬂ!.EEI‘iLﬂn kzmr_ui{nh mengrldurka_rt ﬂi‘ri e

dianggay  mengandurkan odin karena  tiduk

menyampuikan  kelenglapan  dokumen  dalum  hatas
walktu yang ditentulian atau meningeal dunia, maka PPK
segora muiﬁp-uﬂmn kepadn Kepale BEN dan/atan Kepata

Kantor Regional BKN dengan melampirkan  sueat

pengundiran Eurl yang bersinghutsn @Al sumd

keoterangun dionggap mengundurken diri dan PPK stau
surat  keterangan  meninggdl  dunia dad Kepala

Keluratian/ Dess/ Kicamatin.

Untual menggantikan peserta selekal yang mengandurkan

diri :atau disnggap mengundurkan din karena tidak

menyampaikan  keiengkapan  dokumen  dalam  batas
wiikiu  yang ditentoksm #tad menmggal  durma, PPE
mengambil nama peserta seleksl urutan selanjutnya dar
peringlat tertinggi sesual hasil seleksi kompetersl dan
bestndl wewsnears pada lowonpgan forminsl jabatan dan
ditetapkan dengan keputusan PPK yang dilaporkan
seeard tortulis kepada Ketud panitia seleksi nasional



10

2]

pengadnan PR serth divmombkan kepsda masyarakal
melalui  laman  instansi, .surmt kabar, papan
pengumuman, elin fatan bentik lain vang
T giamEm,

Keputusan FEK tevhadap penggantl peserta geleksi vang
mengundiurkan dic aran didnggap mengundurkan di
knrenig  dHdek meEnvampailsan kelengkapan dokumen
dalam batas: wakion yang ditennikan  ataw  meninggal
dumia, disampaikan  kepsda Kepals BKN  dun fatau
Kephla Kantor R-'&'g{nna! BEMN.

Penyampaian Usul Perietgpin Nomior Induk PPPR

Pasal 27

PR mtea pejabal  fain oveng  ditosjuk di bidang

kepegawatan ﬁalin'g' renidah "P'.pjabut .F"impinan Tmﬁ,‘}‘i

Pratama menyampaikin /sl penctapan namer induk

FFPK d-bi‘lghh Sl peﬂ‘gmmu begertn  daftir

nmmm&ﬁﬁﬁ ﬂw& '.kﬂl@i;‘tif”::.ltxbagahimtm tercantum

dalam Lumpiran V1 dan Lampiran VI yang menupakan

Bagian tdak térplaehian Jarl Peraturan Radasn int,

Usul  penetapan - oomer  nduk  PPPK sehagaimams

dimukstud pada huruf s dengan melampirkarn:

1. usul penetapan pomot induk FPPEK yvang dibuat
memarut  contoll sebagaimenes tem:;m,tmﬁ dalsm
Lampiran  VII  yang merupikan  boglan  tdak
terpiifatikan dari Pératuran Badan i, dengan tanda
angan ashi sleh PP atan pefabarlain yang ditunjuk
di bidang kepegawaian paling rendah  Prjsba
Pimpinan Tinggl Pratama dan dibubuhisiempel/ eap
dhinus, sertagelap Jembar wusil penetapan oo
induk PPPK sudah tercetak pasfoto yang disediakan
methlui laman  httpss/ /sscadn bkngolid  amu di
lamsin lamnya vang ditentolansleh BEN

2, keputusan pengangkatan  calon  PPPK  wang
ditetaplan oleh PPR:
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fotoiopi jazahfSorar Tandn Tomnt Belajm vang
telal dilegalisic plch pejabat yang herwenang sesuai
dengan  kualifikasi pendidilken dan tughs  yang

dliterapian;

1 mami  set  daftar  owayat  Bidup  veng
dirunddtangani oleh pedena seleksl dan bermeteral,
yang formalir tsinnnya-sudah tercetule posfote vang
dhisedigkan melzlul laman htms_ﬁf faseaan. bln, gl
atau di lamean Jainnys Yang ditentukan oleh panitia
seltdtE]l  nasiongl  péEngadein PPRKC ﬂehagalmnna
mr{:a;mum et Lampmnn 0T vang mr.u‘upukm
bagian tidak terplsabkan dard Perturan Badan ini;

At pernyatadn yﬁﬂ'g;ﬁ'an‘nu]jr isfannyn digedinkion

olek pefabnt yang secars fungsional bertrrgsunz
Jawah di hidang kepegawaian, herls) tentang:

‘Al tideik perneh dipidana dengan pidana: pehjara

berdasarkan puiusan pengadilan yang sudah
mempliynr kekuatan  hukom tetap karens
melikiikan tindak pidans  dengan  pidana
perjurs @ [don) thpo ateu lebibs

by tdak pernah diberbentikan dengan hormat

tillak Bras permintadn Sendic atad Hdak dengan
hormat sebagai calon PNS, PNS, PEPK, prajurit
Tentara Nasional indonesia, anggota Kepolisian
Negars Republile Indodesio, stau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagal pegawai swasty
gtan  pegawai lsinnys antrs  lain pegaws
Badan Usaha Milile Negora din pegavial Badan
Usal Milik Deerah;

. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS,
PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonssis, atau
angeela Kepolision Negara Republik Tndonesias

o tidak menjad! snggota atau pengurus partai
pofitik atau teriibat palitik prakiis; dan

e.  bersedis ditempatkan di seluruh wilsyah Negasa
Kesatuan Republile Indonesia atau negara lain
yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah,



10.

sebagaimana tercanium dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan
Badan ini,

Pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan
hormat tidak atas permintaan séndiri ¢ebagaimana
dimaksud pada angka 5 huruf b dikecualikan bagi
PPPK yang diberhertikan dengan hormat tidak aras
permintasn sendin karena tidak memenuhi target
kinerja atau melakukan pelangegaran disipling

Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  yang
diterbitkan oleh - Kepolisgian Negara Republik
Indonesia;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja
pada unit pelayanan Kesehatan pemerintah;

‘surat keterangan tidak mengensumsi/menggunakan

narkotika, psikotropika, prekurser, dan zat adiktif
lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit
pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat
yvang berwenang pada badan/lembaga  yang
diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba
dimaksud; dan
surat pernyataan darl pejabal  pimpinan  finggi
pratama yang akan menerima penempatan calon
PPPK pada unit kerja' di lingkungannya sesuai
dengan kebutuhan jabaran yang ditetapkan untuk
yang bersangkutan, dibuat nlenurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisabikan dari Peraturan
Badan ini.
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Baginn Kesnam
Penctapan Namor Induk PPPK

Pasil 28

(1] Kepalo BKN atan pejobat lain yang ditunjuk memeriksa
data enlan PPPE yang divgulkan penetapan nomor induk
PEPK:nyva olel PPK sebsigai berikul:

2

.

mencocakkan data calon FPPK yang dinyatakan
lulus seleksi; dan

memsriken kessginaian antaea datn calonn PPPK
slengan lowsngan kebutubhan jabotan pesertaseleks

Feﬁ'ém_paﬂ fomiar  induk PPRE dilakulan  miekalit

pemeriksaan dan penelinan terhadap persyaratan dan
kelengleapan aduinisteast, melipuri.

-

o

duftar neminatfieisn FPPK vang dinvatakan lulus
dan  diterima ﬂﬁ:h%ﬁlﬁ- calon EPPK dan telah
divimiamkan oleh PRKS

Eurat pengantar sul penetapan nomor induk PPPK
celon PPPE heserta daftar naminatil kelulusan yang
dibuat sesual dengan kitentuan yang herlakd;
Fermulir vsul penetapin romer Idduk PPPEK vana
ietah dilsn sesunl  dengan detac yaog diperiukan,
dengan tandatangan asll oleh PPK atau pejabar lain
yang ditunjulk di hdang kepeghiaian paling rendah
Perabar Pmpiman Tinggl Pratamn serta dibububs
stempel fcap dinas;

Keputusan  pergangkemn  calsn  PPIK  yang
dimtaplan oleh PPK;

| faaty) lembar fotokopi fazah/Sumt Tands Tamat
Helajar ‘vang sl dilegalidir  sesual dengan
leetentuan yang Berlal;

| (satu) set daftar nwayat hidup  yeng
ditandatangan) olsh peserta seleksl dan bermeteral,
g formelir isEnnyn sadal teroetale prasfote vars
disediakan melalul laman: hitps:/ /sscasn blkn.goid
atau di laman lainnys vang diteniukan pleh panitis



apleksl negiona]  pessadnan  PRPK :ﬁehaggirlmnﬂ

teroantum dalem  Lampisan 1l yang merupakan

bagian rdak terpisabkan darl Perituran Badan ini;

1 pEaty) lember sural operrifataan sebagiomand

tercantiun dalam Lampian IV yang merupakan

badgian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini,
varg telah ditandatangani vung berist tentang:

1, tidak pernah. dipidana dengan -pidans:perdasm
berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempuival  Reliatan  hodkoom Cfdthp karenn
meldoakan  tinduk  pitlans 'dﬁnﬁﬂﬁ piditns
pertarn 2 (dua) tahun atau lehih;

2{: ficlale gﬁ-urrah dibtirhisntikan  denean  hHormssn
ticlale nas prominiean sendin atan tdak dengan
harmal schagpl calon PNS, NS, PPPK, prajurif
Tentatn Masional Indcriesia, aviggmta Kepolisian
Negata Republik (ndonesia, atmy diberhentikan
tidele dengen liormat sebagai pegavial swasta
atan  pegawal lalimya antara lain pegawm
Buclan Wisaha Milik Negara dan pegawal Badan
Usaha Milik Dacrah,

3. tidak berkedudukan sehagai calim PNS, PNS,
PPPEK, prajurit Tentara Nasional Indonesia; aton
anggota Kepnlisian Negara Republik lndonesia;

4, fidak menjadi dnggota atau péngurus phrtal
politik stan erlibat ]:l-i:-H.ﬁk pr=ktis; ﬂ:&n

5. bersedia ditempatkan di selurub wilayah Negara
Kedatuan Republile Indonesia atan negara lain
wang ditarukan oleh Tnstans) Bemarintah)

Surat.  Keterangan  Catatan  Kepolisian  yang

diterhitkan  oleli  Kepolisian  Negara  Republik

Tndonissis;

surat keterangan sehat jasmani dan mhani dao

deileter vang Berdtatis PNS atau dokter yang bekerja

pada unit pelavanan kdsebint=n pemetintah;

surt ketesmngan tidak mengonsumsn menggunakan

narkotiks, paikotropika, prekursor, dan 2at adiktif

10
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lainnya vang ditandatangani oleh dolder dan anit
prlayanan keschatan pemerintah atau den pejaba
yang  benwenang  pada  badan/lembaga  yang
diberikan Rewenangan untuk perguiian st nariobs
dimaksud; dan '

surat  permyataan  dad pejabat pimpinan Tingg

pra@mma vang o mEnerima pEnsmpatan  calon

FEPK pada unit kede di lnglkungannya sesyai

dengan  formasi  yang  ditetapksn untuk  vang
berdangluatan, dibube menort contéi: ’s.'ehugnunﬂnfa
tercantum dalam Lampiran -_'ﬂ'l'[ VAnE, mupaimn
Bagian tidalk terpisahkan darl Peraturan Badan ind

Pernystaan  lidak  pamab  diberbentikan - desgan

‘hormat tadalk atas mmmﬁan serdin sebagaimana
dimaksid pada huraf g angka 2 dikecualikan bogl

PPPK yang diberhintiknn dengan hormat tidak atas
permintann sendin karena tidal memenuhy target
Kineria atau melakiukan pelarggaran disiplio.

Femeriksaan persyaralan dan kelengiapan administrasi:
& M:lml:uhm kegintan sebagaimana dimaksud pada

(1} terhadsp berkas yang diperbyaratian

'u’tbaﬁaiimanh dimaksud pada ayar (2.

Mumnerikss:  koulifikes)  pendidikan/Surar Tanda

Tamar Beldjur/ijnzal yang dimilidl Harus sesual

dengan tugas/ pekerfitan, dengun ketentuan,

1= Calbn peﬁamar mernpakon Tulussn Liﬂnﬁefmlnh
Menengah Atas/sedersfat vang sudah terdafar
di Kementerian Pendidilkan ddn Kébudavaan
danfamu Kementerisn  Azwman dan Joiosan
Perguruan Tinggi Dolam Neger dan Program
Studi  yang  (erakreditssi  dalamy Badan
Akreditagl Nagional Pergiruan Tings Neger
dan/atau  Pusdilmakes/Lembaga  Alcreditasi
Mangdirl Pentlidikan Tinggi Keselatan pada saat
kelulusgan,

2. ljazah yang dipernleh dari sekolah/perguran
Hngg luar negdr harus mendapal penetapin



14

(1

12)

penyetaraan darl Fanitia Benilniaee Tazakh Luare
Negen padn kementerian yang
menysledggarakan  urusan  pemerintahan  di
bidang pendidilan catau  pejabat lain vang
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

¢,  Memerikia Kebenaran data dalam dafusr riwayal
hidup pessria seleks! vang bersanglutan, dengan
ketentuan paling komng date vang telah ditulis
Stsunl dengan fjaseh, suml pornyatdan, dan data
Isiin.sehﬂ.gaimnriﬂ vang telah dipersyaratizan,

‘Hmsa‘r p'_i“.m_t‘.l"_i-kﬁ-ﬁqﬁn e Eﬂﬂ(‘.[ﬂiﬂﬂ teﬂwﬁun rasil

penetagan nomer indule PPPK darl instansi pusat dan

dasraliinpit dikelompalkan sebapnd Berikiil:

B uﬁﬂpr;nﬂmpm ngmor induk PEPK yang memenhi
syarat, diteaplkan nomer ingduk PPPR-nya;

b, usul penétapan nomor indik PPPK yainig balaniiya
rictal te,nw, dilkembalikan.  dengan  suat
pemiberiabuan ke inslansl yang  bersangkutan
itk dileRglapt; dan

& Jusul | penstupan pomor induk PPPE yang tidak
memenuhi  syarat, dikembalikan  dengan  surm
pemberitabuan ke  fristansi yang  bersanghbutan
disertai-dengsn-alasannys,

Bagiin Ketujuh
Kepumwsn Benetapon Momor [nduke BRPK
Pasal 29

Datam wakitu paling lanva 25 (duse puluh lima) han kerjs
terhitung selak penvempaian wsul penftapen nomor
ineul PPPK, calon PPPK yang mismenuhl persvaratan dan
keelenplinpan adminisirasi diberiléan nemor idule PPPK
oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional HKN,
Dalam  hal  bafian  pérsyaraian dan Kelengkapan
administrasi  calon  PPPK  tidak: lengkap, BKN
memberitahukan  kepada  Instans) Pemenniah  yang
mengusilisan,
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@

(%

(6

(71

Imstansl  pemerintal vang mienmasulloan  scebsgaimang
dinm]mm! pads avat (2), harus memenuhi kekurangsn

Bahan perayaratan dan kelengkapan administrgsi calon

PPRK vang tddk fengkop dalam waktu 25 (dua pulub
lima) hard  kerje techitung  sejade  ditermanim éumt
Anuabila instanst pemerintah sebagamani dimaksud pada
dviat (3], tidak depit melenghkapi bahan persyaritan dan

Jeelenpglkapan sdimriistrast geeuan welin vang ditentuian
ik calon I’.FP_K_ tersphut tdak dapat ﬁjhgﬁkgm.npmﬂr

[neule PPEK.
Nottior fndule PPPK terdini Gtas 18 (delapan beliis) digit,
dergan wrutan-gebagai berikut -

a8 (delopan) digit pnﬁtamn adalah-angka pengenal

yang mennjulken taun, buli, dan tandgsl labir
alon, PPPK iy bersangiousin, desigan Fetentuias
untuk bulan dan tanges] lahir musing-masig dun
i it

b 4 (empat) digit berikutmya adalah angke pengenal
webopny calon PPPE.

o 2 jdue) degit berikutnya adalah angks -pmgenﬂ;gmg
menunjulkdsn jumlah perfanjian kera Calon PRPK
vang bersanghatin yang dimulal dari angléa 21 (dua
puluhEatu).

de 1 (satu] digit herilutnya-adalah angla pengenal yang
menunjuldan  jenis kelamin  calon PPPR yang
bersangkutan,

se: B (viga) digit feralthir adalah angla pengenal yang

menunjalian pomor unat calon PREK.

Pemberian nomor induk PEPK sebagaimarin dimaksud

pada  syar (5] sesuai contah Sebpgaimana tercantum
dalam  lLampiran X $ang merdpakan  bagian  tidak

terpisahkan dari Peratuzan Badan ini

Balarm  hal  terdapm  calon  PPPK yang  Nilus
mengundurkan ditl A dianggap mengundurkan din



Aty menicggal dunin,  penvelesniannya  dilpkukan

sebagal berikut: -

a.  Apabila  ferdlapat peserta  selekal yung  tefah
dhimgtadkian luluis: den diteroia kemidisn
mengundurkan dirl atau dianggap mengunilrkan
diri  karens  tidak  menyampalkan  Kelengkapan
dileamen datam hatas vwalkto yanp ditsntolian atan
meninggal dunda, dan telah diosulkan penetapan
nomer induk PPPE kepada Kepals BEN atan Kepals
kamntar R.Eg{unﬂj BEN mald PPK E)EEH:EI melaBonridan
thepads Kﬂpﬂlu EKH,.FK::MH Kantor Ra;gmnul BEN
denigan melimpickan surat pengunduran din yang
brsangkutan atdu  sural Eeferdarvigan  diatggap
mengundurkan;diri dani PPK atau surat keterangan
meringsal dunia dad’ Kepala Kelurahan/ Tess /
Hetgmaan setempait

b Unink  menggantien  calon  PEPK  yang
mengindurknng divi alay diangesp mengundurkan
diri atau meninggal dunia sebagalnoma dimaissud
poda hurufa, PPE mengambil namapeseria seleles
urntan selanjutnya dar peringlest tertinggl sesual
hasil ‘seleksl kompetensl dan Wawanéard  pada
lowongan formasi jabatan dan ditctapkan dengan
Keputusun PPK yang dilaporien Secara tertulis
dulam jungks wilktu paling Jaima 20 (dua pulub)
horksdassjn Jeputhn Netua menitiasselikst -mastors]
pengadasn,  PPPE serte diumumbkan kepadn
miasyarakat mslalul laman E::.ii;.[j:’éi. :urat leabir,
papan pengumonian, danatan hentale laine vang
memungkinkan.

e Bagl calan PPPK yang lulus dan telah ditetaplan
nomor induk PPPR-nya, tewapi belum  ditetiaplan
keputusan pengangkatannys sebogai PPPK. PEK
sepera mElaporkan kepatld Képala BEN/ Kepala
Kantor Begional BEKN di Lnglhungsn wilayah leerjanya
Aengan métammr]@n Surat pengunduran din yang
bersangkutan  atay sural keterangan  dianggap
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mengundurkan diri dan FPK disertal dengan alasan
mmu'mrui keterargan memingga! dunis don Kepaia
Keluraliin/Desa/Kecamatis  setempat  lntuk
ditabiuken  pembatian gomor dok FRPPE oleh
Kepala. BKN/Kepala Kanter Regional BKN di
lingkungan wilayah kevjanyd.

Bapl pezerta-selele yang lulos dan wiah ditetapkan
WiP-nya  mengundurkan  divl stan disngeap
migngundurkan dirl atiu meninggal duniy setelah
ditetupian kopitusan pengangkaton calon PPPR din
b.l:l.um atan tolab melsksanaken tugus, :If'tl:rt;up}gan
kepulusan  pemberhention  yang  bérspnglutan
sebrgal calon PPFK pleh PPK; dan tembusinnya

segers disampaikan kepada Kepaln BEN/Kepala

Kantor Regionall BKN & lngkungan  wilayal
kerjanye dan pejabat lain yang dipandarg periu.

Kebutuhan jubatan yong lowong sehsgnimana
dimaksud pada Buril ¢ dan hunil d fidak dapal

—— daln - _m.

bersangioan, igapl fdapat d’tl‘l'l:rl'lhungkﬁl‘l pada

penctapan kebuluhan jabatan  tahun  sngearan

berilaitngn sennai déngan ketentuan yang berlaku,

BaB v
PENGANGKATAN MENJADI PPPR

Bagian Kesa
Pengangkatan Menjadi PPPK

Pasal 30

Pengingiatan menjall PPPR dilaksanakan mslalud sibapan

setaal berilur

a. Dalam waktu palmg lama 30 (Hga puluh) har kera
gefelah ménerima penetapan somor induk PPPR dari
Kepnla BEN/ Kepala Kontor Regmonad BRN:

PPK dan calon PPPK menandatanganl perjanjlan

kkrja vang dibuat menurat contoh sebagiiming



.h."

(1)

terganinam dalam Lampivan X1 gsnig merapakes bag
fn tjg!ak-:_.ttmi&ahkpn :im‘-i mmmmu Badan ini; dan
9. PPK menetapkan keputisan pengingkatan PPPE
yang  dibuat  menurlt  Cintoh  Sebigaimana
terTitim .n:la]m'n Lierngrivan Mlla: yanpg ‘meripakan
bagian tidak terpisahikan dar Peraturan Badan ini.
Dalami hal keputusan penpangkatan PPPE diletapkan
setmrn Molekdif, dibual menurul contoh sebipsimans
tercantum dalam Iz.ampi-rﬁﬁ KMk dan Lampiran ﬂl: Vg
mﬂ.'l'll_ptlliu.n agmian: Hdal termsshbon dao Perstucen
Badan i,
Ki?JﬂLitUm:_.n pengangkatin. PPPK sebigsimmuna dimaksud
pada tieuf @ ont huraf b, dissmpefkan largsung
leepada yang bersangiutan dan tcmhuﬂnnya_-kcpadﬂ
Kepals BREN/Kepals Kantor Reglonal BEN di lingkungan
wilayah, Kejangd, dan peabsl lain sesusi dengan
ketentusin  peraturan | perundang-undangan,  paling
lambat sebelum ﬁf‘ﬁ‘kﬁ;ﬂng bersangioutan melaksanakan
tugas, ;

PRRE dﬁugﬁm ;ﬂmfmpa satlan ﬁﬂl‘n unit kerfa yang
ditentukan sesunl dengan kebutuhsn  jabaten yang
(ditetapkan untul vang bersanpglutan.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Pengombilan SBumpah/ Janjl PPPK

Pazal 31

Setiap calon PPPK pada saat diangkar menjadi PPPR

untuk  menduduki jabstan pimpman tinggl  utama
tertentu atey jabaran pimpinan fnggk madya tertenty

wailb dilafitik dan menganglat stunipah/janil jabatan,

Ketentuan  pelantikan dan  pengambilan  sumpah/janji
Jabatan sobdgaimans dimakand pada ayat (1), bertako

‘secars muiatis mutandis dengan ketentusn pelantikan

dan pengambilan sumpah/danjl Jabatan PNS yang akan
menduduki jabatan pimpinan tinggi.
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(2)
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BAB 111
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32
PyB menyerahkan dekumen paling kurang sural
perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan PPPK

kepada Kepala BEN/Kepala Kantor Regional BKN dalam
waktu paling lama 30 (tiga pulub) hari kerja sejak

diterimanya nomor induk PPPK,

Dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dimasukkan dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negara BEN.

Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan
JPT ‘madya tertentu yang ._ lowong dilakukan sesuai
dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT
dalam pﬂratumnpcmndﬂn"g&undau,gm.

Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT Gtama tértentu dan
JPT madya tertentu vang lowong sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil
Negara.

Pengadaan PPPK untuk mengisi jenis jabatan yang bukan
merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan
fungsi manajemen  pada  Instansi  Pemerintah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Badan ini kecuali ketentuan yang mengatur mengenai
instans: pembina JF.

Pasal 33

Peraturan Badan ini  mulai  berlaka  pada  tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang menpetahuings,  memesintablon
pengundangan Peraturan Badan ini dengan pepempatannya
dalam Berita Negara Republik Indoresia.

Ditetaplian di Jakarta
pada tanggal 13 Fehraar 2019
KEPALA

BADAN EEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tid’
BIM;} HARIA WIBISANA

Diundanglkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERIINDOANG-LINDANGAN
KREMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RELUHLIK INDONESIA,

1

WIDODO EKATIAHIANA
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LAMP IRAN
INFORMASI BUKU-BUKU

TERBITAN CV, DUTA NUSINDO SEMARANG
Sistem Penzendalisn Inteyn Pemerintah, xii, 198 him.

Peturtfuk Pelaksanaan Peraturan Pemeriniah Republik Tentang Penataan
Ruang, «ii, 290 hlm.
Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, vij, 108 hlm

Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan & Beiniders, Bahasa dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan, Tahun Terbit: 2002, Ukuran Buku
15 £21 cai, %, 116 him,

Kepemudaan dan Sistem Keolahragaan Nasional &hsr Lenghap, Tahun Terbit:
2010, Ukuran Buku 15 2L emyx, 320 him.

Undang-undang-Lalu Lintas dan :mghuhan Jalan & Undang-undang Hepolisian
Negara Republik Indenesia, Tahun Terbit; 2009, Ukuran Buku 15x
21 cm, xf, 292 him.

Peraturan Menteri Dalam ﬁ&geri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomeor 23 Tabun 2007 Tentamg
Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelensgaraan Pemerintah
Daerah, g611 him,

Pedeman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Tahun Terbit: 2010,
Ulkuran Buky 15 = 1 cm, vi, 83 him.

Pedoman Penyusinan Recanz Pencapaian Standar Palayarian Minimal, vi, 34
Hlmu

Undang-undang:Republik Indonesia No. 25 Talun 2009 Tentang Pelayanan
Publik, vii, 53 hlm.
Undang-undang Tentang Kesejzhteraan Sosial, vill, 67 hlnw

Daftar Bidang Usaha vans 'Tertump & Bidang Usaha yvang Terbuka Dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Uktiran Bulu 1521 em,
% 452 hlm



Usaha Mikio, Keril, dan Menengah, Tahun Terhit: 2010, Ukuran Bulm 15 x 21
ey, % 165 him.
Perbankan Syari'ah dan Pedomarn Pengelclaan Dana Bergulir, x, 158 him.

Perkembangan Kependudukan dsn Pembsangunan Keluargs Beserts Petunjuk
Pelaksanasn Administrasi Kepsndudukan, 216 him,

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, viii, 114 him.

Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang
Pengelolazn Sampah Rumah Tanggs dan Sampah Sejsnis Sampah
‘Rumsah Tangga, iv, 86 him

Ungdang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Takun 2009 Tentang Kearsipan
& Peraturan Pemerinital Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2012 Tentang Kearsipan  iv, 247 hlm.

100 Dongeng Binatang, Tkuran Bk 155 21 om, vil, 108 him

Cara Gampang Jadl Wartawan, Tahun Terbit 2011, Ukuran Buku 15% 21 an, 5
128hhn.

Dilema Seorang Whistle Blower (Pahlawan Ataw Penghianat), Tahun Terbit:
2011, Ukuran Bitks 15 % 21 oy 5, £26 Al

Indstmya Berkomuntkasi Dengan al-Qur'an, Tahun Terbit: 2011, Ukuran Buku
21-%27 om.xiii, 6% hlm.

Cinta Itu Buta, Tahuy Terbit: 2012, Mkuran Buku 15% 21 cm, viil, 72 him.
jangan Hinakan Wanita, vi, 180 him.

Panen Hikmsh Karena Disiplin Shalat, Tahun Terbit: 2012, Ukuran Buka 15 x
21 e, vidl, 142 him

Sert Himpunan Pengadaan Barang/[asa Pemerintaly Jllid 1, 2, dan 3, Ukuran
Bitku 15 21 om, xxxiv, 3530 Hlm.



Instruksi Presiden Rl No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pslaksanaan
Pengaﬁaan Em—‘angﬁm Pemermtaé:{ & Pnranmm P'f‘estden EI Nu 41-

Tahun EL’JIEI Tem‘.ang Fengac{aan Ea.ra.ng,-‘]ua Pemsmmah Ta.hnn
Terbitt : 2015, Ukuran Bulku 15 % 21 o, vi, 1386 hlm,

Peraturan Pjﬂiﬁen Hﬁpuﬁhk Indonesia Nompr 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/]asa Pemerintah, Ukuran Buku 15 x 21 em, xiv,
1088 lni

Himpunan Peraturan Republik Indonesia Tentanz Desa, Kelurahan dan
Kacamatan edisi 2013, viil, 233 hilm.

Dilema Seorang Peniup Peluit (Pefuang Moral Yang Tangguh] %, 128 him.

Peraturan Kepala Badan Kepegawalan Megara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Hetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintsh Nowor 46 Tahun
2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negerd Sipll, vi, 137
Hlm.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tahun
Terbit: 2014, Ulkvran Bulm 15x= 21 cm, viil, 110 him,

Undang-undang [abatan Notaris [UURI No. 2 Tahur 2014), vi, 128 him

Pedoman Pelaksanzan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Bewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakvat Dasrah,
v, 404 hilrii

Uridarg unding Perindustrian (UURI No: 3 Tahure 2014), viff, 111 .

Unidang-undang Keprotbkolan, vi, 116 hit

Pembentukan Produk Hukum Daerah, viil, 247 Kl

Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Beserta Pengembangan Preduk

Unggulan Daseah, Tahun Terbit: 2015, Dkuran Bitky 15x 21 cm. vi,
178 him.



Administiasi Pemerintah dan Sistem Akunsabilitas Kinerja Instansi Pemerintali,
i, 180 him.

Kelautan, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, vi, 192 hlm.
Perlindungan Pemberdavaan Perempuan dan Anak Beserta Program Keluarsa
Ssjahters, Program Tidanssta Piftar 'dan Program ndoniesia Sehat,

wvi, 226 hlm,

Pembentukan Produk Hulum Daerah & Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Tahun Terbit; 2014, vi, 165 him '

Pedoran Evialuasi Kinerfa Penyvelenggara Pelayanan Publik, Ukoran 15521 ¢m,

viil; 372 him.
Penyelsnggaraan Jaminan Hari Tus Pensiun, Kecelakaan Kerla dan Kematian,
v, 185 .

Peraturan Pelalesanaan Undang-undang Desa (PPRI No, 43 Tahun 2014), Tahun
Terlit: 2014, Ukuran Bk 15 x 24 an, v, 120 him,

Pengelolaan Dana Desa Seserta Pemiiliban Kepals Desa Buku Kel Tahun
Terbit: 2015, viii; 308 hinu

Pengalplasn Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buln Ke.2 Tahun Terbit:
2015, Ukuran Buky 20x 28 vm, viil, 415 him

Mernotret Data Kuantitatf, Taliin Tesbit: 2015, Ukiran Bukd 15 £21 ¢, %, 129
him

Norma Bagi Prefesi Notaris dalam Pengawasan Notaris, Ukeran Buka 15 x.21
e, vil, 190 him

Birokiasi Pelayanar Publik, Tahun Terbitt 2015, Ukuran Buku 15 x 21 oo v,
140 Him.

Memotret Data Kualitatlf, Tahus Terbit: 2015, Ukeran Biky 15 = 21 em, viii,
T4 Hivn,



Dinienis) Prima Organisasi dan Kelemibagaan, Tahun Terbit; 2014, Ukuran Buku
15 =21 omviii, 2248 hlm

Merhangun Ekenenti Kerakyatan Model Blusulan; Tahun Terbit: 2015, Ukeuran
Buky £5x 71 om, vi; 158 Him.

Praktile Akmintar Pubiik, Tahun Terbit: 2015, Ukuran Bul 15 % 21 o, v, 108
Hinw

Perubahan Standar Pendidikan Beserta Pemberian Kesetaraan [abatan dan
Panigkat bagi Gury Bukan PNS, Tahun Terbit: 2015, Ukuran Buka
15 227 e, vip 442 him

Perizinan dan Kehijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Tahun Terbit: 2015, vill, 174 hlm,

Peraturan Pelaksanaan Undangundans Perpustakaan Bessrta [Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnys, Tahun Terbit 2014,
Uketran Buleu 15 % 2Lea, vill, 170kl m.

Peraturan Pengupahan Pemutusan Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan,
Tahun Terbit 2046, Ukuran Buke 15% 21 cm, viii, 206 him.

Petunijuki Pelakssnaan Pergturan Menter] Kdperasl, Usaha Kecil dan Menefigah,
Tahun Terhit: 2016, Ukuran Buku 15 x 21 om, viii. 454htm:

Fenm’rggldan_gan Kemiskinan, Pembangunan Keluarga dan  Juklak
Kependudillan, Tatun Terbit: 2016, Ukura Buiss 15 % 21 e, v,
216 him

Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Beserta Pengelolaan
Keuangan Dasrah, Tatiun Terbit: 20186, vl, 201 him:

Pengelolaan Aset Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Beserta
‘Peranglkat Desa, Tahun Terbit: 2016, vi, 241 him.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun RA2016), Tahun Terbit: 2016, Uheuran Buki 202 28 em, ¥,
456 Bim.



Pentbentukan Produk Hukum Dasrah dan Keikutsertaan Perancang Peraturan
‘Pérundang-undangan, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Bukn 20 x 28
o, vi, 165 him,

Pedeman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Linglungan Kementrian Dalam Negsri,
‘Tahin Terbit: 2016, Ukuran Bula 20 % 28 cm, ¥, 632 Hlm.

Pedoman Pemberian Hibal Dan Bantuan Sosial Yang Bersumnber Dari APED,
Tahun Terhit: 2016, Douran Buku 15 x 21 om, vi; 105 him.

Kartu ldentitas Anak dan Induk Kependudukan Sscarz Nasional Beserta Akt
Helahiran Dan KTP EEI‘EJESB Nomor Indul Kependudtiian Secara
‘Nasional, Tahun Terbit: 2016, Ukuran’ Eulm 15 x 21 om, viii, 192
Tl

Peraturan [abatan Pejabat Pembuat Akta' Tanah Dan Majelis' Kelormiatan
Netaris, Tahun Terhit: 20158, Biiran Buku 15% 21 ¢m, vi, 105 himu

Pedoman Penetapan Izin Ganggum Dan Pefayanan Perizinan Terpady Di
Daerah, Tahun Terbit 2016, Ukuran Buka 153 21 om ,viil, @6 hlm.

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republic Indonesia Tentang
Keimigrasian, Tahun Terbit: 2016, Ukiran Biku 20 x 28 cm, viil
1.5"]‘:111[[1-

Amnesti Peiak Ungkap Tebus Lega, Tehun Terbit: 2016, Ukuran Buku 20 .28
o, viii, 493 Him,

Hencana Kerja Pemerintah Dan Pedoman Penyusinan, Pengendalian Dan
Evaluast Bencana Kerja Pemerintah Daerah, Tzhun Terbit: E!D_'Lt:,
Ulturan Buku 18.5x 26,5 ¢m, v, 280 hlm.

1'Set Buku Pencana Peymbangunan Jangks Menengzh Nasional (REJMN) 2015-
2019: Buku I: ix, 293 him, Buku 11: xoox 497 him. Buka 10 xviff, 457
‘hlm. Tahiom Terbit: 2016, Ukuran Buku 302 28 emy

Perindustriar (UURI Ne. 3 Tahun 2014) Dan Perdagangan (UURI No: 7 Tahun
2014), Tahun Terbit: 2014, Ukuran Buks 15x 20 an, vi, 194 him.



Perangkat Dasrah (peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016) Dilengkapi
Undang-undang Pemerintah Daerah, Tahun Terbit 2016, Ukuran
Bulou 20 % 28 om, vii, 746 Him.

Standar Pelavanan Kesshatan Di Romah Sakit Dan Puskesmas, Tahun Terbit
2016, Dkuran Buku Z0x 28 cmy vi, 574 him.

Himpunan Peraturan BPIS Keschatan & Eetenagakeriaan Edisi Buku 1. Tahun
' ‘Terbit: 2018, Ukiran Bikn 15% 21 om, viil, 324 him,

Petunjulk Pelaksanaan BPJS Kesshatan & Ketenagakerjzan Edisi Buku 2, Tahun
Terbit; 2016, Ukuran Buku 15 % 21 ¢m, xiv, 302 him.

Petunjuk Pelaksanaan BPJS Kesehatan & Ketenagakerjzan Edisi Buku 3, Tahun
Terbit: 2016, Ukusan Bulkn 15 %2%em, vi, 710 him.

Satgas Sapu Bersili Pungutan Liar, Tahun Terbit: 2016, Ukuran Buku 15 £ 21
cm, vi, 182 himm,

Himpunan Peraturan Perundangundangail Mahkamiah Agung Peradilan
Umuny, Pergdilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama Buku I
Tahun Terbit: 2017, Ukuran Bulku 15 % 2% om, xvi, 702 hlim

Himpunan Perituran Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Buku I Tahun
Terhit: 2017, Ukuran Buku 15 x 21 em, xii, 674 him.

Petuniuk Praktis Notaris Dan PPAT 2017 Buku I, xv, 1078 him, Buka 11, xvi,
1046 himt. Buku 1L, xiv, 1104 hlm,

Tahus Tetbit: 2017, UkurarnBukn 20'x 28'cm.

Tata Cava Pémunigutan Pajak Daerahi, Retvibusl Dasrahi, Pajak Jual Bell Atas
Tanah Dan/Atau Bangunan, PNBE Yang Berlaku Pada Kepolisian BL
Dian Pajak Kendaraan Bermoter, Tahun Terbits 2017, Ulniran Buku

1521 em, % 392 him.

Prosedur Dan Tata Kelola Mediasi Di Pergadilan; Tahun Terbit: 2017, Uluran
Bular15x 21 ¢m, vidd, 216 o



Pehiunjuk Pelaksanaan Orzanisasi Kemasyarakatan, Tahun Terbie 2017, Ukuran
BuknA5:x 21 o, wiii, 184 W

Penataan Desa, Standar Minimal Dess, Dan Badan Permusyawaratan Desa
Tahun 2017, Tahin Terbitt: 2017, Ukuran Bk 15 %21 cm, vi, 176
Hinw

(Sugeng Basuki, S.H, M.Si,) Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik, Tahun
Teytiit: 1017, UkiFan Bikn 155 21 &, %, 222 hiri,

Pengpblongan Dan Kodefikast Barafig Millk Daerah (Permendaprl No. 108
Tahun 2016}, Tahun Terbit: 2017, Ukuran, Buku 20 %28 cm, vi, 608
e,

Mangjemsn Pegawal Negeri Sipll (PPRI No. 11 Tahun 2017) Dilengkapl:
Undang-undang Aparatur Sipil Negara, Tahun Terbin: 2017, Ukuran
Buku 15 21 em, vii; 356 him

Pembinaan Dan Pengawasan Pengslenggaraan Pemerintsh Daeraly (FPRI No.
12 Tahun 2017), Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x 28'cm, vi;
‘564 hlm.

Fengampunim 'Paiak .n‘-".ksas Irxfumtasa Keuangan' Hﬂt‘lﬂc I{epentir;gﬂn

’Iethtm Terhit Rﬂl'f Ukur;m Buku20x EE o, vm a8 hlm

Perpu Organisasi Kemasyavakatan Berdasarkan Pancasila Dan UUD Rl 1945
Dilengkapi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah R] Tentang
Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menter! Hukum Dan
Halk Asasi Manusia Tentang Perkumpulan, Tahun Terbit: 2017,
Ukuran Biku 15 x 21 eny, xxxvidf, 280 him.

“Peraturan Di Bidane Perdagangan” Sengketa Konsumen, Distribusi Barang
Hebutuhan Pekok, Perdagangan Antarpulan, dan’ Pelayanan
Bantuan Pemerintah, Tahun Terbit: 2017, Ukuran Bukbu 1521 cm,
ix, 266 him.



Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota DFRD (PP Nomeor 18
Tahun 2017) & Pengelompekan Kemampuan Keuangan Daersh
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operdsfonal
(Permendagri Nomor 62 Tahun 2017), Tahun Terbit: 2017, Ukuran
Bulku 20% 25 ¢, vi; 120 i,

Peraturan Menteii Dalam Negeri Republik Indonesia Nemeor B& Tahun 2017
Tentang Tata Cara Persncamaan, Pengendalian dan Evatuasi
Pembangunan Daerali, Tats Carz Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembanguman Jangka Panjang Daerah
Dan Reticana Pembangunan [angka Menengah Dasrah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencans Pembangunan jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembatigunan [angks Menengah Daerah, Dan Rencana
Kérié Pemerintah Daerah. Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20 x
28 o, ¥, 150 hin

Memahami Dan Menguasal Teorl &kta Kétaris Ragam Awal Akta, Komparisi
Dan Akhir Akta Notaris. Tahun Terbit: 2018, Ukuran Bulu 20 x 28
cmy, vi, 176kl

Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Prestden HI Iﬁamar 16 Tahun '?[iiiﬁ B

Pélatihan Fang&ﬁaan Barang)/fasa 1 Kepala LEPP Nomor
4 Tahun 2018), Tahun Terbit 2018, LTk‘ur'arl Buku 20 x 28 ooy ¥,

150 Bl

Standar Pelayanan Minimal [SPM) {Peraturay Pemerintah RI Nomor 2 Tahin
2018), Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20 x 28 em, vi, 182 him:

Badan [saha Mililk Daerah [PPRI Nomor 54 Tzhun 2017] & Pedoman & Tata
Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Peraturan Kepala
BKPM Nomor 13 Tahun __Ei?) {Peraturan Hepﬂla BEPM Nomor13
Tahuh 2017). Tahun Terbin: 2018, Uktiran Buluy 20 ¥ 28 am, v, 209
him.

Merelasikan Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Ekselouci Hak Tangoungan,
Tahun terbit: 2018, Ukurarr Bukh 20 x 282, v, 381%1n.

Pelavanan Perizian Berusahs Terintegrast Seécara Elektronik, Tahun Terbis
2018 Ukuran Buku 20 x 28 om, v, 221 him.



Petunjuk Praktis Notaris Dan PPAT 2018 Buku IV, Tahun Terbit: 2018, Ukuran
Buks 20 x 28:0mn, sovi, 1054 hin

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nemor 38 Tahum 2018 Tentangz Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belania Daerah Tahun
Anggaran 2019, Tahun Terbit: 2018, uran Buk 15 x 21 om, v,
443 him.

Himpiman Pengadaan Baraiig Jasa Pemerintali Buku 4 Tahusi Terbit: 2018,
Ukuran Bul 20 x 28 emyvi, 626 hlm.

Kiasifikast Biku Lapangan Usaha Indonesia. Tahun Tebit; 2018, Ukuran Buky
20 %28 ey, v, 626 him.

Mengermati Masalal Dan Solus! Kenotariaten, Tahun Terbit: 2019, Ukurah
Bitlay 20% 25 om, xv, 252 him,

Penerapan Standar Pelavanan Minimall Tahun Terbit 2019, Ukuran Buku (5%
21 e, v, 146 hlm.

Badar Layanan Umum Daerah. Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21am
vi, 146 Hlm

Pedoman Umum Program Inovasi Desa Dan Penggunasn Dana Desa Untuk
Padat Karya Tunai. Tahum Terbit: 2019, Ukuran Buku 15:x 21 em,

Mendalami Sefuk Beluk Permasalahan Dan Solust Praktis Pengelolaan Yayasan.
Tahun Terbit: 2013, Ukuran Bulku 20 x 28.cm;% 215 hims

Pengelolaan Heuangan -ilae_mh, Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Dagrah. Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 om,
vi, 215 him.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
‘Pembangunan Dan Keuangan Daeral (Bulu 1), Tahun Terbit: 2026,
Ukdterat Bulod 20 x 28%em, v, 1150 kha



Lampiran Kelanjutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bepublik Indonesia
Nomor 90 Tzhun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanzan Pembangunan Dgn Reuangan Daerh
(Buku 2), Tahun Terhits E-I'.]Eﬂ Ukuran Buku 20 % 28 em, v, 1150
hlm.

Standar Harga Satuan Regional Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Bﬂﬁ-ngluapj
Laporan Dan Evaluasi Peny slenggaraan Pemerintah Daerah, Tahun
‘Perbit: 020, UkiiFan Bukn 20 % 28'cm, vi, 232 Hiny,

Penilaian Kinerja PNS Dan Manajsmen Pegawal Pemerintah Dengan Perjanjian
Karja Edist Tahuy 2020, Tehun Terbit, 2020, Ukuran Buki 20 x 28
ern, viii, 772 5im.

Peningkatan Kinerja Perawat Melalul Komitmen Urganizasional Dan Efikasi
Di#, Tahun Terbit: 2020, E.Fkurmﬂlﬂm 15 %21 cm, viif, 224 him,

Peningkatan Pengembangan Karir, Pemenuhan Kebutuhan Organisasi Dan
Pengembangan Hompetensi PNS, Talun Terbit: 2020, Ukuran Bukn
15 x 21 viii, 324 him.

Petuiiful Praktis Notarie & PPAT Tahun 2020 Buku V, Tahun Terbit 2020,
Ukuran Buka 70 x 28 o xovi, 1050 Rlm.

Satgas Saber Pnngﬁ Pancegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Tahun Terbit:
2020, Ukuran Buku 15% 24 om, viif, 234 him.

Klasifikasi Baku Lapavigan Usdba Indonesta, Tahun Terbic 202, Ukuran Buku
20526 om, viil, 800 him.

Pedaman Teknis i‘-‘.eng&luiﬂan Keuangan Daerah. Tahun Terbit: 2021, Ukuran
Biiku 20 28 oo, ¥, 445 Him.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2021 Tentang
Pernbahian Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentarig Pencadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun Terbit: 2021,
Uleuran Bulau 20 % 25 cm, vi, 163 him.



Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Beserta Pajak
Daarah D“Em E@tﬁblm Dﬂerah Ealam Rsmgi{.u "'-'IEHﬁlﬂ{LRg

Ukmmi Buku 15 v 2L enriw 334 hlm..

Penyelenggarasn Perizinan Berusaha Berbasis Resike Dan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha DM Daerah, Tahun Terbit 2021, Ukuran Bukn
20 % 2Bom; vi; 427 hlm

-OMNIBUS LAW - Peraturan Palaksanazn Ul Cipta Kerja Tahun 2021 (Buku1-
%), Tahiun Terhit: 2021, Ukuran Buku 18% 25 em, iv, 5100 hiss

“OMNIBUS LAW - Undans-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Tahun
Terkit 2024, Uiuran Buku 18 x 25 cm, vi, 1200 hlm.

Standar Harga Satuan Begional, Pencelolaan Henansan Daerah Dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Laporan
Dan Evaluasi Fenm?ﬂnggamaﬁ Pemerintahan Daerah, Tahun
Terbit: 2021, UkuranBuka 20 x 28 aw. vill, 404 Him.

OMNIBUS LAW - JUKLAK UU Cipta Kerja 2021, Tahun Terbit: 2021, Ukuran
Buleu £53% 21 iy, b, 408 Him,

TUKLAK OMNIBUS LAW 2021 Penvelenggarasn Bldane Lalu Lintas Dan
Anghutan |aian, Tahun Terhit: 2021, Ukuran Buka 15 x 21 em, viii,
359 him.

JUKLAK OMNIBUS LAW 2021 Penyélengsarasn Bidang Perinfustrian &
Perdagangan: Tahun Terbit: 2021, Ukuran Buku 15221 om, vili, 432
Tl

Undang-Undang Nomor 1 Talum 2022 Tentang Hobungan Keuangan Anfara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Tahun Terhit: 2022,
Ukttiratt Bulkuy 18x25 ens v, 143-hlmu

Tata Cara Pelaksanaan Program Pangungkapan Sukarela Wajib Pajak Edisi
Tahun 2022, Tahun Terbit 2022, Dknran Bulm 18x25 cm, vill, 445
hlm.



Pericataran Nama Pada Dokumen Kependudukan, Tahun Terhit 2022, Ulairan
BuknA5%:2 T emyviii, 370 him

Keolahragaan (UURI Na: 11 Tahun EEIEIEZI Dan Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Pamlanggarasn Pelayanan Kepemudaan {Perpres No. 43
Tahun 2022). Tahun Terbit 2022, Ukuran Bukw 15521 em, viii. 191

Ibu Kota Negara Dan Otorita Thu ‘Ksota Nusantara Tahun 2022, Tahun Terbit
2022, Turan Bulos 15x2 1 .cm,wid, 256 him.

Peraturan Badan Kepegawalan Negara Nomer 6 Tshun 2022 Tentang
Peratiran Pelsksanzan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun
2021 Tentang Disiplin Pegawal N'eg_&ti Sipll, Tahun Terbit 2022,
Uleuran Buky 15x21 em, ¥, 254 Bl

Peraturan Badan Nepegawalan Negara Republlk Indonesia Nomor 11 Tahiin
2022 Tentans Pedoman Teknis Pembinaan Kepesawaian Jabatan
Fumgsional. Tahun Terbit 2022, Ukntan Buky 15221 em. v, 184

Undang-Undang Repuliliic Indonesia Nomor £3'Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedua -Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pémbentuian Pﬂriltﬂ'l’ﬂl'l. Perundang-Undangan. Tahun Terbit 2022,

Uluran Buku 15x21 em, vi, 264 him;

Pengsiplaan Kineria ?égav.'ai Aparatur Sipil ﬂegam Pan Bistem Keria: Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2022,
Tahun Terbit 2022, Ukuran Buku 15521 am, vi, 346 him.

Pedaman Benyusunan Rencana Kerja Pemerintzh Daerah Tahun 2023 Berserta
Organisasl Dan Tats Kerja Keiiénterian Dalamn Negerl. Tahun
Terbit 2022, Uiuran Buku 15521, vi, 440 hlm.

- OMNIBUS LAW - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Keria, Tahurt Terbit
2073, kuran Buku 18275 o v, 1118 him.



PERPY Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nemor 7 Talum 2017
Tentang PEMILIHAN UMUM. Tghun Terbit 2023, Uluran Buku
15x21 em xivi, 498 him

Aktualisasi Filsafat Pancasila Dalam Pembangunan Nasional. Tahun Terbit
2023, Ukuran Buku 20x28 em, ix, 284 hlm

Peratiivan Mentaii Dalam Negeri Nomor 1 Tahus 2023 Tats Naskah Dinss Di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Tahun Terbit 2523, Ukuran Bulu
15321 e, vil, 550 Bl

Uridarg-Uridang Republik Indonssia Nomor1 Tahun 2023 KUHPKitsb Undang-
Undang Hukum Pidans, Tahun Terbit 2023, Ukuran Bulm 20x28
em, vi, 346klm

Peraturan Penterintah Nomer 16 Tahun 2021 Tentang Peraturart Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Tahun Terbit 2023, Ukuran 18x25 e, vi, 407 hlm

- OMNIBUS LAW - Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 Tentans Penetapan
Pératuran Penggand Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Keria Menjadi Undang.—ﬂmiang, Tahun Terbit 2023,
Ulturan 18%25cm, vi, 1128 him

Uniflanig-Undang No, 7 Tahiin 2023 Tentang Penetapani Pératuran Pemeriitah
Pengganti Undang-Hndang No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubzhan
Atas Undang-Undarig No. 7 Tahun 2017 Tentang Péilihan Usium
Menjadi Undang-Undang Tahun Terbit 2023, Ukuran 15%21 om, Ix
458 HEm

Retentuan Umum Pajak Daetah Dan Refribusi Daerah Beserta Hubunigan
Keuangan Antara Pemerintzh Pusat Dan Pemerintahan Daersh.
Tahun Terbit 2023, Ukurarr 18225 ey, 304 hlm

Pemblaliran Dan Pembukaan Serta Svatat Tata Card Pendaftaran Pendirian,
‘Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Edisi Tahun
2023, Tabiuh Terbit 2023, Ukurar 18=25 ey, v, 194 Hlm



Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
Tahun Terbit: 2073, Ukuean 18225 ert wi: 330 hlm

Standar Tarif .P-EIayan:m Kesshatan Dalam Penyelenggavaan Program Jaminan
Kesehatan. Tahun Terbit2023, Ukuran 18x35om, vi, 722 hlm
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